
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.695, 2021 KEMENHUB. Pengerukan. Reklamasi. 

 
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 53 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 125 TAHUN 2018 

TENTANG PENGERUKAN DAN REKLAMASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :   a. bahwa untuk melakukan penyesuaian pengaturan 

terhadap kegiatan pekerjaan pengerukan dan reklamasi 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 

tentang Pengerukan dan Reklamasi; 

 

Mengingat  : 1.   Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;   

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
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Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5093); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);   

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 

2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 125 TAHUN 2018 TENTANG PENGERUKAN DAN 

REKLAMASI.   

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan 

Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1740), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk 

dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan 

lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil 

material dasar perairan yang dipergunakan untuk 

keperluan tertentu. 

2. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan 

atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau 

kontur kedalaman perairan. 

3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis 

tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, 

tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau 

ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung 

dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta 

alat apung dan bangunan terapung yang tidak 

berpindah-pindah. 

4. Kapal Keruk adalah Kapal yang dilengkapi dengan 

alat bantu, yang khusus digunakan untuk 

melakukan pekerjaan Pengerukan dan/atau 

Reklamasi. 

5. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping 

Area) adalah lokasi yang digunakan untuk tempat 

penimbunan pembuangan hasil pekerjaan 

Pengerukan. 

6. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi 

kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran 

lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. 

7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan 

dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu 

sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat 

Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau 

bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat 

berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan 
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penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat 

perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 

8. Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi 

pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam 

negeri dan internasional, alih muat angkutan laut 

dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, 

dan sebagai tempat asal tujuan penumpang 

dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan 

dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 

9. Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang 

fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut 

dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri 

dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal 

tujuan penumpang dan/atau barang, serta 

angkutan penyeberangan dengan jangkauan 

pelayanan antarprovinsi. 

10. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang 

fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut 

dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri 

dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi 

Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan 

sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau 

barang, serta angkutan penyeberangan dengan 

jangkauan pelayanan dalam provinsi. 

11. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang dapat 

digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau 

angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau 

di sungai. 

12. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di 

Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki 

kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan 

melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya 

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 

13. Penyelenggara Pelabuhan adalah Kantor 

Kesyahbandaran Utama atau Kantor Otoritas 

Pelabuhan Utama atau Kantor Kesyahbandaran dan 
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Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran 

dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam atau Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di 

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

14. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah 

perairan dan daratan pada Pelabuhan atau terminal 

khusus yang dipergunakan secara langsung untuk 

kegiatan Pelabuhan. 

15. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah 

perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja 

perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk 

menjamin keselamatan pelayaran. 

16. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, 

Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum 

Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran. 

17. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang 

kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan 

terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya. 

18. Pelaksana Kegiatan adalah Badan Usaha 

Pengerukan dan Reklamasi. 

19. Pemilik Kegiatan adalah Penyelenggara Pelabuhan, 

Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Untuk 

Kepentingan Sendiri, pengelola Terminal Khusus, 

badan usaha pemegang Izin pertambangan, dan 

instansi Pemerintah. 

20. Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi adalah 

badan usaha yang khusus didirikan di bidang 

Pengerukan dan Reklamasi. 

21. Terminal adalah fasilitas Pelabuhan yang terdiri atas 

kolam sandar dan tempat Kapal bersandar atau 

tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu 

dan naik turun penumpang, dan/atau tempat 

bongkar muat barang. 

22. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di 

luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah 

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang 

merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk 
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melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha 

pokoknya. 

23. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal 

yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan 

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang 

merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani 

kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 

24. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian 

secara independen berdasarkan kompetensi yang 

dimilikinya. 

25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut. 

28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 

29. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perhubungan. 

30. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut. 

31. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut. 

32. Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat adalah tim yang 

terdiri dari Sekretariat Jenderal dan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut. 

33. Tim Teknis Terpadu Unit Pelaksana Teknis adalah 

tim yang terdiri dari Syahbandar, Penyelenggara 

Pelabuhan, dan Distrik Navigasi setempat. 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 6 

(1) Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping 

Area) di laut dan/atau di darat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh 

Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan dokumen 

lingkungan hidup yang disahkan oleh instansi yang 

berwenang. 

(2) Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping 

Area) di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi ketentuan kedalaman lebih dari 20 

(dua puluh) meter low water spring dan/atau jarak 

dari garis pantai lebih dari 12 (dua belas) Nautical 

Miles (NM). 

(3) Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping 

Area) di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi ketentuan: 

a. dalam hal di dalam Daerah Lingkungan Kerja 

(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan 

(DLKp) Pelabuhan, mendapatkan persetujuan 

dari Penyelenggara Pelabuhan; atau 

b. dalam hal di luar Daerah Lingkungan Kerja 

(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan 

(DLKp) Pelabuhan, mendapatkan persetujuan 

dari Pemerintah Daerah setempat. 

(4) Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping 

Area) di area darat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dengan ketentuan antara lain sebagai 

berikut: 

a. area berupa daratan yang tidak terpengaruh 

oleh pasang tertinggi; dan/atau 

b. tidak mengubah garis pantai. 

 

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2021, No.695 -8- 

Pasal 12 

(1) Untuk mendapatkan persetujuan pekerjaan 

Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf a dan huruf b permohonan disampaikan oleh 

Pemilik Kegiatan kepada Direktur Jenderal sesuai 

dengan format Contoh 1 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan 

persyaratan permohonan persetujuan pekerjaan 

Pengerukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

hari kerja sejak permohonan diterima. 

(3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

telah dinyatakan lengkap, dilakukan peninjauan 

lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat. 

(4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dituangkan dalam Berita acara. 

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)   

disusun sesuai dengan format Contoh 2 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(6) Dalam hal berdasarkan verifikasi kelengkapan 

persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap, Direktur 

Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan 

kepada Pemilik Kegiatan untuk melengkapi 

persyaratan sesuai dengan format Contoh 3 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(7) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis oleh 

Pemilik Kegiatan kepada Direktur Jenderal dalam 

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 

surat pemberitahuan diterima sesuai dengan format 
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Contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

(8) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan 

kelengkapan dalam jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) persyaratan, permohonan 

dianggap batal. 

(9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan 

persetujuan pekerjaan Pengerukan. 

(10) Penerbitan persetujuan pekerjaan Pengerukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan 

format Contoh 5 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

(11) Persetujuan pekerjaan Pengerukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) diberikan dalam jangka 

waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan 

jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh 

Pemilik Kegiatan. 

 

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 13 

(1) Untuk mendapatkan persetujuan pekerjaan 

Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf e permohonan disampaikan oleh Pemilik 

Kegiatan kepada Penyelenggara Pelabuhan sesuai 

dengan format Contoh 6 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Penyelenggara Pelabuhan melakukan verifikasi 

kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan 
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pekerjaan Pengerukan dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. 

(3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

telah dinyatakan lengkap, dilakukan peninjauan 

lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Unit Pelaksana 

Teknis. 

(4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dituangkan dalam Berita acara. 

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disusun sesuai dengan format Contoh 7 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(6) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dinyatakan belum lengkap, Penyelenggara 

Pelabuhan menyampaikan surat pemberitahuan 

kepada Pemilik Kegiatan untuk melengkapi 

persyaratan sesuai dengan menggunakan format 

Contoh 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

(7) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis oleh 

Pemilik Kegiatan kepada Penyelenggara Pelabuhan 

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja 

sejak surat pemberitahuan diterima dengan dengan 

menggunakan format Contoh 9 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(8) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan 

kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan 

dianggap batal. 

(9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan menerbitkan 

persetujuan pekerjaan Pengerukan. 

(10) Penerbitan persetujuan pekerjaan Pengerukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun sesuai 

dengan format Contoh 10 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

(11) Persetujuan pekerjaan Pengerukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) diberikan untuk jangka 

waktu paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan 

jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh 

Pemilik Kegiatan. 

 

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 15 

Pemegang persetujuan pekerjaan Pengerukan memiliki 

kewajiban: 

a. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas 

persetujuan pekerjaan Pengerukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; 

c. memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat 

dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari 

dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik 

Navigasi setempat selama pelaksanaan pekerjaan 

Pengerukan; 

d. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang 

ditimbulkan dari pekerjaan Pengerukan yang 

dilakukan; 

e. melaporkan pekerjaan Pengerukan setiap bulan 

kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh 

Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar 

setempat; dan 
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f. memulai pekerjaan Pengerukan paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak persetujuan pekerjaan Pengerukan 

diterbitkan. 

 

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 16 

(1) Dalam hal masa berlaku persetujuan pekerjaan 

Pengerukan telah berakhir dan pekerjaan 

Pengerukan belum selesai, Pemilik Kegiatan dapat 

mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan 

pekerjaan Pengerukan kepada Direktur Jenderal 

sesuai dengan format Contoh 11 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan 

persyaratan permohonan perpanjangan persetujuan 

pekerjaan Pengerukan dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. 

(3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

telah dinyatakan lengkap, dilakukan peninjauan 

lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat. 

(4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara. 

(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disusun sesuai dengan menggunakan format Contoh 

12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(6) Dalam hal berdasarkan verifikasi kelengkapan 

persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) belum lengkap, Direktur Jenderal 

menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilik 

Kegiatan untuk melengkapi persyaratan sesuai 

dengan menggunakan format Contoh 13 
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(7) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis oleh 

Pemilik Kegiatan kepada Direktur Jenderal dalam 

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 

surat pemberitahuan diterima sesuai dengan format 

Contoh 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

(8) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan 

kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan 

dianggap batal. 

(9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan 

persetujuan perpanjangan pekerjaan Pengerukan. 

(10) Penerbitan persetujuan perpanjangan pekerjaan 

Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

sesuai dengan format Contoh 15 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(11) Perpanjangan persetujuan pekerjaan Pengerukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan 

hanya 1 (satu) kali perpanjangan untuk 

menyelesaikan sisa pekerjaan Pengerukan. 

 

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 18 

(1) Dalam hal pekerjaan Pengerukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 98 Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, yang 

www.peraturan.go.id



2021, No.695 -14- 

pelaksanaannya menggunakan pendanaan yang 

berasal dari Anggararan Pendapatan dan Belanja 

Negara, material hasil pekerjaan Pengerukan dapat 

dioptimalkan setelah Penyelenggara Pelabuhan 

menyatakan adanya potensi manfaat ekonomi masa 

depan. 

(2) Material hasil pekerjaan Pengerukan yang dapat 

dioptimalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan penilaian oleh Penilai Pemerintah atau 

Penilai publik untuk mendapatkan nilai wajar. 

(3) Optimalisasi material hasil pekerjaan Pengerukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 

bulan sejak tanggal pelaporan. 

(4) Bentuk optimalisasi material hasil pekejaan 

Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dapat berupa: 

a. digunakan; dan/atau  

b. dipindahtangankan.  

(5) Optimalisasi material hasil pekerjaan Pengerukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan barang milik 

negara. 

 

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 19 

(1) Dalam hal pekerjaan Pengerukan yang dilaksanakan 

di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan 

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan 

yang pendanaannya berasal dari non Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara atau pekerjaan 

Pengerukan di wilayah Terminal Khusus, badan 

usaha pemegang Izin pertambangan dapat 
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mengoptimalkan material hasil pekerjaan 

Pengerukan yang diperoleh. 

(2) Material hasil pekerjaan Pengerukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh 

Penilai Pemerintah atau Penilai publik untuk 

mendapatkan nilai wajar. 

(3) Optimalisasi material hasil pekerjaan Pengerukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 

kontribusi sebagai sumber Penerimaan Negara 

Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Bentuk optimalisasi material hasil pekerjaan 

Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dapat berupa: 

a. digunakan; dan/atau 

b. dipindahtangankan. 

 

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 21 

Pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

20 harus mendapat persetujuan dari: 

a. bupati/wali kota untuk pekerjaan Reklamasi di 

wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan lokal dan 

Pelabuhan sungai dan danau; 

b. gubernur untuk pekerjaan Reklamasi di wilayah 

perairan Pelabuhan Pengumpan regional; dan 

c. Direktur Jenderal untuk pekerjaan Reklamasi di 

wilayah perairan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan 

Pengumpul serta di wilayah perairan Terminal 

Khusus. 

 

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 22 

(1) Permohonan persetujuan pekerjaan Reklamasi di 

dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah 

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di wilayah 

perairan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan 

Pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

huruf c diajukan oleh Pemilik Kegiatan kepada 

Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan 

menggunakan format Contoh 16 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Penyelenggara Pelabuhan melakukan verifikasi 

kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan 

pekerjaan Reklamasi dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. 

(3) Dalam hal berdasarkan verifikasi kelengkapan 

persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap, 

Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan surat 

pemberitahuan kepada Pemilik Kegiatan untuk 

melengkapi persyaratan sesuai dengan 

menggunakan format Contoh 17 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(4) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis oleh 

Pemilik Kegiatan kepada Penyelenggara Pelabuhan 

dalam jangka waktu paling lama (5) hari kerja sejak 

surat pemberitahuan diterima sesuai dengan 

menggunakan format Contoh 18 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(5) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan 

kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan 

dianggap batal. 
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(6) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan 

hasil verifikasi kelengkapan persyaratan kepada 

Direktur Jenderal sesuai format contoh 19 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 23 

(1) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

persyaratan dari Penyelenggara Pelabuhan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) 

Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan 

persyaratan permohonan. 

(2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan 

persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 

(tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. 

(3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

telah dinyatakan lengkap, dilakukan peninjauan 

lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat. 

(4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara. 

(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)   

disusun sesuai dengan format Contoh 20 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(6) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan persyaratan 

dan verifikasi peninjauan lapangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum lengkap, 

Direktur Jenderal menyampaikan surat 
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pemberitahuan kepada Penyelenggara Pelabuhan 

untuk melengkapi persyaratan yang disusun dengan 

menggunakan format Contoh 21 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(7) Penyelenggara Pelabuhan harus menyampaikan 

kelengkapan persyaratan secara tertulis kepada 

Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 

(lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima 

yang disusun dengan menggunakan format Contoh 

22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(8) Dalam hal Penyelenggara Pelabuhan tidak 

menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 

permohonan dianggap batal. 

(9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan 

persetujuan pekerjaan Reklamasi yang disusun 

dengan menggunakan format Contoh 23 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(10) Persetujuan pekerjaan Reklamasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) diberikan untuk jangka 

waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan 

jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh 

Pemilik Kegiatan. 

 

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 24 

(1) Permohonan persetujuan pekerjaan Reklamasi yang 

sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara disampaikan oleh Pemilik 

Kegiatan kepada Direktur Jenderal yang disusun 

dengan menggunakan format Contoh 24 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan 

persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 

(tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. 

(3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

telah dinyatakan lengkap, dilakukan peninjauan 

lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat. 

(4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara. 

(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disusun sesuai dengan menggunakan format Contoh 

25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(6) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan persyaratan 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

belum lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan 

surat pemberitahuan kepada Pemilik Kegiatan untuk 

melengkapi persyaratan yang disusun dengan 

menggunakan format Contoh 26 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(7) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) diajukan secara tertulis kepada 

Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 

(lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima 

sesuai dengan menggunakan format Contoh 27 
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(8) Dalam hal Pemilik Kapal tidak menyampaikan 

kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan 

dianggap batal. 

(9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan 

persetujuan pekerjaan Reklamasi yang disusun 

dengan menggunakan format contoh 28 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 

menteri ini. 

(10) Persetujuan pekerjaan Reklamasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) diberikan untuk jangka 

waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan 

jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh 

Pemilik Kegiatan. 

 

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 25 

(1) Permohonan persetujuan pekerjaan Reklamasi di 

wilayah perairan terminal yang berada di luar 

Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan 

Kepentingan Pelabuhan atau Terminal Khusus 

disampaikan oleh Pemilik Kegiatan kepada Direktur 

Jenderal yang disusun dengan menggunakan format 

Contoh 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini.  

(2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan 

persyaratan permohonan pekerjaan Reklamasi di 
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wilayah perairan terminal yang berada di luar 

Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan 

Kepentingan Pelabuhan atau Terminal Khusus 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja 

sejak permohonan diterima. 

(3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

telah dinyatakan lengkap dilakukan peninjauan 

lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat. 

(4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara. 

(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

sesuai dengan format Contoh 30 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

belum lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan 

surat pemberitahuan kepada Pemilik Kegiatan untuk 

melengkapi persyaratan yang disusun dengan 

menggunakan format Contoh 31 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(7) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) diajukan secara tertulis oleh Pemilik 

Kegiatan kepada Direktur Jenderal dalam jangka 

waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat 

pemberitahuan diterima sesuai dengan 

menggunakan format Contoh 32 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(8) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan 

kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan 

dianggap batal. 

(9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan 

persetujuan pekerjaan Reklamasi yang disusun 

dengan menggunakan format Contoh 33 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(10) Persetujuan pekerjaan Reklamasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) diberikan untuk jangka 

waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan 

jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh 

Pemilik Kegiatan. 

 

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 26 

(1) Dalam hal masa berlaku persetujuan pekerjaan 

Reklamasi telah berakhir tetapi pekerjaan Reklamasi 

belum selesai, Pemilik Kegiatan dapat mengajukan 

permohonan perpanjangan persetujuan pekerjaan 

Reklamasi kepada Direktur Jenderal yang disusun 

dengan menggunakan format Contoh 34 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan 

persyaratan permohonan perpanjangan persetujuan 

pekerjaan Reklamasi dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. 

(3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

telah dinyatakan lengkap, dilakukan peninjauan 

lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat. 

(4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara. 
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(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disusun dengan menggunakan format Contoh 35 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dinyatakan belum lengkap, Direktur Jenderal 

menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilik 

Kegiatan untuk melengkapi persyaratan yang 

disusun dengan menggunakan format Contoh 36 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(7) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis oleh 

Pemilik Kegiatan kepada Direktur Jenderal dalam 

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 

surat pemberitahuan diterima sesuai dengan 

menggunakan format Contoh 37 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(8) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan 

kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan 

dianggap batal. 

(9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan 

perpanjangan persetujuan pekerjaan Reklamasi 

sesuai dengan menggunakan format Contoh 38 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(10) Perpanjangan persetujuan pekerjaan Reklamasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan 
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hanya 1 (satu) kali perpanjangan untuk 

menyelesaikan sisa pekerjaan Reklamasi. 

 

15. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 28 

(1) Dalam hal pekerjaan Pengerukan yang dilaksanakan 

di Alur-Pelayaran dan wilayah perairan Pelabuhan 

Utama, Pelabuhan Pengumpul, terminal yang berada 

di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) atau Daerah 

Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan, 

Terminal Khusus, dan pekerjaan Pengerukan yang 

sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang Lokasi Pembuangan Hasil 

Pengerukan (Dumping Area) digunakan untuk 

pekerjaan Reklamasi, penerbitan Persetujuan 

Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi dilakukan 

oleh Direktur Jenderal. 

(2) Untuk mendapatkan persetujuan pekerjaan 

Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) permohonan disampaikan oleh Pemilik 

Kegiatan kepada Direktur Jenderal yang disusun 

dengan menggunakan format Contoh 39 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(3) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan 

persyaratan permohonan persetujuan pekerjaan 

Pengerukan dan Reklamasi dalam jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan 

diterima 

(4) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

telah dinyatakan lengkap dilakukan peninjauan 

lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat. 
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(5) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Berita Acara. 

(6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

disusun sesuai dengan menggunakan format Contoh 

40 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

belum lengkap Direktur Jenderal menyampaikan 

surat pemberitahuan kepada Pemilik Kegiatan untuk 

melengkapi persyaratan sesuai dengan 

menggunakan format Contoh 41 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(8) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) diajukan secara tertulis oleh 

Pemilik Kegiatan kepada Direktur Jenderal dalam 

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 

surat pemberitahuan diterima sesuai dengan 

menggunakan format Contoh 42 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(9) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan 

kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8), permohonan 

dianggap batal. 

(10) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan 

persetujuan pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi 

yang disusun dengan menggunakan format Contoh 

43 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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(11) Persetujuan pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan 

untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun 

berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang 

disampaikan oleh Pemilik Kegiatan. 

 

16. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 29 

(1) Dalam hal masa berlaku Persetujuan Pekerjaan 

Pengerukan dan Reklamasi telah berakhir tetapi 

pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi belum selesai, 

Pemilik Kegiatan dapat mengajukan permohonan 

perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan 

dan Reklamasi kepada Direktur Jenderal yang 

disusun dengan menggunakan format Contoh 44 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan 

persyaratan permohonan perpanjangan Persetujuan 

Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi dalam jangka 

waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 

permohonan diterima. 

(3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

telah dinyatakan lengkap dilakukan peninjauan 

lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat. 

(4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara. 

(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

sesuai dengan format Contoh 45 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
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belum lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan 

surat pemberitahuan kepada Pemilik Kegiatan untuk 

melengkapi persyaratan sesuai dengan format 

Contoh 46 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

(7) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis oleh 

Pemilik Kegiatan kepada Direktur Jenderal dalam 

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 

surat pemberitahuan diterima sesuai dengan format 

Contoh 47 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

(8) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan 

kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan 

dianggap batal. 

(9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan 

perpanjangan persetujuan Pekerjaan Pengerukan 

dan Reklamasi yang disusun dengan menggunakan 

format Contoh 48 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

(10) Perpanjangan persetujuan pekerjaan Pengerukan 

dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), 

diberikan hanya 1 (satu) kali perpanjangan untuk 

menyelesaikan sisa pekerjaan Pengerukan dan 

Reklamasi. 

 

17. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

 

www.peraturan.go.id



2021, No.695 -28- 

Pasal 31 

(1) Pemegang Persetujuan Pekerjaan Reklamasi 

memiliki kewajiban: 

a. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak 

atas Persetujuan Pekerjaan Reklamasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

b. memasang tanda berserta rambu navigasi yang 

dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun 

malam hari dan berkoordinasi dengan 

syahbandar serta distrik navigasi setempat 

selama pelaksanaan pekerjaan Reklamasi; 

c. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak 

yang ditimbulkan dari pekerjaan Reklamasi 

yang dilakukan; 

d. melaporkan pekerjaan Reklamasi setiap bulan 

kepada Direktur Jenderal dengan diketahui 

oleh Penyelenggara Pelabuhan dan/atau 

Syahbandar setempat; 

e. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil 

pekerjaan Reklamasi kepada Penyelenggara 

Pelabuhan pada saat pekerjaan Reklamasi 

selesai dilaksanakan; 

f. menyerahkan seluas 5 % (lima persen) dari total 

lahan hasil pekerjaan Reklamasi kepada 

penyelenggara Pelabuhan yang berlokasi di area 

hasil Reklamasi untuk digunakan kegiatan 

pemerintahan di bidang kepelabuhanan; dan 

g. memulai pekerjaan Reklamasi paling lama 3 

(tiga) bulan sejak persetujuan pekerjaan 

reklamasi diterbitkan. 

(2) Dalam hal area hasil Reklamasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dimungkinkan 

atau kurang sesuai untuk kegiatan pemerintahan di 

bidang kepelabuhanan, lokasi dapat diganti dengan 

lokasi lain dengan kriteria: 
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a. berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja 

(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan 

(DLKp) Pelabuhan dan/atau Terminal Khusus; 

dan/atau 

b. lokasi pengganti masih efektif untuk melakukan 

pengawasan kegiatan pemerintahan di bidang 

kepelabuhanan. 

 

18. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal 

yaitu Pasal 31 A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 31A 

(1) Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal untuk 

Kepentingan Sendiri, dan pengelola Terminal Khusus 

dapat diberikan Hak Guna Bangunan atau hak atas 

tanah lainnya di atas Hak Pengelolaan Lahan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   

(2) Hak Guna Bangunan atau hak atas tanah lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

dialihkan kepada pihak lain. 

 

19. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 34 

(1) Pelaksanaan pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi 

dilakukan oleh pelaksana kegiatan Pengerukan 

dan/atau Reklamasi yang memiliki Izin Usaha 

Pengerukan dan Reklamasi. 

(2) Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri. 

(3) Untuk memperoleh Izin Usaha Pengerukan dan 

Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Pemilik Kegiatan mengajukan permohonan kepada 

Direktur Jenderal sesuai dengan menggunakan 

format Contoh 49 sebagaimana tercantum dalam 

www.peraturan.go.id



2021, No.695 -30- 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

(4) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan 

persyaratan permohonan dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. 

(5) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

telah dinyatakan lengkap, dilakukan peninjauan 

lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat. 

(6) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara. 

(7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

disusun sesuai dengan format Contoh 50 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(8) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

belum lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan 

surat pemberitahuan kepada Pemilik Kegiatan untuk 

melengkapi persyaratan sesuai dengan 

menggunakan format Contoh 51 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(9) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) diajukan secara tertulis 

kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat 

pemberitahuan diterima sesuai dengan format 

Contoh 52 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

(10) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan 

kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9), permohonan 

dianggap batal. 
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(11) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

persyaratan dan berita acara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dan ayat (6) terpenuhi, Direktur 

Jenderal menyampaikan hasil evaluasi kepada 

Menteri. 

(12) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (11), dalam waktu paling lama 5 (lima) 

hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap 

dan tidak diperselisihkan, Menteri menerbitkan izin 

usaha Pengerukan dan Reklamasi sesuai dengan 

menggunakan format Contoh 53 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 9 Juni 2021 

  

MENTERI PERHUBUNGAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Juni 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,   

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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Oengnn honnnt dlsnrnpnlknn bnhwn berdnsnrknn Pun! .... ..ynt .

~raturnn Menter! ~rhubungnn Nomor PM ..
Tahun ..... ten tong Perubahan AtBSPeraturan Menler! Perhubungan Nomor PM
12:$ Tahun 2018 Tentnng ~ngeruknn dnn Reklamaal, bersama Inl KnmI
...(Namn ~rusnhnnnl... menll"Juknn pennohonnn untuk memperoleh
~rsetuJuan ~keJjnnn ~ngeruknn yang berloknsl dl ....

Maksud dnn tuJunn pekeqaan ~ngeruknn tersebut ynltu:
1. Mnksud .
2. TUJunn .

Oenll"n desnJn kednlllmnn .... mLWS dan IOtn! volume pekeJjnnn
~ngeruknn ... m>,

Sehubungnn densnn hnI·hn1 terse but dl ntas. bersnma Inl dlsnmpnlknn
kelengkapan persyarotnn sebngalmanQ ch«kIisl terlamplr.

yth. Dlrektur Jendernl ~rhubungnn Lout
dl

~nnohonnn ~rsetuJunn
~keJjlllln ~ngeruknn oleh
•..{Nnma~rusnhnnn) ...

Loknsl. Tnni&n!/BulnnjTnhunNomor

KlnslftkBSI

Lnrnplrnn

Hni

KOP SURAT PERUSAHAAN

Contoh I

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJMN PENOERUKAN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! PERHUBUNOAN
REPUBUK INDONESIA
NOMOR PM:$3 TAHUN 2021
TENTANO PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTER! PERHUBUNOAN
NOMOR PM 12:$ TAHUN 2018 TENTANO
PENOERUKAN DAN REKLAMASI
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Catolan:
,. OUengkapldengan tandntangnn dan stempel perusahaan

,. Yang mennndntangnni yalLUpemohon yang tereanrum dolnm akta pendlrlan
perusahaan beserta perubahannya.

Tembusan:
1. Sekrelarl. Otrekloml JenderaJ Perhubungnn Laut;
2. Olrektur Kepelabuhanan;
3. KepolnOlolrlk Navlg"ol setempat:
4. KepolnKantor Ponyelenggara Polabuhan setempat.

Noma Len.lenp
Jabatnn

(NAMA PERUSAHAANI

Demlklan dlsampnikan ala. perhauannye, d1ucapkan tertrna kasth.
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I. O"""r Pelaksanaan:
a, UndMI!"Undnns Nomor 17 Tahun 2008 teotang Pelnynrnn (Lembnron

Negnrn Republlk IndonesIa Tahun 2008 Nomor 64. Tambahnn Lembnrnn
Negnrn RepubUk Indonesia Nomor'l849);

b. Undnng·Undang Nomor II Tahun 2020 tenlang Clpta Kerja (Lembnrnn
Negnrn Republlk IndonesIa Tahun 2020 Nomor 24:1, Tambahan
Lembaran Negnrn Republlk Indonesia Nomor 0:1731;

c. ""mturnn Pemerlntah Nomor 0 I Tahun 2009 tenlana Kepelabuhnnnn
(Lembnron Nega,a RepubUk tndonesta Tahun 2009 Nomor I :II.

Tambahan Lembaran Negnrn Republlk Indonesia Nomor :10701
seboplmnnn telah dlubah dena"" Peraturnn Pemerlntah Nomor 64
Tahun 201:1 tenlnng Perubahan atas Pemturnn Pemerlntah Nomor 01
Tahun 2009 tentona Kepelnbuhnnan (Lembarnn Nepm RepubUk
Indonesia Tnhun 20 1:1 Nomor 193. Tambahan Lembaran Neprn
Republlk Indonesia Nomor :17311;

d. Pemtumn ""merlntah Nomor :I Tnhun 20 I0 tentnng Kenavlga.1an
(Lembnron Negam RepubUk IndonesIa Tnhun 2010 Nomor 8, Tambahnn

Lembaran Negnrn Republlk tndonesta Nomor :10931;

e. ""mtumn Pem"rlntah Nomor :I Tnhun 2021 tentnng ""nyelenllllnroarl
Pertzlnnn Berusaha a..rba.l. Re.lko (Lembarnn Neenra RepubUk
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1:1.Tnmbahnn Lembarnn Negnra RepubUk
Indonesia Nomor 0(17);

r. ""mtumn ""merlntnh Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenllllarnnn
Bldana ""layarnn (Lembarnn Nepm RepubUk Indonesia Tahun 2021
Nomor 41. Tnmbahnn Lembnrnn Negam RepubUk IndonesIa Nomor

00431;

Pado hnrl ... lana'" ...... bulnn ... tahun ... (..•..•..1 telah dlll1kukrul keg1a1an
penlnJnuon lapansnn rencana pekerJann Pengerukan oleh
.... (Namn Perusahaan) .... ynng berloknsl dJ ...

Contoh 2

BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANOAN TIM TEKNIS TERPAOU

PEKERJAAN PENOERUKAN OLEH •..(NAMA PERUSAHAANI ...
YANO BERLOKASI 01
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b ,
c :d.t

G ....•..•.• f

b...... ; dSI
c. (pem lokasl pekerjoon Pengerukan dan !.ok"sl Pembunngnn Hasll

Pengeruknn (Dumping Areal terlamptr]
V. Keslmpu!an dan Sarnn

a~.....;

a. Peroturnn Mentert Perhubungnn Nomor PM...... Tnhun tenllln&
Perlzlnan Berusnhn Be"",sls sektor Transportasl (Berttn Negnrn Republlk

Indones'" Tnhun ... Nomor ...1;
h. Peroturon Mentert Perhubunann Nomor PM...... Tnhun lenmna

Pengerukan dan Reklnmnal ISerttn Neg"'" Republlk Indones'" Tnhun ...
Nomor ...1;

I. Sural IJabntnn pemohcn) INama Perusahaan] Nomor..... 1rulllllru.....
perthlll permlntnnn penlnJnunn Inpangnn oleh lim teknl. I.erpndu;

J. Surat Tugn •... ;
k. Sumt Tugas ...; dst.

II. PenlnJaunn tapangan dlhndlrt eleh:
a, Walclldart Biro Hukum, sekretartnl Jendcrnl;
b. Waldl dart Dlrektoml Kepelabuhanan;
c. Wnkll dart Baglan Hukum dan KSLN;
d. Wnkll dart Penyelenllll"<n Pelabuhnn setempat ;
e. Wakll dart Dlstrtk Navlgosl serempat;
r. Wnkll dart ...(Nama Perusahann) ...

III. Makaud danTuJunn:
a. Makaud dart penlnJaunn In.panann adnlah dnJam rangktl ,..,rtOkasl

koordlMI geogruIls dan dam teknls terkalt lokasl rencana pekerjann
Pengeruknn serta !.oka.1 Pembunnann Hasll Pengerukan (Dumping Areal.

b. TuJuan dart penlnJauan lapa.ngan "druah 501>.'8'" pemenuhan salah satu
kelcng.kapan persynratan pengaJuan permohonnn PersetuJuan pekerjaan
Pengerukan.

IV. Hasll Vertflkasl Dala

~1.1ahdllakuknn penlnJauan lapangan, malca dldopalkan hasll sob"g'"
bertkut:
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Nama l&ogkno
Pnngkal/Ool

NIP•••...•.••....••.....•...•••....••

Meng.lAhui.
KEPALi\ KANTOR PENYELENOOARA PELABUHAN •••

( tand" tangnnJ4 dst.

(land" tangan)3 •..........................................

( lando tnngnn)2 ..•.....•..................•.....•.........

(lando tangnn)
YangMennndalAngnnl:
I .

VI. Penutup
Oemlklan ~r1I" Aearn PenlnJnuan L4pangnn Inl dlbuat dengan ~bennmya

~bngnl snlah sotu kelengknpnn perayanuan permohonnn PeraetuJunn
Pekerjnnn Pengeruknn untuk dlpergunnknn ~bngo.lmnnn mesunya.
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3 ,
4 dot.

Sehubungan dengan hal dl atas, ke""dl\ Soudnrn dlbertkan Jangkn
wnktu ""Ung lama !$ (limn) hart kerja seJak dttandntanganl surat Inl untuk
melenglropl kekurangan kelengkApan persyaratan dlmaksud guno prose. leblh
lnnJut dan a""bUa dalam jangka waktu yang dttentukan tldllk menyampatkan
dnta/dokumen kekurangan tersebur, maka berkas permohonan akan
dlkemballkan kepada pemohon. SelanJutnya apabtla Soudnrn maslh tetap
berketngtnan untuk melaksenakan Pekerjaan Pengerukan mako horus

MenlndnklanJuU surat Soudnra Nomor ... tanggal ... perthal Permohonan
PersetuJuan Pekerjaan Pengerukan oleh ...INamn Peru.ahnan) ...• dengan Int
dlsampalkan bahwa setelah dUairukan peneltuan dan evalunsl terhadap
dokumen yang Soudara sampatkan, maka berdasnrkan Peraturan Pemertntah

Nomor !$ Tahun 2010 tontang Kenavlg"slan dan Pemturan Mentert
Perhubunann Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamnst.

mnslh terda""t kekurangnn dnta/dokumen yang horu. dtpenuht sebag'"
bertkut:
1. .................••

2...................•

..." ..........",

Pekerjoon Pengerukan oleh
...(Nruno Perusahaan] ...

Ylh. (Jobatan Pemohon)

INamo Perusahaon)
dl

KelengkApan
Terhadnp

PersetuJuM

Kekurangan
Persyaratnn
Permohonan

Lolrosl. Ton8llal/ Bulan/TahunNomor
Kloslfikns 1

Lrunplran

Hoi

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNOAN LAUT

Contoh 3

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANOAN KELENOKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJMN PENOERUKAN
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Tembusan:
1. Sektet"rts Dlrektomt Jenderru Perhubungnn Laut;
2. Oltektur KepelabuM",,";
3. Kepaia Kantor Penyelenwm Pelabuhan setempet:
4. Kepala Olsl.rlk Nnvtgosl setempar.

Nama Ltngknp
Pnngknt/Ool

NIP ....•.....•......•...........•....

Dlrektur Jenderru Perhubun&an Laut

mensoJukan permohonnn baru densan melengkapl persynrotan sesuru dengnn

Peraturan Menterl Perhubuns"n Nomor PM ••. Tahun ... tentang Pengeruk"n
dan RekJrunMI.

Oemlklnn dlsampalklln. "tas perhntlrulOyn dlucapkan tertma kaslh.
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:So dst.
4...................•

3 ..
2. . .

MenlndoJdanJuU sumt Olrektur JenderoJ Perhubungan Lout Nomor ...
tanggn! ... per1hoJ Kekurangan Kelengkopan ""rsy,,",tan ""rsetujuan Pekerjoon
Peneerukan ... (Noma ""rusnhaon).... dengan Inl dlsrunpalkan pemenuhan
kelengkapan persyomtan Persetujuan ""keljatul Pengerukan .ebogru bertkut:

I ..

..." ..........",

Ylh. Oltektur .renderal Perhubungan Lout

dl

Persyaratan Terhndnp
Perrnohonan Perselujuan
Pekerjnon Pengerukan oleh
...INruna Perusahaan] ...

KelengkoponPemenuhan

Lekas], TnnggoJ/Bulon/TahunNomor
K1o.lfikns1

Lrunplran

Hoi

KOPSURATPERUSAHAAN

Contoh 4

SURAT PEMENUHAN KEKURANOAN KELENOKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN PENOERUKAN
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Catlllan:

, Ollenllknpl densnn tandntan"an dan stempel perusahaan
, Yan" mennndntnngnni ynltu pemohon yang tereantum dalam akin pendlrlnn

perusahaen beserta perubnhannya

Tembusan:

1. Sek re tnrts Dtrektornt Jenderal Perhubungnn Laut:
2. Olrektur Kepelabuhnnnn;
3. KepnlD.Penyelenunra Pelabuhan setempat;
4. KepnID.Olotrtk Navlg"ol setempat.

Namn Lengknp
Jnbotnn

(NAMA PERUSAHAAN)

Oemlldnn dtsampntkan, ,Uno perhauan dlucnpknn tertma knolh.
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Perhubungan Nomor PM Tahun tentani PengerukM
dan Reklnmasl. persetu}uan pekerjruln Pengerukan dl
wllaynh peratrnn Pelabuhan Utamo dan Pelnbuhan
PengumpuJ serta dl wUaynh peratran terminal khusus serta
semua pekerjann Pengerukan yang sumber dananyn dnrl
APBNdlberlkan oleh Dlrektur Jende",1 Perbubungan Laut;

b. bahwa daJam rangka ...••.. (Nama Perusahnnn) ... bereneana
akan me."kukan pekerjoM Pengerukan yang beriokasl dl ... :

c. bahwa berdnsarklln hasll peneltnan terhadap aspek
keamanen dan keselamatan pelayaren, teknls/kon.truksl
dan kelestartan IIngkungan, permohonan ...(Nama

Perusahaan)... telah memenuhl persyomtan unruk
melaksanakan pekerj""" Pengerukan dlmaksud:

d. bahwa berdnsarkan pertJmbangan sebagalmMQ dlmnksud

dalnm huruf Q, huruf b dan huruf e, perlu menetapkan
Keputusan Dlrektur .renderal Perhubungan LoUI lenlang

Pe"'tumn MenterlMenlmb:utg; B. bnhwn berdas ....kan Pasal

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNOAN LAUT,

DENOAN RJ\HMAT TUMAN YANO MAHA ESA

PERSETUJUAN KEPi\DA ..•(NAMA PERUSJ\HMN) ..• UNTUK MEL"KSANAKi\N

PEKERJMN PENOERUKAN

YANO BERLOKASI 01 •..

TENTANO

KEPUTUSAJII DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNOAN LAUT

NOMOR : .•••...••...•••••....••.•.•••...••....••••....••.•.••.

KOP SIJRAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNOAJII LAUT

PERSETUJUAN PEKERJMN PENOERUKAJII

Contoh :s

2021, No.695 -42- 

www.peraturan.go.id



PersetuJuan Kepndo ...(Nnma Perusnhnanl... Untuk
Melaksnnnknn Peketjonn Penll"ruknn Yang Berloknsl dl ... :

Menglngat: I. Undang-Undnng Nomor 17 Tnhun 2008 tentang Pelaynrnn
(Lembnmn Neanm Republlk Indonesln Tnhun 2008 Nomor
6'1, Tnmbnhrut Lembnrnn Negarn Republlk Indonesln Nomor

48491:
2. Undang·Undnng Nomor 32 Tnhun 2009 tentang

Perllndungnn dan Penaelolann Unakunann Hldup (Lembnmn
Neanrn Republlk tndonesta Tnhun 2009 Nomor 140.
Tambnhnn Lembnrnn Negnrn Republlk Indonesia Nomor

:100591;
3. Undang-Undnng Nomor II Tnhun 2020 tentang Clpta Ketja

(Lemhnrnn Negnrn Republlk Indonesia Tnhun 2020 Nomor
2405, Tnmbnhnn Lembnrnn Negarn Republlk Indonesia Nomor

605731;
4. Peraturnn Pemorlntnh Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhnnan (Lembnran Negnrn Republlk Indonesia Tnhun

2009 Nomor lSI. Tnmbnhan U!mbnrnn Negarn Republlk
tndenesta Nomor :1(70) sebaanlmana telnh dlubnh dengan
Pernturnn Pernorlntnh Nomor 64 Tnhun 20 IS (Lembarnn
Nell"rn RepubUk Indonesln Tabun 20 IS Nomor 193.
Tnmbahnn U!mbnmn Negnrn Republlk Indonesia Nomor

057311;
S. Peraturan Pemerlntnh Nomor 05 Tahun 2010 tentang

Kenavlgnslan (Lembarnn Negnrn Republlk Indonesia Tnhun

20 I0 Nomor 8. Tambnhnn Lembnrnn Negarn Republlk
tndcnesta Nomor .50931:

6. Pernturnn Pemerlnt"" Nomor 21 Tahun 20 I0 tenlang
Perllndungnn Llnllkungan Mnrltlm (U!mbnran Negara
Republlk Indonesia Tnhun 20 I0 Nomor 27, Tambnhan
temberan Negnm Republlk Indonesia Nomor 051091:

7. Perntumn Pemerlntah Nomor 27 Tnhun 2012 tentang izln
Ungkungnn (Lembaran Negnra Republlk Indonesia Tahun

2012 Nomor 48. Tambahan Lembarnn Nell"rn Republlk
tndonesta Nomor 052805):

8. Pernturnn Pemerlntah Nomor 05 Tahun 2021 lontnng
Penyelenggamnn Perlzlnnn Berusnha Berbasls Reslko
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Untuk melaksanokan pekerjaon ~ngerukan ". dengnn desatn

kedalllmlln ". m LWS total volume pekerjnan ~ngerukan t ".

ml podn Utlk koordtnat geogmIls
seoogni berlkut:
I. Lowl ~kerjoan ~ngerukan:

(Jaba tnn I4. PenanggungJawab

Memberlkan persetuJuon pekerjoan ~ngerukon kepada:

I. Nama perusahnan """"""""""
2. Bldnng Usaha ."""""""",,.

3. Alamnt """" "" " """

PERTAMA

MEMIJTUSKAN:
MenelOpkan KEPIJTUSAN DIREKTVR JENOERAL PERHUBUNOAN LAUT

TENTANO PERSETUJUAN KEPADA ".(NAMA PERUSAHMNI".
UNTUK MELAKSANAKANPEKERJAAN PENOERUKAN YANO

BERLOKASI01 ".

(Lembnmn Negam Republlk IndonesIa Tnhun 2021 Nomor
1:5.Tambnhnn tembornn Ne&am RepubUk Indoneslll Nomor

60171;
9. ~mtumn ~merlntnh Nomor 31 Tahun 2021 tentlUl&

~nyelenggamnn Bldang ~lnynrnn (Lembnran Negara
Republlk IndonesIa Tnhun 2021 Nomor ~ I, Tambnhan
tembamn Negam RepubUk Indonesia Nomor ~31:

10. ~mtumn Menterl ~rhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006
tentnng Org:mlsasl dan Tara Kerja Dlstr1k Navtgp.sl;

II. ~mtumn Menterl ~rhubungp.n Nomor PM 122 Tahun 2018

ten tang Organlsasl dan Tato Kerjo Kementerlan
~rhubungan (Berlta Negam Republlk indonesIa Tabun 2018
Nomor 17:501;

12. ~rnturnn Menterl Perhubungp.n Nomor PM""" Tnhun """.
tentan& ~rlzlnan Beru"""a Berbnsls Sektor Trnnsportasl
(Berlto Negarll Republlk tndonesta Tllhun ". Nomor ".1;

13. ~ratumn Menterl ~rhubung"" Nomor PM ". Tahun ".
Tentnng ~ngerukan don Reklrunnsl (Berlta Negorn Republllc
tndonesta Tahun 2018 Nomor 17401;
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: Pemegang persetujuan peketjaan Peng.rulenn sebngnlmnna

dlmaksud dalam Olktum PERTAMAdlwojlbkan:
a, menoan ketenruan peroturnn perundang-undangan dl

bldang pelayaron dan ketestartan IIngkungnn;
b. selama pelaksanann peketjnnn Pengerulenn mernasang

tanda-randa beserta rambu-rambu nav!gasl yang dopal
dUlhal dengan jelas balk slang maupun malam hart dan
berkoordlnasl dengnn Olstrtk Novtg"sl setempat:

: (Oala Pelnksano Keglalan)

: Persetujuan peketjQQn Pengerulenn sebngnlmnna dlmaksud
dnlam Olkturn PERTAMA dllarang untuk dlperdngangkan.
dlnllhlenn/dlplndnhtnngnnkan kepada plhak lain dolam
bentuk apapun.

No. Nrunn JenJs Kapaaltns Unit Bendera
I.

2.

3.

4.

:!. d.l.

3. Peral:llan peketjaan Pengerulenn yang akan dl8"naknn :

b. · • LS/LU / · ·••..• aT';.... .... .... .... ....
c. · ·LS/LU I · • ••..•aT;.... .... .... .... ....
d. · ·LS/LU I · ·...•• BT;.... .... .... ....
e. dsl.

2. Lolensl Pembunngan Hasn Pengerukan (Dumping Area):
a. ....•........• LS/LU / .: aT;

a . · • LS/LU / ....•.... ' ....• BT~.... .... ....
b. • • LS/LU / ......... ' •..•• B1"~.... .... ....
c. · LS/LU / · •..•• B'T;.... .... .... .... ....
d. · LS/LU / · • ....• BT~.... .... .... ....
e. dst,

KEEMPAT

KETIOA

KEOUA
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KESEMBILAN : Persetujuan pekerjaan Pengerukan seooJIDlmnnn dlmaksud
dalnm Olktum PERTMV. beriaku selruno .... (..... ) tahun
sepnnJang pemegang persetuJuan pekerjo,," ""ngerukan lklnk
melonggnr ketentuan dnlam Keputusan Inl.

KEOELAPAN : Olrektur Kepelobuhonnn melakukan pemblnann dan
pengawasan leknls terhadep pekerjnnn ""ngerukan yang

berlokasl dl ...

: ""ngownsnn lerhodnp pelaksannnn pekerjaon ""n&erukan
seoognlmnno dlmllksud dalam Olktum PERTAMAdllalnlkan
oleh Knnlor ""nyelengJIDm Pelobuhnn ... dan Olstrlk NnvtJIDsl

KE1"UJUH

: Persetujuan pekerjaon ""n&eruknn dapol dlcabut npobUa
pemegnng persetuJuan melanggnr ketenruan seoognlmono
dlmoksud doJrun Olknlm KEOUA dnn tklak meloksnnnkan
k"",nJloon oebngalmono dlmaksud dnlnm Olktum KETIOA
Kepunlsan Inl serta ketentuan peraruran perundang'
undnngnn dl bldang pelayarnn,

KEENMI

: ""rsetuJunn pekerjnan ""ngerukan honyn dld,....,kan p"da
kepenllngnn keselnmotnn dan kenmnnnn peloynrnn. sehln""
hal-hal dl luar tersebut agat dlseleonikD.n oleh pemegnng
persetuJuan pekerjMn ""n&erukan dengan Instansl 10rkD.II.

KEUMA

c. membnynr Periertmaan Negam Bukan PnJnk alas
persetujuan pekerjann pengerukan sesua! dengnn

ketenruan peraturan perundang-undangan:
d. bertonggungJawnb sepenuhnyn 0111.seluruh dnmpak ynn&

dlUmbulkan dnrt pekerjnnn ""ngerukan yang dllakukan;
e. melaporkD.n pekerjMn Pen&erukan seuep bulan kepada

Olreklur Kepelnbuhnnon dengon ternbusan ""nyelenggnro
P.labuhan don Olstrlk NaVlJIDslSelempol; dan

f. memulal pekerjaon PengerukD.n paling lama 3 (lIga)

bulan .e)llk ""rseluJunn Pekerjann Pengerukan
dnerbttkan,
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SALINAN Keputusan Inl dlsampalkan kepada:

1. Menterl Koordlnator Bldang Perekonomlan;

2. Menterl Koordlnator Bldang KemarlUmnn dan InvesWl:

3. Menterl Perhubungan;

4. Menterl O4lam Negerl;

S. Menterl Ener&!Sumber OllynMinerai;

O. Menterl Keiaulan dan Pertkanan;
7. Kep4la Kepollslan Nega.rnRepubllk Indonesia;
8. Kep4la StaiTNI Angkatnn Laut:
9. Sekretarls Jendernl Kementerlnn Perhubungan;
10. Inspektur Jender41 Kementerta.n Perhubungan;
II. Oubemur ........• :
12. BupaU/WnIlkola ;

13. Sekretllrls Olrektorot Jendera.l Perhubungan Laut;
14. Olrektur Kepelabuhannn:
IS. Kep4la Kantor Penyelenggarn Pelabuhan ...•...... :
10. Kepala Olst.rIkNa.v1gasl :
17. Olreksl ... (Nama Perusahann) .

Narna Lengknp
Paneknt/Ool

NIP•••.....•.....•...........•......•

Oltetapknn dl Jnkartll

Poda tanggal

OIREKTUR JENOERAL PERHUBUNOAN LAUT

KESEPULUH : Keputusan lnl mul41 berlnku sejak tllnggnl dltetopkan.
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Dengan horrna] dl.ampolkon bahwn berdnsarknn Paw.... Ay'" 1.•. 1
P"raturnn Menter! P"rhubunann Nomor PM ... Tnhun ... lenlMll ~naerukan
dan Reklnmn.I, bersame Inl Knml ..•INrunn P"rusnhnnnl... mcngaJuknn
permohonan untuk memperaleh P"rsetuJuan p"ketjaan P"naeruk4ll ynna
berloknsl dl ....

Mnksud dan tuJunn peketjnnn P"naeruk"" tersebut yaltu:
I. mnksud .

2. tUJuan .
denpn desaln kednlnmnn ... mlws dan tow volume peketjann

P"naerukon ... m>,
Sehubungan dengnn hal-hal rersebut dl nlaS, bers ..mo Inl dlsampalkon

kelenaknpon persynralan sebagalmnnn checklist terlnmplr.

~nnohonnn ~netuJunn

~kerjG.4ll P"naentknn eleh

•..INnmn P"rusru.oonl ...
yth. Kepnio K4IliOrP"nyelenBBnro P"',,buhan

dJ

Lokns], TanBBnI/BuI4ll/TnhunNomor

KlnslOknsl
Lrunplrnn

Hni

KOPSURATPERUSAHAAN

Conloh 0

SURAT PERMOHONAN PERSETWUAN PEKERJAAN PENOERUKAN
DENOAN VOLUME PENOERUKAN s 100.000 M3
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caUllan:
,. DUenglenpldengan lnndotangan don stempel perusahaan
,. Yang mennndalangani yollu pemohon yang tereanrum dnlnm nklll pendlrtnn

perusahaan beserta perubahnnnya.

Tembusnn:
I. Dlrektur JendemJ Perhubungan LaUI:

2. Sekrelarts Otrekloml Jendera! Perhubungon LaUI:

3. Dlrektur KepelabuhnMn;
4. Kepnln DI.lrtk Novlgn.1 setempat.

Noma Lenglenp
Jabntan

(NAMA PERUSAHAANI

Oemlklan dlsnmpnlknn ota. perhoUnnnyo, dJucapknn tertma Ien.lh.
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I. Oasar Pelnksnnnnn:

a. Undnna-Vndnng Nomor 17 Tahun 2008 tontnna Pelaynmn (Lembamn
Negnrn Republlk IndonesIa Tahun 2008 Nomor 64, Tnmbahnn Lembnrnn
Negam RepubUk IndonesIa Nomor '18491:

b. Undnng-Vndnng Nomor I I Tnhun 2020 tentnng Clpto Kerja (Lembnran
Nellam Republlk Indonesia Tahun 2020 Nomor 24:$, Tambahan
Lembnrnn Negnra Republtk IndonesIa Nomor 0:1731:

c. Peraturan Pemertntah Nomor 6 I Tnhun 2009 tentnna Kepelabuhnnnn
(Lembarnn Negam Republlk Indonesln Tnhun 2009 Nomor 1:$1,

Tambahan Lembarnn Negnra Republlk Indonesia Nomor :$0701
sebaallimnna telah dIu bah densnn Peraturnn Pemer1ntah Nomor 64
Tnhun 20 1:$ tentang Pl!rubnhan alnS I'I!raturnn Pl!mer1ntah Nomor 61
Tnhun 2009 ten tang Kepelabuhannn (Lembnran Negara Republtk
Indone.la Tahun 20 1:$ Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republtk tndonesta Nomor :$73II;

d. Peraturan Pl!mer1ntah Nomor :$ Tahun 20 I0 tentnnll Kenavtga.lan
(Lembarnn Negora Republlk rndeneste Tahun 2010 Nomor 8, Tambahnn

Lembnran Negnra Republtk IndonesIa Nomor :$0931:
e. Pl!raturan Pl!mertntah Nomor :$ Tnhun 2021 tentang Pl!nyelenlillnrnnn

Pl!rtzlnan Beru.aha Berba.ls Reslko (Lembnrnn Negarn Republtk
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1:$,Tambahan Lembarnn Negnra Republlk
IndonesIa Nomor 66171;

C. Pl!raturnn Pl!mertntah Nomor 31 Tahun 2021 tenlang Pl!nyelenlillaraan
Bldnnll Pl!laynran (Lembarnn Negara Republlk Indonesia Tahun 2021
Nomor "I, Tambahan Lembnrnn Negnra Republlk Indonesia Nomor

66'131:

olehPengerukanpenlnjnuan lapansnn rencana pekerjnnn
...(Noma Perusahaan] ... yanS berloknsl dJ ...

Pndo hnrl ... tan •... bulan ... tahun ... (..•..• ..1 telah dllnkukan keg1atan

Contoh 7

BERITAACARA
PENINJAVANLAPANOANTIMTEKNIS TERPAOV

PEKERJMN PENOERUKANOLEH ... (NAMAPERVSAHAANI...
YANOBERLOKASI01 ...
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b ,
c :dot

a .

b...... ; dst
[peta lokasl pekerjnnn Pengeruknn don Loka.1 Pembuangan Hnsll
PengerukM (Dumping A....a) .erlampl.,

V. Keslmpulon don Soran

4.. ..... ;

IV. HasU VertOka.l Onto
S<!tel"h dUlOkukan penlnJouan lapanann. moka dldnpatkan hosU sebagal
berlkut:

1U. Maksud dan TUJuan:
a, Moksud dart penlnJouan lapang,," adalnh dalam ranglul 'ertOkaol

koordlnM geogralls dan dala teknl. terkalt lokast rencana pekerjonn
Penaeruk.an serta Lokasl Pembuonaan HnsU Pengerukan (Dumping Area).

b. TUJuan dJOripenlnJouan lopMgan odoloh sebaaal pemenuhon salnh saeu
kelenakapan persyarotan penaoJuan permohonan persetuJuon pekerjoM
PenaerukM.

a. Peratumn Mentert Perhubunaan Nomor PM 122 Tnhun 2018 tenlang
Orgo.nJsasl dan TatlO Kerja KementeriJOn Perhubunaan (Berttn Neg..m

RepubUk Indonesln Tohun 20 18 Nomor 17:56):
h. Peratumn Mentert Perhubunaan Nomor PM...... Tnhun ....... tenlana

Pertztnnn Berusaha BerbJOsls sekter Tronspor1asl (Bertla Negora
RepubUk tndonesta Tohun ... Nomor ...);

I. Peratumn Mentert Perhubungnn Nomor PM ... Tohun ... Tentang
PenaerukM dan Reklnmasl lBertta Nellnm RepubUk Indonesia Tohun ...
Nomor ...);

J. Sumt fJlObatnn pemohon) (Noma Perusahaan] Nomor..... tn"&ll"I. ....
perthnl permlntaan penlnJounn lapangan oleh tlm teknls terpndu:

k. Sumt TUg ;
I. Sumt TUgns : dot.

11. PenlnJauan lap:lnaan dlhadltt oleh:

a. WokIJdart Penyelenggnm Pelabuhon setempat ;
b. WokUdart Olotrik NavlgosJ serempat;
c. Wnkll dJOri...INamn Peru.nhoan) ...
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NAma t&ngknp
Pangkal/Ool

NIP.•••....••....••••.....•..•••...••

Mena_lAhui.
KEPALJ\ KANTOR PENYELENOOARA PELABUHAN

( tand" tangnnJ4 dst.

(land" tangan)3 •..........................................

( lando tnngnn)2 ..•.....•..................•.....•.........

(lando tangnn)
YangMennndalAngnnl:
I .

VI. Penutup
Oemlklan ~r1I" Aearn PenlnJnuan L4pangnn Inl dlbuat dengan ~bennmya

~bngnl snlah sotu kelengknpnn perayanuan permohonnn PeraetuJunn
Pekerjnnn Pengeruknn untuk dlpergunnknn ~bngo.lmnnn mesunya.
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melengkapl kekurangnn kelengkapan persynmtan dlmaksud guno proses leblh
lanjut dan apnbUa dalam jangka waktu yang dltentukan tldak menyrunpaikan
data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan tlkan dlkembnllkan kepnda
pemohon. Sel4njutnyn opabUa Saudarn muih temp berkeinglnlln unruk

dSL

Sehubungan dengan hal dl nlns. kepada SaudBra dlbertkan jangka
waktu poling lama !I (Uma) hart kerja sejak dltandatanganl surat Inl untuk

2.

3.

4.

MenlndnklanjuU surat Saudara Nomor ... lanual... perthoi Permohonan
Persetujuan Pekerjaan Pengerukan oleh ...(Nama Peru.ahoon) .... dengan Inl

dlsrunpalkan bahwa setelah dUnkukan peneUUan dan evaluasl terhadap
dokumen yang Saudaro snmpalkan berdasarkan Peroturan Pemertntah Nomor
!I Tahun 2010 tentang Kenav1gnslan dan Peraturnn Mentert Perhubungnn
Nomor PM ... Tahun ... tentang Peneerukan don Reklrunosl. temynlo mnslh
terdapat kekurangan data/dokumen yang horus dlpenuhl sebogn! bertkut :
1. ..

..................dl

Ylh. (Jobotan Pemohon)

(NomaPerusahaan]

Pekerjaon Pengerukon oleh
...(Nama Perusahaan] ...

Kelengkapon
Terhodnp

Persetujuan

Kekurangan
Persyaratan
Permohonan

Lekas], T""lUIoi/Bulan/TahunNomor
K1o.lfiknsI

Lrunplran

Hoi

KOP SURAT PENYELENOOARA PELABUHAN ••.

Contoh 8

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANOAN KELENOKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJMN PENOERUKAN
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Tembusnn:
1. Dlrektur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretorls D1rektomt Jenderal Perhubungon Laut;
3. Dlrektur Kepelabuhnnan:
4. Kepain Dlstrik Novlgo.1 setempat,

Nama Lengknp
Pangknt/Ool

NIP•••....•••....••....•••..•••....••

Kepaln Kontor Penyelenggorn Pelabuhnn ...

melaksanakan peketjnan Penaerukan mnkn hnrus menioJukan permohonon
baru dengan melengkopl persyomto.n s.sunl dengan Perntumn Menterl

Perhubungan Nomor PM •••Tohun ... tento.ng Pengerukan dan Reklomasl.
Oemlklnn dlsnmpnlkan. ato.. perhotlannyo d1ucnpkan tertma ka.th
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s, dst.
4 ...................•

3...................•

2 ..

1 .

Menlndaklanjut] surat KepaJo Kontor ~ny"lenggaro Pelabuhan Nomor ...
tonggaJ ... perthal Kekumngan Kelengkapan ~nyamtan ~rsetujuan Pl!kerjoan
Pl!ngeruko.n ... (Nam.. ~rusnhoanl ... , dengan Inl dtsnmpalkan pemenuhan
kelengkapan penynratan Pl!rsetujuan ~kerjoM ~ngerukan sebagal berikut :

11..1111111111111111111111'

Ylh. Kepoln KontOr ~nyelenggnra Pelabuhnn

dl

~rsyaroton Terhodop
~rmohonan ~rsetujuan
~kerjaon ~ngeruko.n oleh
...(Nama Perusahaan] ...

KelengkapanPemenuhan

Lokosl, TMgal/Bulon/TohunNomor
K10slfiknsI

Lrunplran

~rlhaJ

KOPSURATPERUSAHAAN

Contoh 9

SURAT PEMENUHAN KEKURANOAN KELENOKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJMN PENOERUKAN
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calatnn:
, DUengknpl denann tnndn14ngnn dnn stempel perusnhnan
, Ynng mellMdntonganl yattu pemohon yang tercantum dnlnm nktn pendtrt ..n

perusahaan be.. rta perubnhnnnyn.

Tembusan:
1. Dlrektur' Jendeml Perbubungnn Laut;
2. sekretarts Dlrektornt Jendem1 Perhubungnn Laut:
3. Dltektur Kepelnbuhnnnn;
... Kepaln Dlltrlk Nnvlgosl .. tempnt.

Nltmn Lengknp
Jobnllln

Demlklan dlsrunp4ik4n. aUlI perhauan dlucapkan terlmn kasth,

{NAMA PERUSAHMN)
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Perhubungnn Nomor PM Tnhun ten tang Pengerukan
dan Reklnrna.l. persetujuan pekerjaan Pengerukan dengan
volume Pengerukan s 100.000 Ml (kurang dart atau sama
dengan seratus rlbu meter kublk) dJ dnlnm Doernh
Ungkungan Kelja dan Doernh Llngkungnn Kepenllngan
pelabuhan d1berlkan oleh Penyelonggara Pelabuhan;

b. bnhwa dnlnm rnngka ...•... (Nrunn Perusahaan) ... berencana
okan melakukan pekerjaan Pengerukan yang berlokasl dl ...:

c. bahwa berda.arican hostl penellUan lerhodap aspek
kenmanan dan keselamatan pelayaran, teknl./kon.truksl
dan kelestartan IIngkungon. permohonan persetujuan
pekeljaan Pengerukan oleh ...(Namo Perusoholln)... telah
memenuhi persyorntan:

d. bohwa berda..arkan pertJmbongan s.bogolmana dlmaksud
dalom huruf II, hurur b. dan hurur c. perlu menetapkan

Keputusa.n Kopala Kanlor Penyelenggarn Pelabuhon ...
lontang PersetuJuan Kepada ...(Namo Perusahaan) ... Untuk
MelAksanokan Pekerj,,"n Pengerukan yang berlokosl dI ... ;

Peraruran MenlerlMenlmbang: a. bahwa berdasarkan Pasal

DENOAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA E:SA

KEPALA KANTOR PENYELENOOARA PELABUHAN ..••

PERSETUJUAN KEPAOA •..{NAMA PERUSAHAAN) .•• UNTVK MELAKSANAKAN

PEKERJAAN PENOERUKAN YANO BERLOKASI 01 ...

TENTANO

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENYELENOOARA PELABUHAN •••

NOMOR: .•.•.•••••••..••••.•••••.••.•.••••••.••••••.•••••.••..

KOP KANTOR PENYELENOOARA PELABUHAN ••••.

PERSETUJUAN PEKERJAAN PENOERUKAN

Contoh 10
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Menglngnl: I. Undong·Undnng Nomor 17 TBhun 2008 lenlnna Po!lnyamn
(Lembarnn Negnrn Republlk Indonesia TBhun 2008 Nomor 04.

Tnmbnhan Lembnrnn Negnrn Republlk Indonesia Nomor
4849);

2. Undanlli·Undang Nomor 32 Tnhun 2009 lenlllllg Po!rllndungnn
dan Po!ngelolnnn Unakungan Hldup lLembnrnn Negnro
RepublJk Indonesia Tnhun 2009 Nomor 140. Tnmbnhnn
Lembnrnn Negnrn Republlk Indonesia Nomor 3OS9);

3. Undrulg·Undang Nomor II TBhun 2020 lenlnns Clptn Ker:Ja
[Lembarnn Negnrn RepubUk Indonesln TBhun 2020 Nomor

24S. TnmbBhon Lembaran Negnrn RepublJk Indonesln Nomor
OS73);

4. Po!rnturnn hmertnlBh Nomor 01 Tnhun 2009 lentana
Kepelabuhnnnn [Lembarnn Negnrn Republlk tndenesto Tnhun
2009 Nomor IS I, Tnmbnhnn Lembaran Negnrn Republlk
Indonesln Nomor 3(70) .ebagnlmona telah dlubnh dengnn
Pel1lluron Po!mertnlBh Nomor 0'1 TBhun 20 IS lLembnrnn

Negnrn Republlk Indonesia TBhun 20 I S Nomor 193.
Tambnhan Lembnrnn Negnrn Republlk Indonesia Nomor
S731);

S. Peratumn hmertnlBh Nomor S Tnhun 2010 tenrang
Kenavtgaolon (Lembnran Negnrn Republlk Indonesln TBhun
2010 Nomor 8. Tnmbnhan Lembarnn Negnrn Republlk
Indonesln Nomor S09J);

O. hrnturnn Po!mertntnh Nomor 21 Tahun 2010 lenlAng

Po!rllndungnn Ungkungnn Mnrtllm (Lembnrnn Negnra
RepubUk Indonesln TBhun 20 I0 Nomor 27, Tnmbnhnn
Lembarnn Negnrn RepubUk IndoneSia Nomor SI09);

7. Pernturan Pernertntah Nomor 27 TBhun 2012 tenlnng Izln
Llngkungnn (Lembnrnn Negnrn RepubUk Indonesia TBhun
2012 Nomor 48. Tombnhnn Lembaran Negnrn RepubUk
Indonesia Nomor S28S);

8. Pemturan Pernertntah Nomor S Tnhun 2021 tenUlna

Penyelenggnrnnn Po!rtzlnnn &rusnha &rbnols Reslko
(Lembnran Negara RepubUk Indonesln Tnhun 2021 Nomor IS.
Tnmbnhnn temberan Negarn Republlk Indonesia Nomor
0017);
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Untuk melaksnnnkan pekerjonn Pengerukan ... dengan d.... ln
kedaJamon ... m LWS lotal volume pekerjaon Pengerukan ± •.•

m) podo UUkkeordlnnt geogralls se bogal bertkut:

I. Lokaat Pek.rjaon Peng.rukan:
o .' .;: LS/LU / .' ....• BT:
b.....••.. .' LS/LU / BT;

c. ....• .... LS/LU / ....•... .' ....• BT;

(Jabalanl
3. Alamo'
4. P.nanggungJawnb

M.mbertkan perserejuan pek.rjann Pengerukan kepada:
1. Nama peru haan .
2. Bldang UsMo ...................•

PERTAMA

MEMUTUSKAN:
M.n.tnpkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENYELENOOARA

PELABUHAN.... TENTANOPERSETUJUAN KEPAOA...(NAMA
PERUSAHMNJ... UNTUK MELAK.SANAKAN PEKERJAAN
PENOERUKANVANOBERLOKASI01 ...

9. Pera tumn Pemertntah Nomor 31 Tllhun 2021 ,.nlang
Peny.l.ngg,unan Bldang Pel4ynran (Lembnrnn N.gnra

Republtk Indonesia Tllhun 2021 Nomor 41, Tambllhan
t.embnran Negnrn Republlk Indonesla Nomor 00431;

10. Pern turnn Men,.r! Perhubungan Nomor K.M30 Tahun 2006
teruang Organtsosl dan Tota Kerja Olstrtk Navljpsl:

11. Pernturan M.ntert Perhubungnn Nomor PM 122 Tahun 2018

'enlana Organl ... sl dan Tala Kerja Kem.n,ertan Perhubungan
(Bert'" N.gam Republlk Indon.sla Tllhun 2018 Nomor 17561;

12. Peratumn M.n'ert Perhubungan Nomor PM 125 Tllhun 2018

Tenlang Penaerukan dan Reklnrnnsl (Bert", N.aar" Republlk
Indon.sla Tllhun 2018 Nomor 1740J:

13. Peratumn Men'ert Perhubunaan Nomor PM Tllhun .

'en lAna Perlztnan BerusMn Berba.I, SektOT Transporta.1
(BerlIn Negnrn Republlk tndonesla Tahun ... Nomor ...J;

14. Pernrurnn Mentert Perhubungnn Nomor PM ... TIlhun ...
Tenlana P.ngerukan dan RekJamnsl (Bert", NOjpm Republlk

Indonesln Tllhun ... Nomor ...J;
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: Pemegong perserujuan pek.rjoan Pengerukan seoollalmnno
dlmaksud dnlam Olktum PERTAMAd1wnJlbknn:
a. menaan ketenruan peroturnn perundang-undangan dl

bldang pelayaran dan kelestartan IIngkungon:

b. selamo pelaksanaan pekerjaan PengeruklUl memasang
tanda-tanda beserta rambu-rambu nnvlgosl yang dapat
dUlhal dengan Jelas balk slang maupun malam hnrl dan
berkoordlnasl dengan Olsltlk Novlgosl .. tempat:

C. membnyar Penerlmnnn Negnra Buknn Pajak (lIas
persetuJuon pekerjoan Peng.rukan ... ual dengan
ketenruan pemturan perundang-undangan:

: (Ollta Pelaksano Keg1nlan)

: PersetuJuan pekerjnnn Pengerukan sebngalmana d1mnksud
dalam Dlktum PERTAMA dllarang untuk dlperdagangklUl.
dlallhkan/dlplndnhlangankan kepada plhak lain dalam

bentuk opapun.

NO. Nruna J.nls Knpasllas Unit Bende ra
I.

2.

J.

4.

:!. dSl.

3. Peralalnn pekerjllan Pengerukan yang akan dlgunnknn :

b. · ·LS/LU / · ·..... B1"';.... .... .... .... ....
C. · • LS/LU / · • ••..•aT;.... .... .... .... ....
d. • • LS/LU / · ·.... ft aT;.... .... .... ....
e. dst,

2. t.okasl PembullI1gan HosU Pengerukan (Dumping Areal:
Q •......... ' ••••• LS/LU I ....· ....' .....BT~

e. dst.
• LS/LU / ....•....'....•BT:d.

KEEMPAT

KETlOA

KEDUA

2021, No.695 -60- 

www.peraturan.go.id



KEDELAPAN : Porsetujunn pekerjoon Pongerukan sebngalmana dlmnksud
dalam Dlktum PERTAMAberloku .. lama •... (...) tahun
.epnnjang pemegang perserujuan pekerjaan Pengerukan Udnk
melnnganr ketentuan dalam KeputuSM tnt.

: Pongawasan terhadap pelnksnnnan pekerjaan Pongerukon
.ebngnlmnno dlmnksud dalam Dlktum PERTAMAdUnkukan

oleh Kantor Ponyelenganrn Polabuhnn ... dan DI.lrtk Navlgnsl

KETVJUH

: Porsetujuon pekerjaan Pongerukan dopat dlcabut opobllo

pemegnng persetujuan metanggnr ketenruan .ebngalmnnn
dtmaksud dalam Dlktum PERTAMAdnn Udnk melnksannkon
kewojlbnn .. bngalmana dlmaksud dalam Dlktum KETlQA
KeputuSM Inl serta ketentuan peraruran perundnng­
undnniBn dl bldnng pelayaran.

KEENAM

: Persetujuon pekerjoon Pongeruknn hanyn dJdosarkon pada
kepenUngan k.. elamntan don keamanon pelayarnn, sehlngan
hal-hal dI IUM tersebut agar dJselesatknn oleh pemegang
persetujuan pekerjnan Pengerukan dengan Instansl rerkan,

KEUMA

d. bertanagungfnwnb sepenuhnya nttls seluruh dllmpak Yllni
d1Umbulkan dart pekerjno.n Pongerulaln yang dIlnkukan;

e. melaporko.n pekerjno.n Pengerukan seUap bulan kepado
Kepoln Kantor Penyelengaara Polnbuhan ... deni""
tembusnn Dlrektur Kepelabuhnnon dan Kepola OIstttk
NDvlgaslsetempat; dan

f. memulal pekerjnan Pengerumn paling lama 3 (Ug")

bulan .eJak Persetujuon Pekerjno.n Pongerukon
dlterbltkan.
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SALINANKeputusnn Inl dlsnmpl1lknn kepada:
I. Menter! Koordlnntor Bldnna Perekenomlan;
2. Menter! Koordlnator Bldnng Kemnrttlmnn dan Investast;
3. Menter! Perhubunann;

4. Menter! Dnlnm Neser!:
:I. Menter! £nergl Sumber Dnya Mineral;
O. Menter! Kel4ulnn dnn Pertknnnn;
7. Kepnla KepoUslnn Negatn RepubUk Indonesln;
8. Kepnla Staf TNIAngkntan Laut.;
9. 5ektetnrts Jendernl Kementerlnn Perhubungnn;
10. Dlrektur Jendetnl Perhubungnn Laut;
II. Inspektur JendernJ Kementerlnn Perhubungan;
12. Oubemur ...;

13. Bupntl/WaUkota ...;
14. 5ektetnrts Dlrektornt Jenderal Perhubungan Laut;
1:1.Dlrektur Kepelnbuhnnnn;
10. Kepnla Dlstrtk NaVigasl ...;
17. Dlreksl ...(Nama Peruanhannj ...

NAmA 1&ngknp
Pnngknt/Ool

NIP .

Oltetnpknn dl Jnknnn

Podn tnnll&aJ
KEPALAKANTORP£NY£L£NOOARA

P£LABUHAN...

KES£MBILAN : Keputusan lnl mull1l berlaku seJnk tnnp dltetnpknn.
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Oengan hormnt disnmpalknn bahwa berdasorkon Pernturan Mentert
~rhubungan Nomor PM ... Tnhun ten long ~ngeruknn dan Reklnmasl don
Keputusan ... Nomor ... tonggru tentang ... yang telah berakhlr masa
berlakunyo pada langgnl ...• namun berdasarkan progres pekerjnon
~ngeruknn belum selesal dilaksanokan karena ...

Sehubungan dengnn hal dl alaS, Komi mengoJuknn permohonan
perpanjOngan perserujuan pekeljaan ~nKeruknn dengan melnmplrknn
persyarntan sebop! berlkut:
I.persetujuan pekerjaan ~ngerukan sebelumnyo;
2. laporan progres akhlr pekeljaan pengerukan;
3. alnsan keterlambatan peloksanaan pekerjann ~ngeruknn yana dlketahut

oleh Penyelenuarn ~labuhan setempat;
4. pertlmbongnn terhodop nspek kesetamatan dan keamanan pelayarnn dart

Syohbondar dan Dlst.rlk Navlgosl setempat dan bertla accra penlnJnuan
lapangan oleh Tlm Teknls terpadu Kontor Pusnt Dlrektornt Jendernl dengan
meltbatkan Sekretarlat JenderaJ;

..................

Ylh. Dlrektur JenderaJ ~rhubung"n Lout
dl

~rsetuJu"n Pekerjann
~ngeruknn oleh ,..INamn

~rusahoonl.·.

~rpanJanganPermohcnan

Lekas], T""lUIal/Bulan/TahunNomor
K10slfiknsI

Lrunplran

~rlhal

KOPSURATP£RUSAHAAN

COntoh II

SURATPERMOHONANP£RPANJANOANP£RSETWUAN
P£K£RJMN PENO£RUKAN
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catalan:

, OUengknpl denann tnndntangnn dan stempel perusahaan
, Yang mennndatnngani yattu pemohon yang tercantum dnlnm nkln pendtrtan

perusahaan beserta perubahannyn.

Tembusnn:
1. Sekretnrls Otrektomt JenderaJ Perhubungnn Lout;
2. Olrektur Kepelabuhnnnn
3. Kepaln Olslrlk Novlga.1 setempm:
oJ. Kepaln Penyelenggo ... Pelabuhnn setempar,

Noma l&ngknR
Jaoolnn

(NAMA PERUSAHAAN)

S.Jndwnl petaksanaan kegfntnn (rime schedulel.
Demlldan dlsnmp4lla1n ,uns perhattannye d1ucopkan tertma kaslh.
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Poda harl .... Ulnggal ... bulan ... tahun ... (........ ) telah dllakukrul kelllatnn
penlnJauan Iapangan terknlt permohenan perpanjangan penetuJu.-.n
pekerjonn Pengerukan oleh ...INruna Perusahann) ... yang berloknsl dl ...

I. O"sar Pelaksnnnan:
a. Undnng-Undnna Nomor 17 Tahun 2008 tentana Pelayamn [Lernbarnn

Neaam Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 04. Tambahan Lembaran
Negam Republlk Indonesia Nomor 4849):

b. Undnng·Undnng Nomor II Tahun 2020 lentana Clptn Kerja [Lernbarnn
Negam Republlk tndenesto Tahun 2020 Nomor 24:$. Tnmbahan
temberanNegam Republlk Indonesia Nomor 0!I73):

C. Pemturan Pemerlntah Nomor 0 I Tahun 2009 tentang Kepelabuhnnnn
[Lembarnn Negarn Republlk Indonesln Tahun 2009 Nomor 1:$1.
Tambahnn Lembaran Negam RepubUk Indonesia Nomor !$O70)

sebagalmnna telah dlubah dengnn Peraturan Pemerlntah Nomor 04
Tahun 20 1:$ tenUlna Perubahnn tUns Pemturan PemerLntnh Nomor 0 I
Tahun 2009 tenUlng Kepelabuhanan [Lembarnn Negarn Republlk
Indones'" Tahun 20 1:$ Nomor 193. Tambahan Lernbaran Negam
Republlk Indonesia Nomor :$7311:

d. Pemtumn PemerLntah Nomor :$ Tahun 2010 lentang Kenavigaalan
(Lembarnn Negara Republlk Indonesia Tahun 2010 Nomor 8. Tnmbahan
Lembaran Neaam Republlk Indonesia Nomor !$O931;

e. Pemtumn PemerLntah Nomor :$ Tahun 2021 tentang Penyelenggnraan
PerL%lnan Berusahn Berbasls ResJko [Lernbaran Negam Republlk
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1:$.Tnmbahan tembaran Negam Republlk
Indonesia Nomor 0017):

r. Pemtumn PemerlnUlh Nomor 31 Tnhun 2021 tentang Penyelenggnman
Bldang Pelayamn (Lembaran Negarn Republlk Indones'" Tahun 2021
Nomor 41. Tambahan Lembaran Negam Republlk Indonesia Nomor

60431;
a. Pemturan MenterL Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang

Organl ... "1 dan Tnln Kerja KementerLnn Perhubungan (BerLUl Negam
Republlk Indonesln Tahun 2018 Nomor 17:$01;

Contoh 12

BERJTAACAM
PENINJAUAN LAPANOAN TIM TEKNIS TERPAOU PERPANJANOAN

PERSETUJUAN PEKERJAAN PENOERUKAN OLEH •.•(NAMA PERUSAHMN) ...
YANO BERLOKASI 01 ...
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(peto Ioka.1 pekerjnnn Penaerukon don Lokosl Pernbuangan Hosll
Pengerukon (Dumping Area) terlamplr)

b.... ; dst
•....

m. Hosll Vertnkasl Onto
Setelah dUnkukan penlnJouon Inpnngan, make dldopntkon hull sebollnl
bertkut:

u. Mnkaud dan TuJunn:
I. Mnksud dnr1 penlnJounn lopnngnn adolah dnlnm mngka verlnkasl

koonllnnt aeogrofls don data toknls terkalt lokosl rencano pekerjonn
Pengeruknn serta Lokasl Pembuongan HoslI Pengerukon (Dumping

Arco).
2. TuJuon dnr1 penlnJouon lapnnean adaleh seboga! pernenuban salah

sntu kel.ngkapnn persynrotan pengoJunn persetujuan perpnnJongnn
pekerjnnn Pengeruknn.

I. PenlnJ"unn lapnngan dlhndlrl oleh:
I. Wakll dart Biro Hukum Sekretnrlat Jendera1;
2. Wakll dnr1 Olrektomt Kepelobuhannn;
3. Wnldl dnr1 Baglnn Hukum dan KSLN;
4. Wakll dnr1 Penyelenggam Pelobuhnn setempat:
:I. WaJdI dati Olstrlk Nnvlgnal setempat:

O. Waktl dart (Nnmo Poru.ahnnnl.

h. Perntutnn Menterl Perhubungnn Nomor PM ... Tahun ... tentana
Per1zlnnn Berusnhn Berba,l. Sektor Trnn.portn.1 (Berltn Negnrn Republlk

Indoneala Tnhun ... Nomor ...1;
I. Pemtumn Menterl Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentnna

Pengeruknn dan Reklrunnal (Berlt" Negnrn Republlk Indonesia Tnhun ...
Nomor ...1;

a. Surat IJabntnn pemohcn) (Nama Perusahaan] Nomor..... tnnagn1.....
perlhnl permintaan penlnJnunn lapnnann oleh lim teknls t.erpndu;

b. Surat Tuga •... ;

c. Sumt Tueas ...; dst.
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NOIDa 1&ngkap
PIIngkol/OoI

NIP .

Meng.lahul,
KEPALA KANTOR PENYELENOOARA PELABUHAN ...

( land.. cangM)4 dSI.

( tanda Inngan)3 .

( lando tangon)2 .

( lando tnngan)
Yang Menondnlangonl:
1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3 ;dst
V. Penutup

Demlldan Bertto Acaro p"n1nJouan lo.po.ng"" In! dlbuot dengan
sebenarnya sebngru salah saru kelengkopnn persyeraton permohonon
perpnnjllngon persetuJuon pekerjaan Pen&.ruko.n untuk dlperguno.ko.n
sebognlmanll mesUnya.

2 .

IV. Keslmpulnn dan Samn
I. .........•
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3 ;

4•••••••••••••••••••dsr.
Sehubungnn dengan hal dl atas. kepada Soudara dlbertkan jangko

waktu paling lama :I (llmnl harl kerjn sejak dltnndatanganl surnt Inl untuk
melengkopl kekurnngnn persyamtan dlmnksud gunn pro... leblh lanjut dnn
apoblla dnlam jangko wnktu yang dltentukan t.ldak menyampolkon
data/dokumen tersebut, mnko berkas permohonan akan dlkemboJlkon kepada

2 ;

1.•................• ;

MenindakJanjuti surnt Snudnro Nomor ... tanagol perthoi Permohonon
PerponJangnn Persetujuan Pekerjaan Pengerukan oleh (Nama Perusohnnn) ...•

dengnn Inl dJsampalkon bahwa seleloh dUakukon peneuuan dan ovalunsl
terhadap dokumen yang Soudarn sampalkon berdasarkon Pemturan
Pemertntah Nomor :ITahun 20 I0 tentang Kenavtgn.lan dan Peraturan Menterl
Perhubungan Nomor PM ... Tohun ... tentang Pengerukon don Reklam".I,
ternyata maslh terdapat kekumngnn data/dokumen yang horus dlpenuhl
sebogaJ berlkut :

..................

Yth. (Jobatan Pemohonl
(Nama Perusahnnnl
dl

PersetuJuan Peketjaan
Pengerukon oleh ... (Nama

Perusohaanl ..·

Kelengkapon
Terhadop

Perponjnngan

Kekuranglln
PersyarolOn
Permohonan

Lekas], T""lUIni/Bulan/TohunNomor
K1o.lfikns1

Lrunplran

Hoi

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNOAN LAUT

COntoh 13

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANOAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERPANJANOAN PERSETUJUAN PEKERJMN PENOERUKAN
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Tembuson:
I. Sekretarts OIrektorat Jenderru Perhubungnn Laut;
2. Dlrektur Kepelabuhnnnn;
3. Kepala Dlstrtk Nnvlgasl setempai:
4. Kepala Penyelenggara Pelabuhnn setempat,

Nama !.ensknp
Panllkot/Ool

NIP .

Dlrektur Jender'" Perhubungan taut

pemohon, SelanJutnyn npnblla Saudnrn mnslh tetap berke:lngl.nnn untuk
melaksanakan p<!kerjaan Pengeruknn makn horus mengnJuknn permohonnn

bnru dengnn melengkopl persyarntan sesu.o.l dengnn Perntumn Menterl
Perhubunenn Nomor PM ••. Tahun ... tentnne Pengeruknn dan Reklnmnsl.

Demlklon dlsomp41knn. ata. perhntlannya dlucnpkon tertma knslh
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:I. dst.
4 .

2...................•

3 ,

.................. ,

MenlndllklanJuU sumt Olrektut Jenderal Perhubungnn Laut Nomor ...
tnnggnl ... perthal Kekurungnn Kelengkopnn Persynratan PersetuJunn Pekerjaan
Pengerukan ... (Nnmn PerusahnnnJ.... dengan Ini dlsnmpnlkan pemenuhan

kelengk.o.pnn persyntntnn PerpnnJangM PersetuJunn PekerjnM Pengeruknn
.ebagru bertkut:

!1"""""""""""'"

YLh. Olteletur Jendernl Perhubungnn Laut
dl

Ke1engk.o.pnn
Terhadnp

PerpnnJangan
PekeJjnnn

oleh ...(Nnma

Pemenuhnn
Persynrntnn
Permohonnn

PersetuJunn
Pengerukan
Perusahaan] ...

Lekas]. Tnnll&n1/Bulnn/TnhunNomor

Kla.lflknsl

Lnmpltnn
Perthnl

KOPSURATPERUSAHAAN

Contoh 1'1

SURAT PEMENUHAN KEKURANOAN KEL.ENOKAPAN
PERSYARATAN PERMOHONAN PERPANJANOAN

PERSETUJUAN PEKERJAAN PENOERUKAN
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Cattllan:
,. DUenl1.knpldengan tanda14ngnn don stempel perusahaan

,. Yang mennndnlongnni ynltu pemohon yang tereanrum dalnm akta pendlr1nn
perusahaan besenn perubohannya.

Tembusan:

I. Sek re lnrts Dtrektornt Jenderal Perhubungnn Laut:
2. Dlrektur Kepelabuhnnnn;

3. Kepnln Dlolrtk Nnvlg"o' setemp"t.
4. Kepaln Penyelengg"rn ""Iabuhnn setempat.

NamA 1&npkoo
Jobatnn

Oemlldnn dtsampntkan, ,Uno perhauan dlucnpknn tertma knolh.

tNAMA PERUSAHAAN)
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Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal ... Pemturan MenteIi Perhubungan

Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi,

perpanjangan perserujuan pekerjaan Pengerukan di wUayah

peralran Pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul serta

dl wtlayah peralran terminal khusus serta sernua pekerjaan

Pengerukanyang sumber dananya dart APBNdibertkan oleh

Direktur Jenderal PerhubunganLaut;

b. bahwa dalam rangka ...•... (Nama Perusahrum)... bereneana

akan melakukan pekerjaan Pengerukanyang berlokasl di ...
telah memperoleh perserujuan kegtatan Pengerukan

berdasarkan ...;

c. bahwa berdasarkan hastl peneltnan terhadap aspek
keamanan dan keselamatan pelayaran, teknls/konstruksl

dan kelestartan Iingkungan, permohonan ...(Nama

Perusahaan)... telah memenuhi persyamtan untuk

menyelewaikanpekerjaan Pengerukandlrnaksud;

d. Bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagatmanadimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu rnenetapkan

Keputusan Oirektur Jenderal Perhubungan Laut tentang

Persetujuan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Untuk

MelaksanakanPekerjaanPengerukanYangBerlokasl di ...;

OIREKTUR JENOERAL PERHUBUNGAN LAUT,

TENTANG

PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEPAOA ... (NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK

MELAKSANAKAN PEKERJAAN PENGERUKAN YANG BERLOKASI 01 ...

KEPUTUSAN OIREKTURJENOERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR: .

KOP SURAT OIREKTORAT JENOERAL PERHUBUNGAN LAUT

PERPANJANGAN PERSETUJUAN PEKERJAAN PENGERUKAN

Contoh 15
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Menglngnl: I. Undong·Undnng Nomor 17 TBhun 2008 lenlnna Po!lnyamn
(Lembarnn Negnrn Republlk Indonesia TBhun 2008 Nomor 04.

Tnmbnhan Lembnrnn Negnrn Republlk Indonesia Nomor
4849);

2. Undanlli·Undang Nomor 32 Tnhun 2009 lentllllg Po!rllndungnn
dan Po!ngelolnnn Unakungan Hldup lLembnrnn Negnro
RepublJk Indonesia Tnhun 2009 Nomor 140. Tnmbnhnn
Lembnrnn Negnrn Republlk Indonesia Nomor 3OS9);

3. Undrulg·Undang Nomor II TBhun 2020 lenlnns Clptn Ker:Ja
[Lembarnn Negnrn RepubUk Indonesln TBhun 2020 Nomor

24S. TnmbBhon Lembaran Negnrn RepublJk Indonesln Nomor
OS73);

4. Po!rnturnn hmertnlBh Nomor 01 Tnhun 2009 lentana
Kepelabuhnnnn [Lembarnn Negnrn Republlk tndenesto Tnhun
2009 Nomor IS I, Tnmbnhnn Lembaran Negnrn Republlk
Indonesln Nomor 3(70) sebagalmono telah dlubnh dengnn
Pernluron Po!mertntBh Nomor 0'1 TBhun 20 IS lLembnrnn

Negnrn Republlk Indonesia Tnhun 20 I S Nomor 193.
Tambnhan Lembnrnn Negnrn Republlk Indonesia Nomor
S731);

S. Peratumn hmertnlBh Nomor S Tnhun 2010 tenrang
Kenavtgaslon (Lembnran Negarn Republlk Indonesln TBhun
2010 Nomor 8. Tnmbnhan Lembarnn Negnrn Republlk
Indonesln Nomor 3(93);

O. hrnturnn Po!mertntnh Nomor 21 Tahun 2010 lenlAng

Po!rllndungnn Ungkungnn Mnrtllm (Lembnrnn Negnra
RepubUk Indonesln TBhun 20 I0 Nomor 27, Tnmbnhnn
Lembarnn Negnrn RepubUk IndoneSia Nomor SI09I;

7. Pernturnn Pernertntah Nomor 27 TBhun 2012 tentnng I%ln
Llngkungnn (Lembnron Negarn RepubUk Indonesia TBhun
2012 Nomor 48. Tambnhnn Lembaran Negnrn RepubUk
Indonesia Nomor S28S);

8. Pemturnn Pernertntah Nomor S Tahun 2021 tenlAna

Penyelenggnrnnn Po!rtzlnan &rusnha &rbnals Re.lko
(Lembnran Negarn Republlk IndonesLa Tnhun 2021 Nomor IS.
Tnmbnhnn Lembnran Negnrn Republlk Indonesia Nomor
0017);
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e....••••..... ." LS/LU / .•..•..• : •..." BT;
d. ....• .... ... ." LS/LU / ..•.•..•. ' ... ." BT:

Untuk melnksanakan pekerjnan Pengerukan ... dengan desnJn
kedalnman ... m LWS 10Iai volume pekerjaan Pengeruknn ± •••

m' padn lltlk koordtnat geogrofls
sebngal bertkuu
I. Lokasl Pekerjann Pengeruknn:

a •....•........• LS/LU / ....•... : ." aT;
b .....•........• LS/LU I ....• ....' aT;

(JabnlOnl
3. Aloma'
'I. Penonggunglnwnb

Membertknn perserejuan pekerjaan Pengerukan kepada:
1. Nama perusahnnn ....•............•..
2. Bldnng UsIlha •..•..........•....•

PERTMtA

MEMUTUSKAN:
Menelnpknn KEPUTUSAN OIREKTVR JENOERAL PERHUBUNOAN LAUT

TENTANO PERPANJANOANPERSETUJUAN K.EPAOA..•(NAMA
PERUSAHMNJ... UNTUI< MELAKSANAKAN PEKERJMN
PENOERUKANVANOBERLOKASI01 ..•

9. Pera turan Pemertntah Nomor 31 Tllhun 2021 lenlang

Penyelengg,unan Bldnng Pelaynran (Lembnrnn Negnm

Republlk Indonesia Tllhun 2021 Nomor 41, Tambahan
Lembnron Negrun Republlk Indonesia Nomor 00431;

10. Pernturnn Menler! Perhubungan Nomor K.M30 Tahun 2006
teruang Organtsosl dan Tata Kerja Olstrtk Nnvljpsl:

II. Pernturan Menlert Perhubung= Nomor PM 122 Tahun 2018

'enlana Organl ... sl dan Tala Kerja Kem.n,ertan Perhubungan
(Bertta Negam Republlk Indonesia Tahun 2018 Nomor 17561;

12. Pernturan Menlert Perhubunaan Nomor PM ... Tahun ...

tentang Pertzlnan Berusaho Berbasls $ok'or Tmnaponasl
(Bertta Negam Republlk Indonesia Tahun •.. Nomor •..1;

13. Perntumn Menlert Perhubungan Nomor PM •.. TIlhun ..•
tentang Penaeruknn don Reklamosl (Bertto Negara Republlk
Indonesia Tllhun ... Nomor ...1:
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: Pemegong persetuJulln pekerjnon pengeruknn sebagnlmnno
dlrnakaud dolom Olktum PERTAMA dlwoJlbknn:
a, menaotl ketenruan pernturan perundang-undangan dl

bldnng peloyorun don keleslorinn IIngirungnn;
b. sel","" peloksonnon pekerjonn pengerukan memasnng

lnnda·lOnda besena rambu-rambu naYlps! yang dopal
dUlhal denpn jelas balk slang moupun mwrn hart dan
berkoordlnnsl dengan Olstrlk NIlY\gaslsetempat;

c. membayar Penertmoan Negaro Buknn Pajak atas
perpanJongan persetuJuan keglolnn Pengerukan sesual
denpn ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. benanggun81owob sepenuhnya IlLOsseluruh dnmpnk ynng
dltlmbulknn dart pekerjrum pengeruknn yang dllakukan:

: (041n Pelaksann Keetnlnn)

: PersetuJuo.n pekerjann Pengeruknn sebogolmano dlmoksud
dalnm Olkturn PERTAMA dllnrong untuk dlperdollanalat.n.
dlollhkan/d!p!ndohlangnnknn kepada p!hak loin dnlom
bentuk opapun.

No. Nama Jenls Kopaslla. Unit Bendero

I.

2.

3.

4.

!I. dst.

3. Peralatnn pekerjrum Pengerulat.n yang aknn dlgunaknn :

e. dst.
• LS/LU / .•..•.•. .' ..... BT;d.

2. Lolat.s!Pembunngnn HastJ Pengerukan (Dumping Area):

0.. •••••••• .' ••••• LS/LU / ....•... .' BT:

b. ....• LS/LU / ....' ..•.' BT;

c. ....' LS/LU / ....•... .' BT;

e. dst.

KEEMPAT

KETlOA

KEOUA
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pemblnaon dan

pengeruknn yana

KESEMBllAN : Olrektur Kepelabuh..nan melokuknn
pengnwo.snn teknts terhadap pekerj..an
berloknsl dl ...

KEOELAPAN : PerseluJuan pekerjoon pengeruknn sebagnJmann d1moksud

dnlnm Olktum PERTAMAberlnku selama .... I.....) tnhun
sepnnJong pemegnng perserujuan pekerj....n pengeruknn tklok
melnnggar ketentu ..n dnlam Kepulusnn Inl.

: Pengownsnn terhndnp peloksnnonn pekerjnnn pengeruknn
sebognJmono dlmaksud dolam Olktum PERTA~IAdIIokuknn
oleh Kantor Penyelenggnm Pelabuhan ... don Olstrtk Novtg",1

KE1'WUH

: Persetujuan pekerjnan pengeruknn dapat dlcabu; opnblln
pemeanna perseluJunn melnnagnr ketentuan sebognlmono
dlmaksud dnIom Olktum KEOUAdM lIdok melnksnnokan
kewoJlbon sebognlrnona dlmoksud dalom Olktum KETIOA
Keputusan Inl sena ketentuan peraturan perundnng·

undnngnn dl bldnng pelaynran.

KEEN~t

: PerseluJuan pekerjnnn pengeruknn hnnyn dtdasarkan pnda
kepenUngnn keselamatan dnn keamnnnn pelaynran. sehlnggn
hal-hal dl luar tersebut agar dlselesn!kan oleh pemeaang

persetujuan pekerjnnn pengeruknn dengan Instansl terknlt.

KEUMA

e. melnporknn pekerjDD.npengerukan seUnp bulnn kepnda
Olrektur KepelabuhnnM denann tembusnn PenyelenagB1'n

Pelabuhan dan Olslr1kNnv1gnslSetempat; dan

C. memulnl pekerjaan pengerukan pallna lama 3 ItJaaJ bulan
se]'11< PersetuJuan PekerjDD.npengeruknn dlterbllkan.
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Si\LlNANKeputusan Inl dlsampalknn kepada:
I. Menler! Koordlnator Bldnng KematlUmnn;
2. Menler! Koordlnolor Bldang Perekonomlnn;
3. Menter! Perhubungan;
4. Menler! Onlam Neger!;
S. Menler! Energl Sumber Ooyo Minerai;

6. Menter! KelaUlan dan Per!knnan;
7. Sekrelarts Jendeml Kemenlerlnn Perhubungnn;
8. Inspektur Jenderni Kernentertan Perhubungnn;
9. Oubemur ........• ;
10. BupnU/WaIlkotn ..•.... ;
II. Sekretnrls OInkto""l Jenderal Perhubungnn LoUI;
12. Olrektur Kepelnbuhanan;
13. Kepnla Knntor Penyelenggnra Pelobuhnn ;

14. Kepnla Olstrtk NoYlgnsl :
IS. Olreksl ... INnmn Perusahnnn) .

Nama Lengkap
Pnngkat/Ool
NIP .

Oltetnpknn dl Jnknrta
Poda Innagnl

OIREKTURJENOERAL PERHUBUNOANLl\UT

KESEPULUH : Keputusan Inl mulnl berlnku sejnk tnnagnl dltetopknn.
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Deninn honnat dlsrunpnlknn bnhwn berdasnrknn Pernturun Menter!
Perhubungnn Nomor PM.... Tllhun ..... ten tong Pengeruknn dnn R.klrunnsl.
bersnmn Inl Krunl...... (Nnma Perusahann] mengaJuknn permohonan untuk
memperoleh Pen.tuJunn Pek.rjann R.ldamall yong berloknsl dl onlam oo"ruh
Unekungan Kerja don Oaerah Ungkungnn K.pentlngnn Pelnbuhnn ... poda
poslsl koordlnnt geogrnlls s.bagal bertkut:
I. ..: ...'.....•LUlLS I : : aT;

2 : .. .' LUlLS I : : aT;

3 : .. .' LUlLS I : .' aT;

4 : .. .' LUlLS I : .' BT.
:I. o.t ...

Mnksud dan tuJunn pekeqaan reklamast tersebut ynttu:
I. Maksud .
2. TUJunn .

Dengnn totalluns pek.rjaan r.klamnsl... ... Ha
Sehubungan dengan hal-ha! rer•• but dl nUll. bersnma Inl dlsnmpnlknn

kelengkapan persyaratan teknls sebagalmnnll checklist terlamplr,

YLh. Kepnla Kontor Penyelenggnrn Pelnbuh.m
dl

Pennohonnn PenetuJunn

Pe.kerjann Reklnmall oleh
...(Nruna Perusahaan] ...

Loknsl, Tnnll8n1/Bulnn/TnhunNomor
KlaslIIknsI

Lamplrnn
Perlhnl

KOP SURAT PERUSAHAAN

COntoh 16

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI
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Catolan:
,. DUengkapl dengan tandotangan dan stempel perusahaan;

,. ~mUlk pekerjaan reklarnast yang bertanggunKlawob terhndop pekerjaan
reklarnast.

Tembusan:
1. Dltektur JenderoJ ~rhubunean Laut:
2. Sekretaris O1rektorat Jenderal ~rhubunll"n Laut:
3. Dltektur KepelabuhaMn;
4. Kopala Dlotrlk Novlgaol setempat,

Nama Lengkap
Jabntan

(NAMA PERUSAHMNj

Demlklan dlsampnikan ata. perhauannye, d1ucapkan tertrna kasth.
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MenlndBklnnJuU surat Soudnm Nomor ... langgn!... perthal Pennohonan
Persetujuan Pekerjaon Reklnmo.1 oleh ...INoma Perusahaanl.i., dengan Inl
d1sampalknn bahwa setelah dUnkuknn penelntan don evnlua.1 terhadap

dokumen yang 5:ludam snmpalkan berdasarknn Peraruran Pemertntnh Nomor
:s Tahun 2010 lentana Kenavlan.lan dan Peraturnn Mentert Perhubunann
Nomor PM ... Tnhun ... tentang Pengeruknn don Reklama.I, temyala maslh
terdapat kekurnngon dnta/dokumen yang harus dlpenuhl sebagal bertkul:
I :

2 :

3•.................. ;

4••••••••••••••••••• dst.

Sehubunann denann hal dl atas, kepndn Soudrun dlbertknn Jangkn
woktu pnUng 14ma :s IlIma) hnrt kerja seJak dltnndnlanganl surat Inl untuk
melengknpl kekuranann persyaralon dlmaksud guno pro... leblh la.nJut dan
apnblla dn!am Jangkn wnktu yang dltentukan lIdak menyampalknn
dala/dokumen rersebut, mnkn berkas pennohonnn akan dikembaillcan kepnda
pemohon. SelanJutnya apabUn 5:ludnra mnslh tetap berkelngtnnn untuk
melnksnnaknn pekerjnnn reklamas! ma.kn hnrus mengnJukn.n pennohonnn

"""""""""

Yth. tJabaton PemohonJ

tNnmn PerusnhnanJ
dl

Pekerjllnn Reklnmll.1 oleh
...(Namn Perusahaan] ...

Kelen&!<npnn
Terhndnp

Perselujunn

Kekumngnn

Persynr'ltan
Pennohonan

Lolensl,TaJIi8nl/Bulnn/TnhunNomor
K1asI8kn.1

Lamplrnn

Hal

KOP SURATPENYELENOOARAPELABUHAN...

Contoh 17

SURATPEMBERITAHUANKEKURANOANKELENOKAPANPERSYARATAN
PERMOHONANPERSE'TWUAN PEKERJAANREKUlMASI
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Tembusan:
1. Dlteklur Jondemi P"rhubungan Laul;
2. Sekrelarls Dtrekloml Jenderol P"rhubungon Laut;
3. Dltektur Kepelabuhanan:
4. Kopala Dlstrlk Navlgasl setempat,

Namn Lenglcnp
Pangkal/Ool

NIP.••...••••••..••....••....•..•.•••

Kepola Kanlor P"nyelenggoro P"labuhan

baru denlll'" melengknpl persyarntan .osunl denlll'" P"mtumn Menlerl
P"rhubungan Nomor PM •.• Tahun ... lent""i P"ngerulcnn dan RekJrunasl.

OemlkJan dlsrunpaiknn. alns perhauannya d1ucaplcnn tertma kaslh
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s, dst.
4 ...................•

3...................•

2 ..

1•...................

Menlndaklanjut] surat KepaJo KMtor ~ny"lenggaro Pelabuhan Nomor ...
tonggaJ ... perthal Kekumngnn Kelengkopan ~rsyamton ~rsetujuan Pekerjoan
R.ldamnsl ...{Nnmo ~rusahoan) ..., dengan Inl dlsampalknn pemenuhnn
kelengkopan persynmtan Persetujuan ~kerjonn Reldnmo.1 sebogaJ bertkut:

11..1111111111111111111111'

Ylh. Kepnln KMtor ~nyelenggnm Pelabuhnn

dl

...(Nama Perusahaan] ...
olehReklamo.1

Kelengkopan
Terhndop

~rsetujuan

Pemenuhan
~rsyaro!On
Permohonan
~kerjaon

Lokosl, To.ngal/Bulon/TahunNomor
K10slfiknsI

Lrunplran

~rlhaJ

KOPSURATPERUSAHAAN

COntoh 18

SURAT PEMENUHAN KEKURANOAN KELENOKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETWUAN PEKERJAAN REKLAMASI
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calatnn:
, DUengknpl denann tnndn14ngnn dnn stempel perusnhnan
, Ynng mellMdntonganl yattu pemohon yang tercantum dnlnm nktn pendtrt ..n

perusahaan be.. rta perubnhnnnyn.

Tembusan:
1. Dlrektur' Jendeml Perbubungnn Laut;
2. sekretarts Dlrektornt Jendem1 Perhubungnn Laut:
3. Dltektur Kepelnbuhnnnn;
... Kepaln Dlltrlk Nnvlgosl .. tempnt.

Nltmn Lengknp
Jobnllln

Demlklan dlsrunp4ik4n. aUlI perhauan dlucapkan terlmn kasth,

{NAMA PERUSAHMN)
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Deninn honnat d1srunpnlknn bnhwn berdasnrknn Punl .... nyot. ...
Peraturan Mentert Perhubungnn Nomor PM... Tahun ... tentang Pengeruknn
don Reklamnsl. bersama Inl Knml. ..... (Penyelenillatn Pelnbuhnn) mengaJuknn
pennohonnn untuk memperoleh PersetuJunn PekerJaan Reklnmnol ynng
berlokn.1 dl OnIam Onernh Ungkunenn Kerjn dnn Onerah Llngkungan
KepenUngnn Pelobuhnn ""do posl.1 koordlnat geogrnlls sebagnl berlkut:
I .: LUlLS I : BT:

2 .' LUlLS I .' BT:
3 : LUlLS I .' BT:
4 : LUlLS I .' BT.
:I. Oot .

Mnksud dan tuJunn pekerJann reklnmnsl terse but ynltu:
I. Mnkoud .
2. TUJunn .

Denenn totnlluns pekerjnan reklama.I.. .... Ha
Sehubungnn dengnn hal-ha! terse but dl ntao. bersnma Inl dlsnmpnlknn

kelengkapan persyarntan teknls sebagnlmnna checklist terlamplr.

YLh. Oltektur Jendernl Perhubungnn Lout
dl

Pennohonnn PenetuJunn

Pe.kerJann Reklnma.1 oleh
...(Nama Perusahaan] ...

Loknsl, Tnnll8n1/Bulnn/TnhunNomor
KlaslIIknsI

Lrunplrnn
Perlhnl

KOP KANTORPENYELENOOARAPELABUHAN

Contoh 19

SURATPERMOHONANPERSETUJUAN PEKERJAANREKLAMAS1
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Cotnlnn:
,. Dllen&lcapldengan tondntnnean dan stempel perusahaan;

,. PemWk pekerjaan reklamasl ynng bertnnggungjnwab terhndnp pekerjoan
reklrunasl.

Tembusan:
I. Dltektur Jendernl Perhubungnn !.4UI;

2. Sekrelnris OIreklornl Jenderal Perhubungnn Laut;
3. Dlrektur Kepelnbuhonan;
4. KepnlnDlslrlk Novlea,1 setempat,

Namn Lengkap
Pongknl/Ool

NIP .

Kopala Kanlor Penyelen8llorn Pelnbuhnn

Oemlklnn dlsampnikrul alas perhnllannyn. dlucapkan tertmn kasth.
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I. Dasar PeIoksanaan:

a. Undnna·Undnne Nomor 17 Tahun 200S tontana Pelnyamn [Lernbarnn

Nellnra Republlk IndonesIa Tahun 200S Nomor 04. Tambahan Lembaran
Negnra RepubUk tndonesta Nomor 4849);

b. Undnna-Undnne Nomor II Tahun 2020 tentana Clpta Kerja [Lernbarnn
Negnra Republlk tndonesla Tahun 2020 Nomor 24:$. Tambahan
lombnran Negam Republlk tndenesta Nomor 6:173):

c. PemlUmn Pemertntah Nomor 0 I Tahun 2009 tentnng Kepelabuh4n4n
llombaran Negam RepubUk IndonesIa Tahun 2009 Nomor 1:$1.

Tambahan Lembarnn Negnra RepubUk Indones'" Nomor :$070)
sebagnlmana telah dIu bah denenn PeralUrnn Pemerintnh Nomor (ioI

Tahun 201:$ tentan£ Perubahan alas Pemturnn Pemertntah Nomor 01
Tahun 2009 tentane Kepelabuhannn llombaran Negara Republlk
IndonesIa Tahun 20 1:$ Nomor 193. Tambahan temberan Negam
Republlk IndonesIa Nomor :$731):

d. Peraturnn Pemerintah Nomor :$ Tahun 20 I0 ten tang Kennvlgaslan
(lombaran NegDra Republlk IndonesIa Tahun 20 10 Nomor S. Tambahnn

Lembarnn Negnra Republlk tndonesta Nomor :$093);
e. PemlUmn Pemertntah Nomor :$ Tahun 2021 ten tang PenyelenggnraM

Perlzlnan Berusaha Berbasls Reslko (lombnran Negan> RepubUk
IndonesIa Tahun 2021 Nomor 1:$.Tambahan lombamn Negarn RepubUk
tndonesta Nomor 00 17):

r. Perl\lUmn Pemetlntah Nomor 31 Tahun 2021 lenlona Penyelenggamon
Bldang Pelayamn [Lembarnn Negara Republlk Indonesll\ Tahun 2021
Nomor 'I I. Tambahan lombnran Negarn Republlk Indone.11\ Nomor

0(43):

Pndn hart ...• t4ngg41 ... bulan ... tahun ... 1.•- .. - .. ) telah dlla.kukan kegjat4n
penlnJauan lopan£4n terknlt rencano pekerja4n reklomasl ... oleh ... INoma

Perusahoanl Yane berlokasl dl ...

COntoh 20

BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANOAN TIM TEKNIS TERPADU

PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI ..• OLEH INAMA PERUSAHAAN)
01 ...
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lpew Iowl pekerjnon reklnmasl dan poslsl kecrdlna] ter lamplr)

b...... ; dot
a. ..... ,

IV. HasH VertRkasl Data
S<!telnh dllakuknn penlnjaUJOn Jopnngan, mnkn dldapnlkan ha.iI sebllgal
bertkut:

III. Mnksud dan TUJu:.n:
I. Mnksud dart penlnJauan Jopangnn adalah dnlJOm rangko \'eriRkaol

koordlnnt geograRs dan data teknls terknlt lekaat rencana pekerjnan

reklamas],
2. TUJuan dart penlnjau,," lapnngru. "druJOhsebag," pemenuhan salah saru

kelengkapnn persyaraton pengaJuan permohonnn persetuJuan pekerjnan
reklamasl.

II. PenlnjaUJOnlapanll"n dlhodlrl oleh:
I. WakUdart Biro Hukum S<!kretariot Jenderal:
2. Wakll dart Dlrektorat Kepelabuhanan;

3. WokUdart BIlKlanHukum dnn KSLN:
4. WakU dart Penyelenggam Pelobuhon setempot:
:5. Wakil dart DI.trik Navlinsl .. temper;
O. Wakll dart (Nama Perusahaan],

a. Peratumn Menteri Perhubunaan Nomor PM 122 Tnhun 2018 ten lana

Orgo.nJoaol dan Tat" Kerj" Kementerian Perhubungru. (B<>rtwNeg..m
RepubUk Indone .... Tahun 20 18 Nomor 17:56):

h. Peratumn Menteri Perhubungru. Nomor PM ... Tahun ... tentJOna
Perlztnan Berusaho BerbJOsls sekter TmnsportJOsl (Bertw Negara
RepubUk tndonesta TJOhun... Nomor ...):

I. Peraruran Menteri Perhubungnn Nomor PM ... Tahun ... tenlnng
Penaeruknn dan ReklJOmnSIlBerttn Neaam RepubUk Indone.1a TJOhun ...
Nomor ...);

J. Sumt fJ"ootan pemohon) (Nnma Perusahaan] Nomor..... t"nggnl .....
perthru permlntaan penlnjauan lapangan oleh tim teknlo terpadu:

k. Sumt TUg ;
I. Sumt TUgao : dot.
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Nomo L&ngknp
Pnnllkat/OoI

NIP••.••..••.•..•••••....•••.••....••

MengetnhuJ.
KEPi\LA Ki\NTOR PENYELENOOi\Ri\ PELABUHAN .••

t tando tangonl4 dst.

I(ando tnngnnl3 .

Itnnd a tnnaM)2 •........•........................•.....•..

t tando tnnglU1)

Ynng Mennndntangonl:
1 •••••....•.••.••.....•••..••••....•.••.•..•

VI. Penutup
Oemlklnn Berltn i\CIlnl penlnJouan Inponinn Inl dlbuot denian sebennmya
sebngru snInh seru kelengkapon persyaml4n permohonon persetuJuon
pekerjoon reklrunnsl untuk dlpet&Wlaknn seoo&<umanomestlnyn.

3 ;dst
2 .

V. Keslmpulan dan Satnn

1. .........•
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4. dst,
Sehubungon dengan hal tersebut ell 010'. kepada Snudorn dlbertknn

jnngko woktu paling lama :5 [llma] hart kerjo sejak dltandatnnganl surot In!
untuk meJengkapl kekurnngnn kelengkapnn persyarntan dlmaksud guna

prose. leb!h lonjut dan apabtla dolom jangkn waktu yang eIltentukan Udak
menyampalkon doto/dokumen tersebut, mako berkos pennohonon akon
dlkembal!knn kepnda pemohon. Selonjulnya opnbUo Soudorn rna.lh tetap
berkelnglnan untuk meloksanakan pekerjaan rek1nrnas! maka barus
mengajuknn pennohonan bnru dengnn melengknp! persyaratrul sesual dengan

MenlndnldnnjuU sura; Soudorn Nomor ... tonggal ... perthni ~nnohonan
~rsetujuon ~ker:Jnan Reklnmasl oleh ...(Nama Perusnhoanl ...• dengon Inl
dlsampo.lkon bahwo sete"'" dUokuknn penellUnn dan evalua.l terhadap
dokumen yang Soudarn .ampo.lkon berdosorknn Pernturnn ~mertntah Nomor
:5 Tahun 2010 tentnng Kenavlgaslon dan Pernturnn Mentert ~thubungan
Nomor PM ... Tahun ... ten tang ~nlleruknn don Reklnmnsl. temyolo maslh
terdapat kekurnngon data/dokumen yang haru. dlpenuhl sebagnl bertkut :

1. . ,

2 ,
3 .

""""""""""""'11

Ylh. Kepaln Kontor ~nyelenll&orn Pelabuhan
dl

~rsyarntrul Terhadap
Pennohonnn ~rselujunn
~ker:Jnnn Reldamosl oleh
...{Nama Perusahnan]...

KelengkopnnKekurnngnn

Kln.lfikosl

Lomplrnn
~rthal

Loknsl. Tonggal/Bulan/TahunNomor
KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNOAN LAUT

COntoh21

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANOAN KELENOKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETWUAN PEKERJAAN REKLAMASI
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Tembusan:
I. Sekretarts O1rektornt JenderaJ Perhubunll"n Lnut;
2. Olrektur Kepelabuhannn:
3. Kepaln Ol.lrik NavlgB.1setempnt;
4. Olrek.I.. .. (Nnma Perusnh ..an) ...

Nama Lengknp
PBngkntfOoI

NIP .

O1rektur JenderaJ Perhubungan Lnut

Oemlldnn dtsampatkan, Bin. perhatlannya dlucnpkan tertma ka.lh

Peraturan Menter1 Perhubunll"n Nomor PM .... Tahun ... tentang Pengeruknn
dan Rek1nm(lsl.
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4, •.................•

S. dSI.

3•..................•

2 ,

MenindaklnnjuU auml Olrektur Jenderal ~rhubungan LoUI Nomor ...
longgnl ... perthal Kekumn&nn Kelenllknpnn ~rsynmlAn ~rsetujuon ~ker:Jnnn
Reklnma.l ...(Nama ~rusahannl ..., dengnn lnl disampelkan pemenuhnn
kelengkapnn persynmlAn ~rsetujuan ~ker:Jnon Reldamoal aeboio1 bertkut :
1. •.•.•.•.•.•.•.•.•.•

...(Namo Perusahnan] ...
Yth. Olrektur JenderaJ ~rhubungnn

dl

olehReklnma.1~ker:Jnnn

Kelengknpnn

Terhndnp

~rsetujuan

Pemenuhan

~rsynrntrul
Pennohonan

toke.I, TnnRllnl/Bulnn/TnhunNomor
Kln.lfikasl

Lnmplrnn
~rlhaJ

KOP SURAT KANTOR PENYELENOOi\RA PELABUHi\N

COnloh22

SURAT PEMENUHAN KEKVRANOAN PERSYi\RATi\N PERMOHONAN
PERSETUJUi\N PEKERJi\i\N REKLAMASI
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Catntan:
,. DUengkapl dengnn lnndolnngnn don stempel perusnhnnn
,. Ynng menandolangnnl ynllu pemohon ynng tereanturn dnlnm nkto pendlrlan

perusnhonn beserta perubohnnnyn.

Tembusnn:

I. Sci<relnrls OIrektornt Jendeml Perhubungnn Lnut:
2. Dlrektur Kepelnbuhnnnn;
3. Kepnln Dlstrtk Nnvl&nslsetempnt.

Nornn l.ene)mp
Pnngkat/Ool

NIP .

Oemlklnn dlsampalknn, nlns perhnllnn dtueapkan tertma knalh.

KepoJn Kantor Penyelensanrn Pelnbuhnn

2021, No.695 -92- 

www.peraturan.go.id



Mengtnpt: I. Undang-Undang Nomor 17 Tnhun 2008 temang Pelayaran

(Lembaron Neaam Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 0-1.
Tambahan Lemboran Nea= RepubUk IndonesIa Nomor
4849):

Perhubungan Nomor PM ...• Tnhun •..•.• tentanll Penserukan
dan Reklrunnsl. persetuJuan pekerjoan reldamnsl dlbertknn

oleh Menter!:
b. bahwn daJam rnnglal ....... (Nama Peru.nhonn, ... berencana

okan melakukan pekeljann reklllmosl yang berloka.1 dJ ... ;
c. bahwa berdosntkan ha.1I peneltnan terhadap aspek

kenmanan dan keselamatan pelllyruun. teknl./kon.truksl
don kelestartan Unllkunllon. permohonan persetuJuon
pekelj<lan reklamasl oleh ...(Nama PerusGhoan)... telah
memenuhl persyaratan:

d. bah",n berdasarkan penlmbangon sebagnlmona dlmaksud
dalam huruf a, huruf b. dan huru( c. perlu menetapkan
Keputusan Olrektur JenderaJ Perhubungan Laut tentang
PersetuJuan Kepndn ...(Noma Perusoh""",... Untuk
Melllksonakan Pekerjaan Reldamnsl yang berlolalsl dl ... :

Peraturan Menter!Menlmb,mg: a. bahwo berdasarkan Pasol

OIREKTURJENOERAL PERHUBUNOANLAUT.

TENTANO

PERSETUJUAN KEPAOA...(NAMAPERUSAHAAN)... UNTUKMELAKSANAKAN
PEKERJMN REKLAMASIYANOBERLOKASI01 ...

KEPUTUSANOIREKTURJENOERAL PERHUBUNOANLAUT
NOMOR : ........•.........•..•...........•.....•...•..•......•

KOP OIREKTURJENOERAL PERHUBUNOANLAUT

PERSETUJUAN PEKERJMN REKLAMASI

Contoh 23
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2. Undong·Undang Nomor 32 Tnhun 2009 lonlang Perllndungnn

dan Pengelolnan Ungkungnn Hldup (Lemb4ran Negnra

Republlk Indonesia Tnhun 2009 Nomor 140. Tambahan

Lembnron Negnra Republlk Indonesia Nomor :50:$91;

3. Undang·Undang Nomor 1 I Tnhun 2020 lenlang Clpln Kerjo

(Lembnron Negnm RepubUk Indonesia Tnhun 2020 Nomor

24:$, Tambahnn Lembnran Negnrn Republlk Indonesia Nomor

6:$731;

4. Perntunul Pemerlnlnh Nomor 61 Tnhun 2009 len lang

Kepelabuhnnnn (Lembarnn Negnra Republlk Indonesia Tnhun

2009 Nornor 1:$1, Tambahon Lernbaran Negnra RepubUk

Indonesia Nomor :5(70) sebngnlmnnn ,elnh dlubnh dengnn

Pernturan Pernerintah Nomor 64 Tnhun 20 1:$ (Lembnran

Negnm Republlk rndonesta Tnhun 20 1:$ Nomor 193.

Tnmbnhnn tembaren Negnra Republlk Indonesia Nomor

:$7311;

:$. Peraturnn Pemerintah Nornor :$ Tnhun 2010 lentnng

Kennvl&nslan lLemb4rnn Negnra Republlk Indoneslo Tnhun

2010 Nomor 8. Tnmbnhan Lembnran Negnrn Republlk

Indonesia Nomor :50931;

6. Peratumn Pemerlntnh Nomor 21 Tnhun 20 I0 l..nlang

Perllndun&an LIn&kunllan MnrlUm (Lembnmn Negnra

Republlk Indonesia Tnhun 20 I0 Nomor 27. Tnmbnhan

Lembnrnn Nellarn Republlk Indonesia Nomor :$1091;

7. PeTolumn Pemerintah Nomor 27 Tnhun 2012 len tong Izln

ungkungnn (Lembarnn Negnrn Republlk Indoneslo Tnhun

2012 Nomor 48. Trunbnhnn Lembarnn Negnm RepubUk

IndoneSia NomOT :$28!!1;
8. Pemlumn Pemer1nlnh Nomor :$ Tnhun 2021 lonlnng

Penyelenunrnan Pertzlnan Berusnhn Berbasls Reslko
(Lembarnn Nogarn Republlk IndoneSia Tnhun 2021 Nomor 1:$.
Tnmbahan Lemb4rnn Negnra Republlk tndenesta Nomor
66171;

9. Pemlumn Pemerlntoh Nomor 31 Tnhun 2021 tentang
Penyelenggnrnan Bldong Pelayamn (Lembnran Negara
Ropubllk Indonesia Tahun 2021 Nomor 41. Trunbnhon
Lembnrnn NegONlRepubUk tndoneeta Nomor 66431:
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NO. Nama Jenls Kopaslt'" Unit Bendera

1.

2.

2. PernL~lan pekerjnnn Reldnma.1 yang nkan dlgunnkon:

e. dSI.
• LS/LU I ....•....'....•aT;d.

Untuk melnksanoknn pekerjnnn Reklnmn.1 ... dengnn desaln
kedalaman ... m LWS t01a1 volume pektrjnM Reklom",,1 t ...

m' poda tltlk keordlnat eeotlraOS sebapl berfkut:
1. Lowl Pektrjnllll Reldnmnsl:
a ....• .' ~LS/LU I ....• ....' .....BT~
b. ....• LS/LU / ....•... .' .•..• aT;
c. ....• LS/LU I ....•....'....•aT;

IJnbamnl4. PenanggungJownb

Memberlknn persetuJuan pekerjnM Reldamnsl kepada:

1. Namn perusahnan ....•............•..
2. Bldang Usahn ...•..........•....•
3. Alamal .

PERTAMA

MEMIJTUSKAN:
Menelopknn KEPIJTUSAN OIREK1\JR JENOERAL PERHUBUNOAN LAUT

KEPAOA ...(NAMAPERUSAHAANI... UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAANREKLAMASIVANOBERLOKASI01 ...

10. Peraruran Menterl Perhubungan Nomor KM 30 Tnhun 2006
tentang Orpnlsasl dan Tata Kerja Olslrlk Nav1ga.l:

11. PeratUnln Menterl PerhubungM Nomor PM 122 Tahun 2018
tentang O,&nnls",,1 dan Tata Kerjn Kementertan Perhubungan
(BerlIn Negara Republlk Indonesln Tnhun 2018 Nomor 17561;

12. Peraturan Menlerl Perhubungnn Nomor PM ... Tahun ••.
tenmne Perlzlnan Bcrusnhn Berbn.l. Sektor Transponasl
(Berltn Neanra Republlk Indonesln Tnhun •.. Nomor •..1;

13. Peraluran Menterl Perhubungan Nomor PM ... Tahun ...
tentang Pengerukan dan Reklamnsl (Berlm Neanra RepubUk

Indonesln Tnhun •.. Nomor ...1;
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: Pemegnng persetujuan pekerjnnn Reklnmasl sebnsnJmnnn
dlmnksud dalam Dlktum PERTI\MAdlwajlbkan:
a. menaau ketenruan peraturnn perundnng·undangon dl

bldang pelaynrnn dan ketestertan Iln&kunFn;

b. membnyar Penerimaan Hegnra Bukan Pajak nlas
persetujuan pekerjonn Reklamnsl aesuBl dengan ketenruan
perntumn perundang·undan&an;

c. memnsans lando beserta rnmbu navtgUl yang dapat
dUlhal dengon jelns balk slanS maupun malnm hart dan
berkoordinasl denFn Dlstrik Havt&nsl setempat selama
pelnksnnann pekerjnan Reklnmn'l;

d. b<!rtanggungJnwab sepenuhnyn ntns seluruh dampok yang

dlUmbulkan dort pekerJaan Reklamasl yans dllokuknn;
e. melaporkan pekerjnan Rek1nmnsl ,etlap bulan kepodn

Dlrektur JenderoJ Perhubungan LnUI dengan dlketahu!
oleh Penyelenggara Pelnbuhan dan/atnu Syahbnndar
seternpat:

f. mcnyernhknn hak penselolann Inhan hasl! pekerjoon
Reklamnsl kepoda PenyeJenggo.ra Pelnbuhan podo sanl
pekerjnnn Reklnmasl aelesal dll4ksnnaknn;

S. menyernhknn seluns .5% (Uma persen) dnrl 101,aI luns lahan
hnsll pekerjaan Reklamasl kepada Penyelenggnra
Pelabuhan yang dlgunnknn untuk keplan pemertntah dl
btdang kepelnbuhanan; dan

: (Dala Pelaksnna Keglnlnn)

: Persetujuan pekerjnnn Reklnmosl sebn&nlmann dimaksud
dalam Dlkrum PERTAMA untuk kepenUngan sendlrl dan

dUnrnns untuk dlperdngnn&knn.
dlallhknn/dlplndnhtnngonknn kepada plhak Ialn dalam
bentuk npopun.

I I

KEEMPI\T

KE1'IOI\

KEDUI\
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KESEMBItJ.N : Olrektur JendernJ ~rhubungon Lout melnksannknn
pembtnaan don pengawasan rerhedop keputusnn Inl.

KEOELAPAN : Persetujuan pekeljnnn RekJomasl sebagatmano dlmaksud
dnlam Olktum PERTAMAberlaku selama ..... 1..... 1 tahun
sepanJang pemegnn; perse tuJunn pekeljonn reklamest lklak
melnnggar ketentuan dolnm Kepmusan Inl.

: ~ngnwasnn terhodap pelaksnnlUln pekeljoan Reklamasl

sebagalmnnn d1mnksud dnlnm Olktum PERT~tA dUakuknn
oleh KIlntor ~nyelensgnra Pelabuhnn ... dan Kepala Ol.trtk
NBYtgn.sl setempat.

KETWUH

: ~rsetuJuan pekeljnan Reklamnsl dapat dlcabut apablla

pemegnng pe rseluJuan melan&gnr ketenruan sebagnlmnno
dlmaksud dalnm Olktum PERTAMAdan lIdak melnksnnakan
kewnJlban aebagnlmnna dlmoksud dalam Olktum KEnOA
Keputusnn lnl serta kerentuan peraruran perundang­
undangan dl bldnng pelayarnn,

KEEN~I

: ~rseluJuan pekeljaan Reklamasl hAnya dldasnrknn podo
kepenllnsan keselnmntan dan kenmnnnn pelnyarnn, sehlngga
hal-hnl dI luar tersebut agar dlselesolknn oleh pemegnng
persetujuan pekeljnan RekJomasl den&an tnstans! terkalt.

KEUMA

h. memuID.lpekeljnnn Reklnmnsl pnIIn; InmLI3 Illgnl bulan
seJak perse tuJunn pekeljoan Reklnmnsldlterbltkan,
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SALINANKeputusnn Inl dlsampnlknn kepada:
1. Menler! Koordlnntor Bldllng Perekonomtan;
2. Menler! Koomlnntor BldIIng KemnrlUmnn don Investast;

3. Menler! Kelnutnn don Per!knnan;
4. Menler! Badnn Usahn MIlIkNeenn>:
~. Menler! Dnlnm Neger!;
O. Menler! Agrnrtn dan Tala Runng;

7. Seleretnrls Jendeml Kementer!nn Perhubungnn:
8. Inspektur Jendernl Komenler!nn Perhubungan;
9. DI~ktur Jendernl Perhubungnn LoUI;

10. Sekrelnrls Dlrektoml Jendeml Perhubungan LoUI;

II. DI~ktur Kepelnbuhannn;
12. Oubemur :
13. BupaU/WnIIkolo:
14. Kepala Kanlor Penyelenmnrn Pelobuhnn .... :

I~. Kepala Dlstr!k Navtgnsl ...;
10. Dl~ksl ...INama Perusahann) ...

NAMALENOKAP

Dltetnpknn dl Jakarta

Pndn tnnmnl
DIREKTVRJENDERAL
PERHUBUNOANLAvr

KESEPULUH : Keputusan Inl mulnl berlnku sejnk tnnagni dltetopknn.
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Oengon honnot disnrnpnlkon bnhwa berdasarknn Paso! "" oyot""
PeralUmn Menten Perhubungon Nomor PM." Tahun '" tentong Pengerukon
don Rek1nmasl, bersomn Inl Komi ." men&oJuknn pennohonon untuk
memperoleh persetujuan pekerjnon Reklnmnsl yang berlokosl dl doIam Doerah

Ungkungon Kerjll don D<I.erohUnskungon Kepentlngnn Pelabuhnn ." pod"
poolsl koordlnnt KOOgrollssebn&oJ berlkut:
1....•.. .' ..... ·l.U/LS I ....· ....' ....•BT~
2. ".' ".' ""." LUlLS I",,' ",,'",,'BT;
3. ".' ".' ""." LUlLS I".: ".,'."."BT;
4. ,,: ",' ." •." LUlLS I".: ".,'."."BT.
S. Dst".

Mnksud dan tUJuon pekerjnnn reklamas! terse but yattu:
I. Mnksud "".,,""""
2. TuJunn """""""".

OenflOn totol luos pekerjann Reklnmasl""" Hn

Sehubungan dengon hal-hal terse but dl otas, bersorno lnl dlsampolknn
kelengkopon persyorotan teknl. sebagolmano chccklisr terlamplr.

..................

YLh, Dlrektur JenderoJ Perhubungon Lout
dl

Pennohonon PersetuJuon
Pekerjoon Reklornosl oleh ".

Lokosl, Tansgnl/Bulon/TohunNomor

Kloslnkasl

l.omplron
Perthol

KOP SURAT INSTANSI

COntoh 24

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI YANO
SUMBER DANANYA BERASAL DARI ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

NEOARA
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Tembusan:

1. Menteri Perhubunenn:
2. Sekretar1s D1rektorllt Jendernl Perhubungnn Lout;
3. Dlrektur Kepelnbuhannn:
4. Kepnla Dlslrik Novlaaol setempat.

Nama Lengknp
PnnSkat/Ool

NIP. """"" .. "" .. "" .."" .. ".

Keprua Kantor PenyeJenggarn Pelabuhnn

Oemlldnn dlsampnlkan ntas perhnllannyn. dlucnpkan terima kaolh.
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I.Dasar Pelaksanaan:

a, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor64. Tarnbahan Lembaran
Negara RepubUkIndonesia Nomor -f849);

b. Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara RepubUk Indonesia Tabun 2020 Nomor 245. Tarnbaban
Lembaran Negara RepubUkIndonesia Nomor6573);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 6J Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

(Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2009 Nomor 151.

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64

Tahun 2015 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintab Nomor 61
Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RepubUk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
RepubUkIndonesia Nomor5731);

d. Peraruran Pemerintab Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenal1igasian

(Lembaran Negara RepubUkIndonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor5093);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 202 I tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara RepubUk
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15. Tarnbahan Lembaran Negara RepubUk
Indonesia Nomor66 I7);

I, Peraruran Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang PenyeJenggaraan

Bidang Pelayaran (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2021

Nomor 41, Tarnbaban Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor
6643);

Pada hari ....• tanggal ... bulan ... tahun ... (..-..-..) telah dilakukan kegtatan
peninjauan Iapangan rencana pekerjaan reklamasi ... oleh ... yang berlokasi di

Contoh 25

BERITAACARA
PENlNJAUAN LAPANOANTIM TEKNIS TERPADU

PERMOHONANPERSETUJUAN PEKERJAANREKLAMASI YANOSUMBER
DANANYABERASAL DARI ANOOARANPENDAPATANDAN BELANJA NEOARA

OLEH ... 01 ...
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(pew Iokasl pekerJnnn reklamJOsldan poslsl keordlnet terlamplr)

b...... : dst
B.. ......

lll. Hasll vertRkasl Dnta
S<!telnh dllnkuknn penlnJnuan lapangnn. makn dklnpotknn hosU sebllgal
berikut:

II. Mnksud dan TUJu:.n:
I. Maksud dart penlnJnuan Inpangnn ndalnh dnlJOrn rangko \'eriRkasl

koordlnat geogrnRs dan data teknls terknlt lokasl rencana pekerJnnn

reklnmas ..
2. TUJunn dart penlnjau,," I"pangan adruJOhsebnglll pemenuhan salnh saru

kelengkapon persyaraton pengnJuan permohonan persetuJuan pekerjnnn
reklamas l,

l, PenlnjaUJOnlapangan dlhndlrt oleh:
I. WakUdart Biro Hukum S<!kretarlot Jenderal:
2. Wakll dart Dlrektorat Kepelobuhannn;

3. WnkUdart Baalan Hukum dnn KSLN:
4. WakU dart Penyelenggnrn Pelobuhon setempot:

:5. Wakll dnri Dlstrtk Na"lansl setempat;
O. Wakll dart (Nama Perusahaan],

a. Peratumn Menteri Perhubunaan Nomor PM 122 Tnhun 2018 ten lana

Orgo.nJsasl dan Tat" KerJ" Kernenterian Perhubungru. (B<>rtwNeg..m
RepubUk Indoneslll Tahun 20 18 Nomor 17:56):

h. Peratumn Menteri Perhubungru. Nomor PM ... Tahun ... tentJOna
Perlztnan Berusaho BerbJOsls sekter TmnsportJOsl (Bertw Negara
RepubUk IndonesIa TJOhun... Nomor ...);

I. Peraruran Menteri Perhubungnn Nomor PM ... Tahun ... tenlnng
Penaeruknn dan ReklJOmnSI(Berttn Neanrn RepubUk Indonesia TJOhun ...
Nomor ...);

J. Sumt fJ"ootnn pemohon) (Nnmn Perusahaan] Nomor..... t"nggnl .....
perthru permlntaan penlnjounn lapangan oleh tim teknls terpadu:

k. Sumt TUg ;
I. Sumt TUgas : dot.
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Nama Lengkap
Pangka./Gol

NIP..•...............................

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN ...

, tanda tangan)4 dSI.

( tanda tangan)3 .

, tanda tangan)2 •..........................................

, tanda tangan)
YangMenandatanganl:
1 •........................................•.

V. Penutup
Demikian Berita Arora peninjauan lapangan In! dlbuat dengan sebenamya
sebagai salah satu kelengkapan persyaratan pennohonan persetujuan
pekerjaan reklamasl untuk dlpergunakan sebagaimana mestinya.

3 ; dst

1..•.......•
2 .

IV. Kesimpu!andan Saran
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melenaJcapl kekuranaon persyarntan dtmaksud guno pro... leblh lnnjut don
apablla dalam jangka waktu yong dltenrukan Udn!< menyompolknn

dat.a/dokumen tersebut, mako berkas permohonan nkan d1kemballknn kepada
pemohon. Selnnjutnyo opabllo Saudara moalh tetop berkelnglnan untuk
melnksD.naknn pekerjaM reklnma.l mnka horus mengajukon pennohonan
baru dengM melengkopl penoynmtan ... unl dengan Peraturon Mentert
Perhubunaan Nomor PM... Tahun ... tentana Pengerukan dan Reklamaal.

dSL

Sehubungnn dengen hal dl aLaS, kepada Saudara dlbertknn janal<a
wnktu paling lama :! (lImn) hart keljo .. jnk dltandatnnganl aumt Inl untuk

2.

3.

4.

MenlndnklanjuU surat Saudnra Nomor ... tMggoi ... perthal Pennohonan
Persetujunn Pekeljaan Reklomasl oleh ... dengan Inl dlsampatkan bohwn
s.telnh d1lnkuknn penelluan dan evnluaal terhadap dokumen yMg Saudam
snmpalkan berdns",knn Pemturon Pemertntoh Nomor :! Tohun 2010 tentang
Kenavlgaslnn dan Peratumn Mentert Perhubungan Nomor PM ... Tnhun ...
tentnng Pengerukon dan Reklomasl. temyata maslh terdopal kekurongan

data/dokumen yang horus dtpenuht .. bngal bertkut:
t. . J

Yth. KepnlnKantor Penyelenggnra Pelabuhon
dl

Persyoraton Terhndap
Pekeljaan Reklarnasl dl ...

KelengkopanKekurongnn

Lokosl, TMuoi/Bulan/TohunNomor

Kloslftknsl

Lomplron
Perthol

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNOAN LAUT

COntoh26

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANOAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETWUAN PEKERJMN REKlJ\MASI YANO SUMBER DANANYA BERASAL

DARI ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEOARA
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Tembusan:

I. Seleretarts DiTektoratJenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. KepalaDistrik Navigasi setempat.

Nama J..engkap
Pangkat/Ool

NIP .

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Demildan d1sampaikan, atas perhatlannya diucapkan terima kasih
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S. dst.
4 ,

.................. ,
2 .
3.

Menlndnl<lnnJuti sumt Kepnia Kantor Penyelenggnrn Pelnbuhnn Nomor ...
trulggnJ ... perthnl Kekurnngnn Kelengknpnn Persyarnto.n PetsetuJunn Pekerjao.n
RekJnmnsl... dengo.n Ini dl.nmpalkan pemenuhnn kelengknpnn persynrntan
PersetuJunn Pekerjann Reldnmo.sl sebagal ber1kut:

1. . t

" "

yth. Dltektur Jendernl Perhubunllnn l.4ut

dJ

Permohonnn PersetuJunn
Pekerjnnn Reklrunosl dl ...

Kelen.g.knpnn
Terhndap

Pemenuhnn
Persynrnton

Lokn.l. Tnnunl/Bulon/TnhunNomor

Kla.lflknsl

Lnmpltnn
Perthnl

KOP SURAT INSTANSI

Contoh 27

SURAT PEMENUHAN KEKURANOAN KELENOKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKl.AMASI YANO SUMBER

DANANYA BERASAL DARI ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELi\NJA NEOARA
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catatan:
, DUengkapidengan tandatangan dan stempel perusahaan
,.. YangmenandatanganJ yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian

perusahaan beserta perubahannya.

Tembusan:
I. Sekretaris Direktorat .renderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik NavigasJsetempat,

Nama LenRkap
Pangkat/GolNIP. .. .

Kepala Kantor PenyelenggamPelabuhan

Demiktan dtsampalkan, atas perhatlan diucapkan terima kasih,
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MengJngnt: I. Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2008 tonlong Peloyamn
(Lembnran Negnm RepubUk IndonesIa Tahun 2008 Nomor 64,

Tambahon Lembnrnn Negam Republlk IndonesIa Nomor

48491;

Menlmbona: a. bahwa berdosarknn Pasal ... Pemturan Menterl Perhubunann

Nomor PM ... Tahun ... tentanll Penaerukrul dan Reklomosl.
persetuJunn pekerJaan Reklomasl dlbeMkan oleh MenteM;

b. bahwa dalam ranllko ...• ... berencana okan melokukon

pekerJ"on reklomasl yang berlokosl dl ... :
c. bohwn berdasnrkan hnsll peneUtian terhadap aspek

kenmanan dan keselamatan pelnyaron. teknl./konstruksl
dan kelestartan IIngkungnn. permohonnn persetujuan
pekerjonn reklom"sl oleh ... leloh memenuhl persyaratnn;

d. bahwa berdasarknn pertJmbnngnn sebngnlmona dlmnksud
dalnm huruf e, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputuson Olrektur Jenderal Perhubungnn Laut ten tong
PersetuJunn Kepndn ... Untuk Meloksonakon PekerJ40n
Reklomasl Yang Berloknsl dl ... ;

OIREKTUR JENOERAL PERHUBUNOAN !.AUT,

TENTANO

PERSETUJUAN KEPAOA •.• UNTUK ME!.AKSANAKAN PEKERJAAN REK!.AMASI

YANO BERLOKASI 01 •••

KEPUTUSAN OIREKTUR JENOERAL PERHUBUNOAN !.AUT

NOMOR : •••....•..•...••....••....••....•..•....•....••....•••

KOP OIREKTUR JENOERAL PERHUBUNOAN !.AUT

PERSETWUAN PEKERJAAN REKU\MASI YANO SUMBER OANANYA BERASAL
OARI ANOOARAN PENOAPATAN DAN BELANJA NEOARA

Contoh 28
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang ""rlindungan
dan Pengelelaan Llngkungan Hidup [Lembaran Negan

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kelja
[Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tabun 2009 tentang
Kepelabuhanan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor lSI, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pernertntah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran

Negara RepubUk Indonesia Tahun 2015 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5731);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Kenavigaslan [Lembaran Negara Republik IndonesIa Tahun
2010 Nomor 8, Tambahan Lernbaran Negara Republik
indonesia Nomor 5093);

6. Peraturan Pernertntah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Ungkungan Marltim [LernbaranNegara RepubUk
Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran

Negara RepubUk Indonesia Nomor 5109);
7. Peraruran Peme.rintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin

Llngkungan [Lembaran Negara RepubUk Indones.ia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepubUk
Indonesia Nomor 5285);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 te.ntang
Penyelenggaraan Pertzinan Berusaha Berbasis Resiko
[Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2021 Nomor IS,
Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor
6617);

9. Peraturan Pemertntah Nomor 31 Tahun 2021 ten tang
Penyelenggaraan Bldang Pelayaran [Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 6643);
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Bendern
2. Pernlntan pekerjaan Reklamnsl yona akan dlgunakan:

I~~·INnmn Jenls Kapasltas Unit

e. dot.
• LS/LU / ....•... .' ..... 8T;d.

Untuk melaksannkan pekerjaan Reklnmasl ... dengnn desatn
kedaJamnn ... m LWS total volume pekerjann Reklnmnsl :t •.•

m' pada uuk keordlnat geogrnfls sebagaJ berlkul:
I. Lokasl Pekerjann RekJamnsl:

n.....•... .' ....• LS/LU / ....•... .' 8T;
b.....•........• LS/LU / ....•... .' 8T;
e.....•........• LS/LU / ....•... .' ." 8T;

(Jnbatan)
2. Alnmllt
3. PennnggungJawnb

Memberlkan persetuJunn pekerjann Reklamnsl kepada:
1. Noma InslAnsl ..

PERTAMA

MEtAKSANAKANPEKERJMN REKtAMASI YANOBERLOKASI
01 ...

UNTUKKEPAOAPERSETUJUANTENTANO

MEMIJTUSKAN:
Menelnpkan KEPIJTUSAN OIREKTUR JENOERAl. PERHUBUNOAN tAUT

10. Pernturnn Menlerl Perhubunann Nomor KM 30 Tnhun 2000
lentans Orsnnlsnsl dan TOln Kerjn Ol.lrlk Nnvtgasl;

II. Pernturnn Menlerl Perhubunsnn Nomor PM 122 Tnhun 2018
lentans Orsnnl5Osl dan Tnla Kerjn Kemenlerlnn Perhubunsnn
(Berlla Negarn Republlk Indonesia Tahun 2018 Nomor 17:10):

12. Pernturnn Menterl Perhubungan Nomor PM ... Tnhun .•.
len tang Perlzinnn Bcru50ha Berbasls Seklor Trnnsportns!
(Berlin Neanrn Republlk Indonesln Tnhun ..• Nomor ..•):

13.Pernturnn Menlerl Perhubunsnn Nomor PM ..• Tnhun •..
len tang Pengerukan dan Reklamasl (Berlin Negnrn Republlk

Indonesln Tnhun ..• Nomor ..•);
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: Persetujuan pekerjaan Reklarnasi hanya elidasarkan pada
kepentlngan keseJamatan dan keamanan peiayaran, sehingga
hal-hal eli luar tersebut agar eliselesaikan oleh pemegang

persetujuan pekerjaan rekJamasi dengan instansi terkait.

: Pemegang persetujuan pekerjaan Reldamasl sebagaunana
dimaksud dalam Diktum PERTAMAdlwajlbkan:
a. menaatl ketentuan peraturan perundang-undangan eli

bidang pelayaran dan kelestartan Ilngkungan;
b. selama pelaksanaan pekerjaan reklamasi mernasang

tanda-tanda besena rambu-rambu navtgasi yang dapat
dilihat dengan jelas balk slang maupun malam hart dan
berkoorelinasidengan Distrik Navigasi setempar;

c. membayar Penertmaan Negara Bukan Pajak alas
persetujuan pekerjaan Reklamasi sesuai dengan ketenruan
peraturan perundang-undangan;

d. benanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang
elitimbulkan dari pekerjaan rekiamasl yang dilakukan;

e. meiaporkan pekerjaan reklamasi seuap bulan kepada
Direkrur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan
Kepala Kantor Penyelengga'" Pelabuhan dan Kepala

Distrik Navigaslsetempat; dan
r. memulai pekerjaan reklamasi paling lama 3 (tlga) bulan

sejak Persetujuan Pekerjaan Reldamasl eliterbitkan.

: IData Pelaksana Keglalan)

: Persetujuan pekerjaan Reklamas.1 sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMAuntuk kepentingan senelirl dan
dilarang unruk dlperdagangkan,
dlallhkan/dlplndahtangankan kepada plhak lain dalam
bentuk apapun.

2.

3.

4. I
5. dst.

KEUMA

KEEMPAT

KETlQA

KEDUA
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KESEMBILAN: Dlrektur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap keputusan Inl.

KEDELAPAN : PerseruJuan pekerjaan reklamasl sebagalmana dlmaksud
dalam Diktum PERTAMAberlaku seJama •.... (....., tahun

sepanJang pemegang perseruJuan pekerjaan reklamast ,ldak

melanggar ketentuan dalarn Kepurusan tnt.

: Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan reklamasl

sebagaimana dimaksud dalam Dllaum PERTAMAdilakukan
oleh KepaJa Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dan Kepala
Distrik Navigaslsetempat.

KETUJUH

: PerseruJuan pekerjaan reklamast dapat dleabut apabtla

pemegang perseruJuan pekerjaan reklamasl melanggar

ketenruan sebagalmana dlmaksud daJam Dlkrum PERTAMA

dan tldak melaksanakan kewaJiban sebagalmana dlmaksud

dalam Dllaum KETlQA Keputusan Inl serta ketentuan

peraruran perundang-undangan dl bidang pelayaran.

KEENAM
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SALINANKepurusan Inl dlsampaikan kepada:
1.~fenteri Koordinator Bidang Perekonomlan;
2.Menter! Koordlnator Bidang Kemaritiman dan tnvestast;
3.Menter! Kelautan dan Pertkanan;

4.Menter! Badan UsahaMiUkNegara;
5. Menter! Oalam Negeri;
6.Menter! Agraria danTata Ruang;
7. PangUmaTentara Naslonal Indonesia;
8. Kepala Kepolislan Negara Republik Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspekrur Jenderal Kementerian Perhubungan;
1 L Oirektur Jenderal Perhubungan Laut;

12.Sekretarts D1rekroratJenderal Perhubungan Laut;

13.Oirektur Kepelabuhanan;
14.Gubemur ;
15. Bupati/Walikota;
16.Kepala Kantor Penyelenggarn Pelabuhan .... ;
17. Kepala Oistrtk NavigasL.;
18. Oireksl ...(Nama Perusahaan) ....

NAMALENGKAP

KESEPULUH : Keputusan Ini muJai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hart terdapat kesalahan akan dilakukan

perbalkan sebagatmana mestinya.

Oitetapkan dl Jakarta

Pada tangga!

OIREKTUR JENOERAL

PERHUBUNGAN tAUT
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:I. O.t ...
Mnksud dan tujuan pekerjann reklnmasl tersebut dl ata. Ildnlnh :

I. Maksud .

2. TuJunn .
Oengnn totnlluns pekerjnan r.klamn.I Hn
Sehubungnn dengnn hal-hal tersebut dl atas, bersamn Inl dlsampn1knn

kelengkopnn persynrntan toknl. sebngnlmnnn checklist terlamplr.

4 ....•.. : .....• LUlLS I .' ....•B'T.

Oengnn honnat dlsnmpnlknn bahwe berdasarknn Pnsnl .... ..yo!....
~rnturnn Mentert Perhubungnn Nomor PM•... Tnhun ..... t.ntnng ~ngeruknn
dan/otou R.klnmnsl, bersnma Inl Koml (Nama Perusahaan] mengoJuknn
pennohonnn untuk mempercleh PersetuJuan Pek.rjann R.kln.mnsl yang
berlokn.1 dl Wllnynh ~raIrnn Tennlnnl Khusu..... padn poolsl koordinat
geogrnlI. sebngnl berlkut :

I. ...•..: .....•LUlLS I .' BT:
2 ....•.. : LUlLS I ....•....' BT:
3 ....••. .' LUlLS I .' BT:

..................

Yth. Olrektur .rendernl ~rhubunglln Lout
dl

~nnohonnn ~rs.tuJulln
~k.rjnnn Rekln.mnsl oleh
...(Nama ~rusnhannl ...

Loknsl, TnnBinl/Buhm/TnhunNomor

KlaslflkMI

Lamptran

~rthnl

KOP SURAT PERUSAHMN

COntoh 29

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJMN REKLAMASI 01 WIl.AYAH
PERAIRAN TERMINAL KHUSUS .•.•
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Catatan :

,. DUengkapidengan tandatangan dan stempel perusahaan;

:.> Pemilik peketjaan reklamasi yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan
reklamasi.

Tembusan:

I. Menteri Perhubungan;
2. Sekretarts Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. KepalaKantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
5. KepalaDlstrik Navigasisetempat.

Nama Lengkap
Jabatan

(NAMA PERUSAHAANI

Demildan d1sampaikan atas perhatlannya, diucapkan terima kasih.
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I. Dour Pelaksanaan :

a. Undanll"undang Nomor 17 Tahun 2008 len tang Peloyaran [Lembarnn
Neg",n Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 6'1. Tnmbahan Lembaran
Neallro RepubUk Indonesia Nomor 4849);

b. Peraturan Pemerlntoh Nomor 0 I Tahun 2009 ten tong Kepeiabuhnnan
[tembaran Nellllra Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor ISI,
Tombohon Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor S070)
sebaalllmana tetah dJubah dengan Pernturan Pemerlnltlh Nomor 6'1

Tohun 20lS lentanll Perubahnn alas Pemturan Pemerlntah Nomor 01
Tohun 2009 ten tang Kepelabuhanan [Lembaran Negom Republlk
Indonesia Tohun 20lS Nomor 193, TomOOhan Lembnran Negom
RepubUk Indonesia Nomor S73I):

c. Peraturan Pemerlntah Nomor S Tohun 20 I0 ten lana Kenav1goslan
(Lembarnn Negara Republlk Indonesln Tohun 20 10 Nomor 8. Tambahan
Lembamn NOJInraRepubllk Indonesia Nomor :1093):

d. Peraturan Pemerlntoh Nomor S Tahun 2021 tentang Penyelen"aman

Perl%!non Berusoho BerOOsls Reslko (Lembamn Negnm Republlk
Indonesia Tahun 2021 Nomor IS, Tnmbahon temberan Nega", RepubUk
Indonesia Nomor 00 17);

e. Peraturan Pemerlntah Nomor 31 Tahun 2021 ten tons Penyelenllllaman
Bldang Peloyaran (Lembarnn Negarn Republlk Indonesia Tnhun 2021
Nomor "I. Tnmbahan Lembnran Negnra RepubUk Indonesln Nomor
0043);

r. Peraturan Menterl Perhubun.gon Nomor PM 89 Tahun 2018 tenlans

Norma. Stnndar, Prosedur. dan Krlterta Perl%lnan Berusoha Terlntegrasl
Secora Elektronllc Soktor Perhubungan dJ Bldong LeUl (Berlto Negara
Republlk Indonesia Tahun 20 18 Nomor I33S);

Pada hilt! ....• tan"ol ...... bulan ..... tahun ..... (........ ) teloh dU"kukAn
keglAtnn penlnJouan lopangan rencana pekerjnan reklnmnsl dJ w1laynh
peralran termlnal khusus ..... oleh ....... yanll berloknsl dl .....

Contoh 30

BERITAACARA
PENINJAUANLAPANOANTIMTEKNIS TERPAoU

PERMOHONANPERSE'TWUAN PEKERJMN REKl.AMASI01 WILAYAH
PERAIRANTERMINAl. KHUSUS.....

OLEH 01 .
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3 ; dst

2 .

V. KesimpuJandan Saran

1. .........•

b ; dst
(peta lokasi pekerjaan reklamasi dan posisi koordinat terlampir)

a ;

IV. Hasll Venftkasi Data
Setelah diIakukan penlnjauan lapangan, maka didapatkan hasU sebagai

berikut:

Ill. Maksud dan Tujuan :
I. Maksud dan penlnjauan lapangan adalah dalam mngka vertftkast

koordlnat geografis dan data teknls terkait lokasl rencana peketjaan
reklamasl.

2. Tujuan dan peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu
kelengkapan persyaratan pengajuan pennohonan persetujuan pekerjaan
reklamasl,

D. Penlnjauan lapangan dihadiri oleh :
1. WaldJ dan Biro Hulrum Sekretariat Jenderal;
2. WaldJ dan Direktorat Kepelabuhanan;

3. WaldJ dan Bagian Hulrum dan KSLN;
4. WaldJ dan P"nyelenggam Pelabuhan setempat;
5. WaldJ dan Distrik Navlgaslsetempat;
6. WaldJ dan (Nama Perusahaan).

g. Peraturan Menten Perhubungan Nomor PM...... Tahun tentang

P"ngerukan danj'atau ReklamasI;

h. Sumt lJabatan pemohon) (Nama Perusahaan] Nomor..... tanggaI .....

perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
I. Sumt Tugas ;
j. Sumt Tugas ; dst,
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Nama Lengknp
Pangkal/Ool

NIP•••....•••....••••.••••.••••..•.••

MengelMul,
KEPALA KANTOR PENYELENOOARA PELABUHAN

(lando tangan]4 dot.

( lando langan)3 .

( lando langan)2 ....................•......................

( Inndn lanaan)

Yang Menandolanganl :
I .

VI. Penutup
Oemlklan Berlta Acara peninJauon Inpangan Inl dlbua; dengM sebenamya

sebognl saInh satu keleng!<apan persyaralAn permohonan persetujuan
pekerjnan reklamaol untuk dlpe<iUnakan sebognimana mesUnya.
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4. dst,

Sehubungan dengan hal eli atas, kepada Saudara eliberikan jangka
waktu paling lama 5 (lima) hart kerja sejak elitandatanganl surat ini untuk
melengkapf kekurangan persyaratan dimaksud guna proses leblh lanjut dan
apabUa dalam jangka waktu yang ditentukan tfdak menyampaikan
datajdokumen tersebut. maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada

3 ,

1. . ,

2 .

MenindakJanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan
Persetujuan Pekerjaan Reklamasi oleh ...{Nama Perusahaanl ..., dengan in!

elisampaikan bahwa setelah elilalrukan penelitlan dan evaluasi terhadap
dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Pemturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM .... Tahun ..... tentang Pengerukan dan/ atau Reldamasf, temyata
maslh rerdapat kekurangan data/dokumen yang harus elipenuhi sebagaf
berilrut :

eli

Yth. (Jabatan Pemohon)
(Nama Perusahaan)

Persyaratan Terhadap
Pennohonan Persetujuan
Pekerjaan RekJamasf oleh
...(Nama Perusahaan] ...

KelengkapanKelrurnngan

Klasffikasi
Lampiran

Perihal

Lokasf,Tanggal/Bulan/TahunNomor
KOPSURATOIREKTORAT JENOERAL PERHUBUNOAN !.AUT

Contoh 31

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANOAN KELENOKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONANPERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASJOJWlLAYAH

PERAIRANTERMINAL KHUSUS.•
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Tembusan:
1. Sekretarb OIrektomt Jenderlll ~rhubunllan taut:
2. Dlrektur K<p<!lobuhanan:
3. Kepala Kantor ~nyelenllllaraan Pelabuhon serempat;

4. Kepala Dlstrtk Navlgasl setempar;

Nama lA!n&kap
NIP.••.•..••....••..•••••...••..•.•••

pemohon, SelanJutnyn npablla Snudarn mnslh tetop berkelnglnon untuk
melaksnnnknn pekerjaon reklamnsl mnka hnrus mengaJukan permohonan
baru dengan melengkapl persyarntan sesual dengan ~mtumn Menter!
~rhubungon Nomor PM .... Tnhun ..... tontong ~ngeruknn donI atau
Reklamo.l.

Demlklan dlsampoikan. Oto. perhouannyn dJucapknn terlma kaslh
Dlrektur Jenderlll ~rhubungan taut
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5. dst,

MenindakJanjuti surat Olrektur Jenderal Perhubungan Lout Nomor ...
tanggai ... perthal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Pekerjaan

Rekiamasi ...(Nama Perusahaan).... dengan lni elisampaikan pemenuhan
kelengkapan persyaratan Persetujuan Pekerjaan rekJamasl sebagat berlkut :
1..................••
2 ~

3....................•

4...................•

eli

Yth, Olrektur Jenderal Perhubungan Lout

Pekerjaan Rekiamasi oleh
...(Nama Perusahaan] ...

Persyaratan
Pennohonan

Kelengkapan
Terhadap

Persetujuan

Pemenuhan

Klaslfikasl

Lamplran
Perlhal

Lokasl, Tanggal/Bulan/TahunNornor

KOPSURATPERUSAHAAN

Contoh 32

SUR"'T PEMENUHAN KEKURANOANKELENOKAPANPERSYARATAN
PERMOHONANPERSETUJUANPEKERJAAN REKLAMASI OJ WILAYAH

PERAIRANTERMINAL KHUSUS...
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Cattllan:
,. DUenl1.knpldengo.n landatnngnn don stempel perusohnon

,. Yang menondnlongnnl ynltu pemohon yana tereanrum dalam aktn pendlrinn
perusahaan beserta perubahonnyn.

Tembusan:

I. Sek re laris Dtrektornt Jenderal !'erhubungnn Laut
2. Dlreklur Kepelabuhnnan;
3. Kepaln Konlor !'enyelenUMa !'elo.buhnn aetempat;

4. Kepala Dlolrtk Novla"ol setempat.

NamA 1&npkoo
Jobatnn

Oemlldnn dtsampntkan, ,Uno perhauannya dlucnpknn lerima knolh.

tNAMA PERUSAHAAN)
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Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menter!

Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan
dan/atau Reklamast, persetujuan pekerjaan reklamasi
dlben1mnoleh Menter!;

b. bahwa dalam rangka ...•... (Nama Perusahaan) ... bereneana
akan melakukan pekerjaan reklamasi yang berlokasi dl
wiJayahperairan terminal khusus ...;

c. bahwa berdasarkan hastl penelitian terhadap aspek
keamanan dan keseJamatan peJayaran. teknis/konstruksi

dan kelesrartan Ungkungan, permohooan persetujuan
pekerjaan reklamast oleh ...(Nama Perusahaan)... telah
memenuhi persyaratan:

d. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud
dalam huruf a, hum! b. dan huruf c. perlu menetapkan
Keputusan Oirektur Jenderal Perhubungan Laut tentang
Persetujuan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Unruk
MeJaksanakan Pekerjaan reklamasi yang berlokasi dl

WUayahPerairan Tenninal Khusus ...;
Mengingat: I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang PeJayaran

(Lembaran NegaraRepubUkIndonesia Tahun 2008 Nomor64.

DlREKTUR JENDERAL PERHUBUNOANLAUT.

PERSETUJUANKEPAOA ...(NAMA PERUSAHAAN)...

UNTUKMELAKSANAKAN PEKERJAANREKLAlIIASI 01W1LAYAHPERAIRAN

TERMINAL KHUSUS .

TENTANO

KEPUTUSANKOP OIREKTURJENOERAL PERHUBUNOANLAUT

NOMOR: .....................•........................•.......

KOP OIREKTURJENOERAL PERHUBUNOANLAUT

PERSETUJUANPEKERJAANREKLAMASI 01W1LAYAHPERAIRANTERMINAL
KHUSUS...

Contoh 33
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Tambahan Lembnrnn Negnrn RepubUk Indonesia Nomor
4849);

2. Undong·Undang Nomor 32 Tnhun 2009 len lang Perllndungnn
dan Penaelolnnn Ungkung= Hldup ILembnrnn Negnrn
Republlk Indonesln Tnhun 2009 Nomor 140. Tnmbnhnn
Lembnron Negnra RepubUk Indonesia Nomor :50:59);

3. Undnng·Undnng Nomor I I Tnhun 2020 lenlong Clpln Kerjn
[Lembarnn Negnrn Republlk Indonesia Tnhun 2020 Nomor
24:5, Tambahnn Lembnran Negara RepubUk Indone.1n Nomor
6:573);

4. Pernturan Pemerlntnh Nomor 61 Tnhun 2009 It,nlQllg
KepelnbuhanQll [Lembarnn Negara Republlk tndonesta Tnhun
2009 Nomor 1:51. Tnmbahnn Lembaran Negnra Republlk
Indonesln Nomor :5070) sebogolmnnll telah dluboh dengan
Pemtumn Pemerlnlnh Nomor 64 Tnhun 20 1:5 [Lembaran
Negnrn Republlk Indonesln Tnhun 20 1:5 Nomor 193.
Tambahnn Lembnran Negora Republlk Indonesia Nomor

:5731);
:5. Pemtumn Pemerlntnh Nomor :5 Tnhun 2010 lenlnng

Kenavlgnslnn ILembnrnn Negora RepubUk tndenestn Tahun
2010 Nomor B. Tnmbahnn Lembornn Negnra Republlk
Indoneslll Nomor :5093);

6. Pemtumn Pemertntah Nomor 20 Tnhun 2010 lenlang
AngkutQll dl Peralran ILembnr= Negarll Republlk Indonesln
Tnhun 2010 Nomor 26. Tnmbahnn Lembnron Negora

RepubUk Indonesta Nomor :510B,. sebogalmnnn telah dl ubah
dengan Peraturnn Pemerinlnh Nomor 22 Tahun 20 II
(Lembnran Negnra Republlk Indonesln Tahun 20 II Nomor 43.
Tnmbohnn Lembnrnn Negarn RepubUk tndenesta Nomor
:5208);

7. Pernturnn Pemerlntnh Nomor 21 Tnhun 2010 tentang
Perllndunsnn Llngkunsnn Marilim ILembru-nn Negorn
Republlk Indonesia Tnhun 2010 Nomor 27, Tnmbahnn

Lemboran Negnrn RepubUk Indonesia Nomor :5109,;
B. Peratumn Pemerlntnh Nomor 27 Tahun 2012 lentans I%ln

Lingkungan (Lembnrnn Negam Republlk Indonesia Tnhun
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tentang Organlsasl dan Tata KeJjaOistrik Navlgasl;
15. Peratumn Menter! Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012

tentang Organisasl dan Tata KeJja Kantor Kesyahbandaran
dan Otor!tas Pelabuhan, sebagalmana telah diubah dengan

Peratumn Menter!Perhubungan NomorPM76 Tahun 2018;
16. Peratumn Menter! Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Menter! Perhubungan
NomorPM57 Tahun 2020;

17. Peratumn Menteri Perhubungan Nornor 89 Tahun 2018
tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriter!a Perizinan
Berusaha Ter!ntegrnsl secara Elektronlk Sektor Perhubungan

OiBidang Laut;
18. Peratumn Menter! Perhubungan Nomor PM 122Tahun 2018

tentang Organisasl dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Ber!taNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

tentang
Republik

13. Peratumn Presiden Nomor 40 Tahun 2015
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2015 Nomor751;

14. Peratumn Menter! Perhubungan Nomor KM30 Tahun 2006

2012 Nomor 48, Trunbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52851;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggara.an Perlzlnan Berusaha Berbasis Reslko

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 15,

Tambahan Lembaran Negam Republlk Indonesia Nomor

66171;

10. Peratumn Pemer!ntah Nomor 31 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bldang Pelayaran (Lembaran Negara

Republlk Indonesia Tahun 2021 Nomor 'II, Tambahan

Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 66431;

11. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang
Pengesahan International Con....ntionJor The SaJety oJ Live at
Sea, 1974;

12. Peratumn Preslden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organlsasi
Kementerian Negara (Lembaran Negam Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor81;
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: PersetuJuM pekerjaM reklamas! .. baaalmnno dlmnksud
dnlnm Olktum PERTAMA untuk kepenltngan .. ndlrt dnn

KEOUA

NO. Namn Jenls Knpnsltos Unit Bendern

I.

2.
3.

4.

!I. dsl.

2. Peralalan pekerjaM reklamasl ynna nklln dlgunnkM:

c. ....• .... LS/LU / ....•... .' : aT;
d. ....• ...• LS/LU / ....•... .' : aT;
e. dst ..

Untuk melaksannkM pekerjann reklnmasl ... d~gM deaatn

kedalaman ..• m LWS total volume pekerjann reklnmasl :t •••

m' poda tlUk koordlnot geog:rnfls """aal bertkut:
I. Lokasl Pekerjlllln Reklnmllsl:

n.•..•••..••....• LS/LU I · ' 81";

b .....••...•..• ,. LS/LU I · ' ,.BT;

(Jllbnmn)
3. A1amat

4. PenMaaunlllawtlb

Memberikan persetuJuan pekerjlUlll r"klamnsl kepadll:
I. Nama perusahaan .
2. Bldona UsMa .........•.........•

PERTAMA

MEMUTUSKAN:
MenetapkM KEPUTUSAN OIREKTlJR JENOERAL PERHUBUNOAN W\UT

TENTANO PERSETWUAN KEPAOA ...(NAMAPERUSAHMN)...
UNTUK MEw\KSANAKAN PEKERJAAN REKv.MASI 01
WIw\YAHPERAIRANTERMINALKHUSUS ...

19. Pemtumn Menteri PerhubunaM Nomor PM ... Tahun ...
TentMa Pengerukan dan Reklamosl (Beritn Negorll RepubUk

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740).
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: Persetujuan pekerjaan reklamasl dapat dicabut apabila
pemegang persetujuan rneianggar ketentuan sebagaimana

dtrnaksud dalam Dikturn PERTAMAdan tidak melaksanakan
kewaJlban sebagalmana dimaksud dalam Diktum KETIOA
Kepurusan ini serta ketentuan peraturan perundang­
undangan dl bidang pelayarnn.

: Persetujuan pekerjaan reklamasl hanya didasarkan pada
kepentingan keseJamatan dan keamanan pelayarnn, sehingga
hal-hal di luar tersebut agar dlselesaikan oleh pernegang
persetujuan pekerjaan reklamasi dengan instansi terkait.

: Pemegang perserujuan pekerjaan reklamasl sebagaimana
dlmaksud dalam Diktum PERTMfAdiwajlbkan:
a. menaati ketentuan pernturnn perundang-undangan dl

bidang pelayarnn dan kelestartan Iingkungan;
b. selama pelaksanaan pekerjaan reklamasl mernasang

tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasl yang dapat
dilihat dengan jelas baik slang maupun Malam hart dan
berkoordinasi dengan Dlstrik Navigasl setempat;

c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang
ditimbulkan dart pekerjaan reklamasl yang dilakukan;

d. melaporkan pekerjaan reklamasl setiap bulan kepada
Kepala Kantor Penyelenggata Pelabuhan ... dengan

tembusan Kepala Distrik Navigasl setempat;
e. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dart totalluas lahan

hasll pekerjaan reklamasl kepada PenyeJenggarn
Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan Pemerintah di
bidang kepelabuhanan; dan

f. memulai pekerjaan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan
sejak Persetujuan Pekerjaan reklamasi diterbitkan.

: (Data Pelaksana Keglatan)

dlpindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

dialihkanJdiperdagangkan,untukdiJarang

KEENMf

KEUMA

KEEMPAT

KETIOA
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KESEMBILAN: Dlrekrur Kepelobuhanan melakaanokan pemblnoon don
pengnwnsan terhodop keputuson Inl

KEDELAPAN : Persetujuon pekerjoon reldomosl sebngnlmana dlmaksud

dnlom Dlktum PERTAMA berlnku selama ..... (..... J tahun
sepanJang pemegong persetujuan pekerjoan reldomasl tJdak
melanegnr ketentuan dnlom Keputuson Inl.

: Peniownsan terhndop pelakaonoon pekerjoon rekJarntlSl

.ebogolmonn dlmD.k.ud dnlom Dlktum PERTAMA dUnkukon

oleh Kepnla Kantor Penyelenegnro Pelobuhan ... dan Kepnlo

Dlstt1k NDvlgo.1 setempat.

KE.1'IJJUH
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SALINANKeputusan ini dlsampalkan kepada:

I. Menter! Koordinator Bldang Perekonomtan;

2. Menter! Koordinator Bidang Kemaritiman dan tnvestasl;

3. Menten Kelautan dan Perikanan;
4. Menter! Badan Usaha MilikNegara;

5. Menter! Dalam Neger!;
6. Menter! Agrarla danTata Ruang;
7. Panglima Tentara Naslonal Indonesia;
8. KepaIa Kepollslan Negara Republik Indonesia;
9. Sekretarls JenderaI Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur JenderaI Kementer!an Perhubungan;
II. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

12. Sekretarls Direktorat JenderaI Perhubungan Laut;

13. Direktur Kepelabuhanan;
14. Oubemur ;
IS. Bupatl/Wal!kota;

16. KepaIa Kantor PenyeJenggara Pelabuhan .... ;
17. KepaIa Distrlk Navlgasl.....;
18. Direksi ...(Nama Perusahaan) ....

NAMALENOKAP

DlREKTUR JENDERAL

PERHUBUNOAN LAUT

Ditetapkan dl Jakarta

Pada tanggal

KESEPULUH : Keputusan Inl mula! berlaku sejak tanggal dltetapkan.
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~nyelenggarn ~Iabuhan .. tempar;
4. pertlmbnngnn terhndap aspek keselamatan dan keamanan pelayoran dart

Synhbnndor don Olst.rtk Navfga.1 se tempot dan bertta aeora penlnjauan
"'pong"n oleh Tim Teknls terpadu Kantor Pusat Olrektomt JenderaJ dengan
mcllbaLkIln Sekretarlat JenderaJ;

:5. jadwal pelaksonnnn kegtatan.

permohonon
melrunplrkan

Sehubungan dengan hal dl otao, Knml mengnjukan
persetujuan perpnnjangon pekerjaan reldnmasl dengnn
persyarntan .ebngaJ bertkut :
I. persetujuan pekerjaan reklamast sebelumnya;

2. lapoton progreo akhlr pekerjaon reldamasl;
3. aJasan keterlambatan pelaksanaan pekerjnan reldrunnsl yang dlketahul oleh

Oengan hormat dJsrunpolknn bnhwn berdnsarklln Pernrurnn Mentert
Perhubungan Nomor PM ... Tnhun ... tentong ~ng.rukan dan/ainU Reklamo.1
dan Keputusan Olrektur Jenderal ~rhubungnn Lout Nomor ... tanggaJ ...

tentong ... ynng telah berakhlr ma... berlakunya pnda tnnggaJ ... , namun
berdnsatkon progre. pekerjnan reldamasl belum soleanl dllaksannknn kIlrenn

............"....dl

yth. Otrektur JenderaJ ~rhubunllan Lout

~rusah""nl ...

... (Namnoleh

~rpanjangan
~kerjllQn

Permohcnan
~rsetujunn
Reldrunasl

Lokosl, To.nagal/Bulon/TahunNomor
KloslfiknsI

Lrunplran

~rlhal

KOPSURATPERUSAHAAN

COntoh 34

SURAT PERMOHONAN PERPANJANOAN PERSETWUAN
PEKERJMN REKLAMASI
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Catatam

_. DUengkapidengan tandatangan dan stempel perusahaan
_. Yangmenandatanganl yaitu pemohon yang tercantum daJam akta pendirian

perusahaan beserta perubabannya.

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungnn Laut;
2. Direkrur Kepelabuhanan;
3. KepaJaKantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
'I. KepaJaDistrik Navigasi setempat.

Nama Lengkap
Jabatan

INAMA PERUSAHAANj

Demlkian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
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I. Dasar Pelnksanann :

a. Undang·undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Peloyaran (Lembarnn
Negara Republlk IndonesIa Tahun 2008 Nomor 64. Tambahan Lembaran
Negam RepubUk tndonesta Nomor '1849):

b. Peraturnn Pemertntah Nomor <I I Tahun 2009 ten tang KepeIobuhanan
(LemOOran NeII"ra RepubUk tndoneeta Tahun 2009 Nomor I~ I,
Tambnhnn Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor :5(70)
sebl1&n1mnna telob diu bah den&nn Peraturan Pemerlntah Nomor 64
Tahun 20 I~ tenmng Perubnhan llta. Peraturan Pemerlntah Nomor <II
Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembllrnn Negara Republlk
IndonesIa Tahun 20 I~ Nomor 193. Tambnhan Lernbaran Negnra
Republlk IndonesIa Nomor ~731):

c. Peraturnn Pemerlntah Nomor ~ Tahun 20 I0 tentanl! Kenllvlgaslnn
(LemOOran NeIIDrDRepubllk IndonesIa Tahun 20 10 Nomor 8. TamOOhlln
Lembnran Nellara Republlk IndonesIa Nomor ~3):

d. Peraturnn Pemerlntah Nomor ~ Tahun 2021 ten tang PenyelengearnaR
Perlzlnan Beru.aha Beroo.ls Reslko (Lembnrnn N"1lara RepubUk

IndonesIa Tahun 2021 Nomor I~, Tnmbnhnn LemOOrnnNeg"ra RepubUk
IndonesIa Nomor 00 17):

e. Peraturan Pemerlntah Nomor 31 Tahun 2021 tenmnl! Penyelengearaan
Bldong Pelayarnn (Lembarnn Negarn Republlk Indone.1a Tahun 2021
Nomor "I. Tnmbahnn Lembnran Negarn RepubUk Indone.la Nomor

0&13):
f. Peraturnn Mentert Perhubun&nn Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang

Norma. Standar, Prosedur. dan Krlterla Perlzlnnn Berusaha Tertntegrasl

Secam Elektronlk Sektor Perhubun&nn dl Bldang Laut (BeriUl Nellam
RepubUk Indonesia Tahun 20 18 Nomor 133~);

Pado hru1 ....• Ulnggal ...... bulan ..... tahun ..... (..-..-..) telah dllakukan

kegtatan penlnJauon Iopanenn perpanJangan persetuJuan pekeljann
reklamast ..... oleh ....... (Nama Perusahann) yanl! berloka.1 dJ .....

COntoh 3~

BERITAACARA
PENINJAUANlAPANOANTIMTEKNIS TERPAOU PERPANJANOAN

PERSETWUAN PEKERJAAN REKlAMASI OLEH (NAMAPERUSAHAAN)01
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3 ;dst

(peta lokasi pekerjaan reklarnasi dan poslsi koordinat terlampir)
V. Kesimpulan dan Saran

1. .........•

2 .

b ; dst
a......•

IV. Hasll Venf1kasiData
Setelah diIakukan penlnjauan lapangan, maka didapatkan hasU sebagal

berikut:

Ill. Maksud dan Tujuan :
I. Maksud dan penlnjauan lapangan adalah dalam rangka venflkasl

koordlnat geogmfIs dan data teknis terkait lokast perpanjangan
persetujuan pekerjaan reklamasl.

2. Tujuan dan peninjauan lapangan adalah sebagat pemenuhan salah satu
kelengkapan persyaratan pengajuan pennohonan persetujuan pekerjaan
reklamasl,

D. Penlnjauan lapangan dihadiri oleh :
1. WaldJdan Biro Hulrum Sekretariat Jenderal;
2. WaldJdan Direktorat Kepelabuhanan;

3. WaldJdan Bagian Hulrum dan KSLN;
4. WaldJdan P"nyelenggam Pelabuhan setempat;
5. WaldJdan Distrik Navlgasl setempat;
6. WaldJdan (Nama Perusahaan).

g. Peraturan Menten Perhubungan Nomor PM...... Tahun tentang

P"ngerukan danj'atau ReklamasI;

h. Sumt lJabatan pemohon) (Nama Perusahaan] Nomor..... tanggaI .....

perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
I. Sumt Tugas ;
j. Sumt Tugas ; dst,
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Nnmn teniknp
PBngknl/OoI

NIP.••....•••....•....••....••.....••

MenielnhUi.
KEPALi\ KANTOR PENYELENOOARA PELi\BUHAN ..••

( o.nndo o.nngnn)4 dSI.

( land" trulgnn)3 .

( lando In"llnn)2 .

( lando In"llan)

Ynng Menl1lldntan8l1ll1:
I .

VI. Penutup
Oemlklan Berlin Ac:ora peninJIluan inpanilln Inl dlbuat dengan .. benllmya

.. bngnl s,\l1lh SIl'U kelengkapan persyorll,an permohonon perponJl1llgan
per .. luJuan pekerjnan reklamllSl untuk dlpe'llUf'Bkan sebognlmruln
mesLlnyn.
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meJengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan
apabila daIam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan
dala/dokumen rersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada

dst.
Sehubungan dengan hal di alas, kepada saudara diberikan jangka

wnktu paling lama 5 (lima) hart kerja sejak dltandatangani sural in! untuk

3.

4.

. ~2.

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan P-.ienteri

Perhubungan Nomor PM .... Tahun ..... tentang Pengerukan dan/atau
Reklamasi, temyata maslh terdapat kekurangan datal dokumen yang harus
dipenuhi sebagai bertkut :
I.

Menindaklanjuti sural Saudara Nomor... langgal perthal Permohonan
Perpanjangan Perserujuan Pekeljaan reklamasi oleh (Nama Perusahaan) ...,

dengan Inl disampaikan bahwa setelah dilakukan penelilian dan evaluasi
terhadap dokumen yang Saudara sampalkan berdasarkan Peraruran

di

Ylh. (Jabalan Pemohon)

(NamaPerusahaan)

Pekerjaan
...(Nama

Persetujuan

Reklamasi oleh
Perusahaan]...

Kelengkapan

terhadap
Perpanjangan

Kekurangan

Persyaratan
Permohonan

K1aslfikasl

Lampiran
Perihal

Lokasi,Tanggal/BuJan/TahunNomor
KOPSURAT D1REKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN !AUT

Contoh 36

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGANKELENGKAPANPERSYARATAN
PERMOHONANPERPANJANGANPERSETWUAN PEKERJAANREKIAMASI
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Tembuson:
1. Sekretnrls OIrektomt Jenderal ~rhubunll:UI Laut:
2. Dlrektur KOp<!lobuhnR:Ul:
3. Kopala Knntor ~nyelenllllnrnnn Pewbuhnn setempat;

4. Kopala Dlslrtk Nnvlgnsl setempar;

Nomn Lengknp
NIP.••..•.••......••••••••..•••...•••

OIrektur Jenderal ~rhubun"nn Laut

pemohon, SelanJutnyn npnbUn Saudnrn mnslh tetap berkelngtnnn untuk
melaksanakan pekerjann reklnmosl mokn horus mengnJuknn permohonan

boru dengnn melengknpl persyarntan sea",,1 dengnn ~mturnn Menter!
~rhubungnn Nomor PM .... Tnhun ..... tentnng ~ngeruknn donI atau
Reklnmo.l.

Demlklon dlsampnlknn. oro. perhotlannyn diucopknn terlmn knslh
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5. dst.
4...................•

Menindaklanjuti surat Direkrur Jenderal Perhubungan Laut Nomar ...
tanggaJ ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan
Perserujuan Pekerjaan Reklamasl ...(Nama Perusahaan).... dengan ini

disampaikan pernenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Pekerjaan
reklarnasi sebagaJ berikut :
1. . .................•

2 ,

3...................•

dl

Yth. Direktur JenderaJ Perhubungan Laut

Persetujuan Pekerjaan Reklamasi
oleh ...(Nama Perusahaan) ...

Kelengkapan
terhadap

Perpanjangan

Pemenuhan
Persyaratan
Permohonan

Lokast,TanggaJ/Bulan/TahunNomor

K1aslfikasi

Lampiran

PerihaJ

KOPSURATPERUSAHAAN

Contoh 37

SURATPEMENUHAN KEKURANOAN KELENOKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERPANJANOANPERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI
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Cattllan:
,. DUenl1.knpldengo.n landatnngnn don stempel perusohnon

,. Yang menondnlongnnl ynltu pemohon yana tereanrum dalam aktn pendlrinn
perusahaan beserta perubahonnyn.

Tembusan:

I. Sek re laris Dtrektornt Jenderal !'ethubungnn Laut
2. Dlreklur Kepelabuhnnan;
3. Kepaln Konlor !'enyelenUMa !'elo.buhnn aetempat;

4. Kepala Dlolrtk Novla"ol setempat.

NamA 1&npkoo
Jobatnn

Oemlldnn dtsampntkan, ,Uno perhauannya dlucnpknn lerima knolh.

tNAMA PERUSAHAAN)
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Mengingat: I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(LembaranNegaraRepubUkIndonesiaTahun 2008 Nomor64,

Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor

4849);

PerhubunganNomor PM Tahun tentang Pengerukan

dan/atau Reklamasl, perselujuan pekerjaan rekJamasl

diberikan oleh Menteri;
b. bahwa dalam rangka ...• .... berencana akan melaJrukan

pekerjaanreklamasl yang berlokasidt ...;

c. bahwa berdasarkan hasU peneUtian terhadap aspek

keamanan dan keselamatan pelayaran, teknlsfkonstruksi

dan keJestarian lingkungan, permohonan persetujuan

pekerjaanreklamasl oleh ... telah memenuhl persyaratan;

d, hahwa berdasarkan pertimhangan sebagaimana dlmaksud

dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkrut

Keputusan Oirektur Jenderal Perhubungan Laut tentang

Perpanjangan Persetujuan Kepada ... Untuk Melaksanakrut

PekerjaanReklamasl yang Berlokasldl ...;

Peraturan ~1enteriMenimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal

DlREKTURJENDERAL PERHUBUNOAN LAUT.

PERPANJANOAN PERSETUJUAN KEPAOA ... UNTUK MELAKSANAKAN

PEKERJAAN REKLAMASI YANO BERLOKASI 01 ...

TENTANO

KEPUTUSAN OIREKTUR JENOERAL PERHUBUNOAN LAUT

NOMOR: .

KOP OIREKTURJENOERAL PERHUBUNOAN LAUT

PERPANJANOAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI

Contoh 38
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2. Undana·Undnne Nomor 32 Tnhun 2009 !enlane Perllndunenn
dnn Pengelolann Ungkungnn Hldup (Lembru'nn Neg~

Republlk tndonesta Tnhun 2009 Nomor 140, Tnmbnhnn
Lembarnn Negnra Republlk Indonesia Nomor :50:19):

3. Undang·Undnng Nomor II Tnhun 2020 tentang elp!n KeJja
[Lembarnn Negnra RepubUk Indonesia Tabun 2020 Nomor
24:1. Tambnhnn Lernbaran Nepm Republlk Indonestn Nomor
6:173);

4. Pemtumn Pemerln!nh Nomor 61 Tnhun 2009 tentang
Kepelabuhnnnn (Lembnrnn Nepra RepubUk Indonesia Tnhun

2009 Nomor I:II, Tnmbnhnn Lernbaran Negam Republlk
Indones'" Nomor :5(70) sebogalmnna telah dtubah dengnn
Peratumn Pemertntnh Nomor 64 Tnhun 20 1:1 [Lernbarnn
Nepm Republlk Indonesia Tnhun 201:1 Nomor 193.
Tnmbnhnn tembamn Negam Republlk Indonesia Nomor
:1731);

:I. Peratumn Pemertntnh Nomor :I Tnhu.n 2010 tentane

Kenavlgnslan (Lembornn Negara Republlk Indonesia Tnhun
2010 Nomor 8, Tambnhnn Lembaran Negam RepubUk
Indones'" Nomor :5(93):

6. Peraturan Pemertntnh Nomor 20 Tnhun 2010 tentang
Angkutnn dl Peralran [Lernbarnn NegnrB Republlk Indonesia
Tnhun 2010 Nomor 26, Tambnhnn Lembarnn Negara
RepubUk Indonesta Nomor :1108), sebogalmana telah dl ubnh
dengan Peraturan Pemerlntnh Nomor 22 Tnhun 20 II

[Lembamn Negam Republlk Indonesia Tnhun 20 II Nomor 43.
Tambohnn Lembru'nn Nepra Republlk tndonesta Nomor

:1208):
7. Peratumn Pemerlntnh Nomor 21 Tnhun 2010 tentane

Perllndungnn Llngkungnn MartUm (Lembomn Negara
Republlk Indones'" Tahun 2010 Nomor 27, Tambnhan
Lembomn Negam Republlk Indonesln Nomor :1109):

8. Peratumn Pemertntah Nomor 27 Tabun 2012 ten tang Izln

Ungkunenn (Lembornn Negara RepubUk Indonesia Tabun
2012 Nomor 48. Tambohan Lembnmn Neenrn RepubUk
Indonesia Nomor :128:1);
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15. Peraturan Menterl Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012
tentang OrganJsasl dan Tata Kerja Kantor Kesyabbandaran
dan Otorltas Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan MenterlPerhubungan NornorPM76 Tahun 2018;

16. Peratumn Menterl Perhubungan Nornor PM 51 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana
d1ubah terakhir dengan Pemturan Menterl Perhubungan
NornorPM57 Tabun 2020;

17. Peraturan Menterl Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018
tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Krlterla Perlzinan
Berusaha Terlntegrasl Sec:ara Elektronik Sektor Perhubungan
OiBidang Laut;

18. Peraturan Menterl Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018

teruang Organisasi dan Tala Kerja Kementertan Perhubungan
(BorltaNegara RepublJkIndonesia Tahun 2018 Nomor 17561;

tentang
Republlk

13.Peratumn Presiden Nomor 40 Tahun '2015
Kementenan Perhubungan (Lernbaran Negara

Indonesia Tahun 2015 Nomor75);
14. Peraturan Menterl Perhubungan Nomor KM30 Tahun 2006

tentang Organlsasl dan Tala Kerja Oistrlk Navlgasi;

9. Peraturnn Pemertntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perlzlnan Berusaha Berbasis Resiko

(Lembaran Negam RepublJk Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor

6617);

10. Peratumn Penterlntah Nomor 31 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Pelayamn (Lembaran Negara

RepubUk Indonesia Tabun 2021 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 6643);

11. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang

Pengesahan International Convention Jor The Safety oJ Uue at
Sea, 1974;

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tabun 2015 tentang Organisasi
Kernentenan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2015 Nomor8);
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NO. Namn Jenls KapasltBS Unit Bend.ro

I.

2.
3.

4.

!I. dst.

2. Pemlnlon pekeljonn reklrunnsl ynna nkan dlgunnknn:

c. ....• .... LS/LU / ....•... .' : aT;
d. ....• ...• LS/LU / ....•... .' : aT;
e. dst ..

Untuk melaksnnokon pekeljaan reklomoal ... dengon deaatn

kedalnmon ..• m LWS total volume pekeljonn reklomosl :t •••

m' podo tlUk koordlnot geogrnfls 5O""aal bertkut:
I. Lokasl Pekeljlllln Reklomo.l:

n.•..•••..••....• LS/LU I · ' 81";

b .....••...•..• ,. LS/LU I · ' ,.BT;

(Jllbolllnl

I. Nama Instansl
2. Alamot
3. Penanagungjowtlb

M.mberikan perpnnJanll"" persetuJuan pekeljnan reklamas!
kepodo:

PERTAMA

MEMUTUSKAN:
MenetopkM KEPUTUSAN OIREKTlJR JENOERAL PERHUBUNOAN !.AUT

TENTANO PERPANJANOAN PERSE1\IJUAN KEPAOA •••
UNTUK ME!.AKSANAKAN PEKERJAAN REKLAMASI YANO
BERLOKASI01 •••

19. Pemtumn Menteri Perhubunann Nomor PM ... Tahun ...
Tentnna P.ngerukan dan Reld""",sl (Berito Negorll RepubUk

Indonesia Tahun 2018 Nomor 17401.
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: Perpanjangan PersetuJuan Pekerjaan Reklarnasl hanya
dldasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan
pelayaran, sehingga hal-haldi luar tersebut agar dtselesaikan
oleh pemegang persetuJuan pekerjaan reklamasi dengan
Instanst terkait.

: Pemegang perpanJangan persetujuan pekerjaan reklamasi
sebagalmana dimaksud dalam Diktum PERTAMAdiwajibkan:

a. menaatl ketentuan pemturan perundang-undangan dl
bidang pelayaran dan kelestartan lingkungan;

b. selama pelaksanaan pekerjaan reklamast memasang
tanda-tanda beserta rambu-rambu navtgasi yang dapat
dilihat dengan jelas balk siang maupun malam hart dan
berkoordinasi dengan Distrlk Navigasl setempar;

c. bertanggungjawab sepenuhnya alas seJuruh dampak yan.g

ditimbuJkan dart pekerjaan reklarnasl yang dilakukan;
d. melaporkan pekerjaan reklarnasl setiap bulan kepada

Direkrur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan
Kepala Kantor Penyelenggata Pelabuhan dan Kepala
Dlstrlk Navigaslsetempat; dan

e. memulal pekerjaan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan
sejak Perpanjangan PersetuJuan Pekerjaan reklamasl
diterbitkan.

: (Data Pelaksana Kegiatan)

dlalihkanfdipindahtangankan kepada plhak lain dalam
benruk apapun.

dtperdagangkan,untuksendtrt dan dilarang

: Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Reklama.sl sebagaimana
dlmaksud dalam Diktum PERTAMA unruk kepentlngan

KEUMA

KEEMPAT

KETIQA

KEDUA
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KESEMBILAN : Dlrektur JenderaJ Perhubungan Lout melaksnnnknn
pemblnnnn dan pengawnsan terhadap keputusnn Inl.

KEDELAPAN : PerpnnJnnlll'" PersetuJunn Pekerjt\nn Reklomnsl sebngntmnnn
dLmaksud doJam Dlktum PERTAMAberloku selama ..... I.....'
tahun sepnnJnng pemegang persetuJunn pekerjann reklnmasl
tldnk melnnggar keteruuan dnlnm Keputusnn Inl.

: Pen"nwnsan terhadap pelaksnnann pekerjonn reklnmnsl
.ebngnlmnnn dlmaksud dolom Dlktum PERTAMAdUokuknn
oleh Kepala Knntor Penyelengpro Pelabuhan ... don Kepala

Dlstrlk Nnvlgnsl setempat.

KETWUH

: PerpanJnnlll'" PersetuJunn Pekerjt\nn Reklrunn.1 dnp'" dlcabut
apnblln pemeaang perserujuan melnnggnr ketentuan

sebngntmnno dtmnksud dolom Dlktum PERTMIA dan tldnk
melaksnnnknn kewnJlbnn sebngnlmnnn dlmaksud dolom
Dlktum KE110A Keputusan Inl serta ketenruan permuran
perundnng-undnnpn dl bldnn" pelaynran_

KEENMI
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SALlNANKeputusan ini disampalkan kepada:
I. Menter! Koordinator Bidnng Perekonomian;
2. Menteri Koordinator 8idang Kemaritiman dan tnvestast;
3. Mente.rIKelautan dan Perlkanan;

4. Menter! Badan Usaha MllikNegara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. MenterlAgraria dan Tata Ruang;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala KepolislanNegara Republik Indonesia;
9. Sekretarls Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
I I. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

12. Sekretarls Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Direktur KepeJabuhanan;
14. Gubemur ;
15. Bupati/Walikota;
16. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ....;
17. Kepala DistrJkNavigasi...;
18. Direksl ...(Nama Perusahaan) ....

NAMALENGKAP

PERHUBUNGANLAUT
JENDERAL

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
DlREKTUR

KESEPULUH : Keputusan Inl mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apablla dJkemudlan harl terdapat kesalahan akan dilakukan

perbalkan sebagaimana mesttnya,
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3 .' " LUlLS I · .' BT:

4 : .. .' W/LS I : .' BT.

:So ost ...
Maksud dan IUJunn pekerjnan rekJamasl terse but dilltns Ildnlah :

I. Maksud .
2. TuJuan .

Oengan desn!n kednlaman ..... mLWS dan totn! volume pekerjann
pengerukan m>,

Oengan totnlluos pekerjnnn rekJrunasl.. .... Ha
Sehubungan dengan hal-hal terse but dl atas, bersruna Inl dlsnmpalkan

kelengknpan persyarotnn teknls sebagalmano checklist terJamplr.

I. .r :.'.....•LUlLS I · .'....•BT;
2 ....•.. .' ...... LUlLS I : : .....BT;

Oengan honnat dJsrunpalkan bahwe berdnsarkan Pun! .... aya!. ...
~ralUrnn Menler! Perhubungan Nomor PM Tahun ..... tenlang ~ngerukan

dan/at.au RekJlU1l4sJ,bersrunn Inl KamJ (Nama Perusahaan] mengaJukan
pennohonan unruk memperoleh ~rseluJunn ~kerj""n Pengerukan dnn
RekJamasl yang berlokas! dl .... pad" poolsl koordlna; geograIIo sebagal berlkut

-';v .. ·!···,·!·....·
dJ

yth. oltektur Jendernl ~rhubungan Lout

~rusahaQnl.·.

... (NamaolehRekJrunosl
~kerjnan ~n&erukan dan

~rseluJuan~nnohonan

Loknsl, TnnsgnI/Bulan/TahunNomor

KlnslflkMI

Lamptran

~r!hn!

KOPSURATPERUSAHAAN

COntoh 39

SURATPERMOHONANPERSETUJUAN PEKERJAAN PENOERUKANDAN
REKLM1ASI
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catatan:
, DUengkapldengan tandatangan dan stempel perusahaan;

, Pemilik pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang bertanggungjawab
terhadap pekerjaan pengerukan dan reklamasl,

Ternbusan;

1. Menter!Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat JenderaJ Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. KepalaKantor PenyelenggaraPelabuhan setempat;
5. KepalaDistrik Navigasisetempat,

Nama Lengkap
.rabetan

(NAMA PERUSAHAAN)

Demlkian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
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I.Dasar Pelnksnnoan :
a. Undong-undong Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelaynrnn (Lembnrnn

Negnrn Republlk Indonesln Tahun 2008 Nomor 64. Tarnbahan Lembaran
Negnrn Republlk IndonesIa Nomor 4849);

b. Peraturon Pemerlntah Nomor 0 I Tahun 2009 tentang Kepelabuhanon
[Lembarnn Neeara Republlk Indoneoln Tahun 2009 Nomor 1:5I.
Tambohon Lembnrnn Negnra RepubUk Indonesta Nomor :5070)
sebo&oJmano telah dlubnh dengan Pernturan Pemerlntah Nomor 64
Tahun 20 1:5 tentang Perubohan atas Pernrurnn Pemerlntnh Nomor 0 I
Tahun 2009 ten tong Kepelabuhannn (Lembnmn NegarB RepubUk

Indonesln Tahun 201:5 Nomor 193. Tambohnn Lembornn Nee"'B Republlk
Indonesta Nomor :5731);

c. Peraturnn Pemerlntoh Nomor :5 Tnhun 20 10 tentang Kenov1easlnn
[Lembarnn Negnra Republlk tndenesta Tahun 2010 Nomor 8. Tllmbohnn
Lembornn Neenrn Republlk IndonestB Nomor :5093);

d. Peraturan Pemerlntnh Nomor :5 Tohun 2021 tentnng Penyelenggnrnon
Perlzlnlln Berusoh" Berbools Reslko (Lembnmn Negara Republlk

Indonesm Tahun 2021 Nomor 1:5.Tambahnn Lemboran Neenm Republlk
IndonesIa Nomor 00 17);

e. Pernturnn Pemenntnh Nomor 31 TBhun 2021 tentane Penyelenggaroan
Bldllng Peloyaran (Lembnrnn Neenrn Republlk tndonesta Tahun 2021
Nomor 41. Trunbohnn Lemboran Neenm Republlk Indonesm Nomor 0643);

f. Peraturon Mentert Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tent.Bng
Norma. Standar, Prosedur. <Inn Kritertn ""rlzlnon Berusoha Tertnteerast
Secnm Elektrontk sekter Perhubungon dl Bldong Laut (Benta Negnrn

Republlk Indonesia Tahun 2018 Nomor 133:5);
g. Peruturnn Menten ""rhubunean Nomor PM...... Tahun tentang

Pengerukon dan/atou Reklllrnasl;

COntoh 10

BERITAACARA
PENINJAUANLAPANOANTIMTEKNIS TERPADU

PEKERJAANPENOERUKANDANREKLAMASI OLEH (NAMA
PERUSAHAAN)01 .

Pn<ln horl ....• tonggn! bulan tahun (..-..-..) telah dllokukon

kepton penlnJnuon Inpnngon rencana pekeljaan peneetUkon dan reklamo.1
..... oleh (Nrunn Perusahaan] yang berlokosl dl .
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3 ;dst
2 .

(peta lokasi pekerjaan pengerukan dan reklamasi dan posisi koordinat
terlampirJ

V. Kesimpulan dan Saran

1. .........•

b ; dst
a......•

IV. HasUVeriflkasi Data

Setelah dilakukan peninJauan lapangan, maka didapatkan hasll sebagai
bertkut :

1II.Maksud dan Tujuan :
1. Maksud dar! peninjauan lapangan adalah dalam rangka venflkast

koordinat geografls dan data telmis terkait lokasi rencana peketjaan
pengerukan dan reklamasi.

2. Tujuan dar! peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu

kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan persetujuan pekerjaan
pengerukan dan reklamasi.

h. Surat (Jahatan pemohon) (Nama Perusahaan] Nomor..... tanggal .....

perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknls terpadu;

I. Surat Tugas ;

j. Surat Tugas ; dst.
D. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :
I. WalciJdar! Biro Hulrum Sekretar!at Jenderal;
2. WalciJdar! Direktorat Kepelabuhanan;
3. WalciJdar! Bagtan Hulrum dan KSLN;
4. WalciJdar! Penyelenggam Pelabuhan setempat;
5. WalciJdar! Distrik Navlgasi setempat;

6. WalciJdar! (Nama Perusahaan).
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Nnmn Lengknp
Pongknl/Ool

NIP•••....•••....•..•..••..••••....••

Menietnhul.
KEPAl.A KANTOR PENYELENOOARA PEl.ABUHAN

( tondo tangan)4 dOl.

( londo tongnn)3 .

( lando tnngan)2 .

( lando tnngon)
Ynng Menandntangnnl :
1 •••••••••••.••••••••••••.•••••••••••.••••••

VI. ~nulup
OemlkJan Berltn Ac:ara penlnJnuan inponinn Inl dlbuat dengan sebennmya

sebagDI saioh saru kelenglcapon persyarotan permohonan persetujuan
pekerjDon pengerukan dan rekinm ..ol untuk dtpergunakar; sebogrumnnn
mesUnyo.
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4. dst,

Sehubungan dengan hal di alas. kepada Saudara diberikan jangka
wakru paling lama 5 (lima) hart kerja seJak ditandatanganl surat ini untuk
meJengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan

MenindakJanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihaJ Permohonan
Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan RekJamasi oJeh ...(Nama
Perusahaan] ...• dengan Ini dlsampalkan bahwa setelah dilakukan penelitlan
dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan
Peraruran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM .... Tahun ..... tentang Pengerukan
dan/atau RekJamasl, ternyata masih rerdapat kekurangan datajdokumen yang
harus dipenuhi sebagal berikut :

1. . .................•

2 ,

3...................•

di

Yth. (Jabatan Pemohon)
(Nama Perusahaan)

Persyamtan terhadap
Permohonan Persetujuan
Pekerjaan Pengerukan dan
RekJamasi oleh ... (Nama
Perusahaanl ...

KelengkapanKekurangan

Lokast, TanggaJ/Bulan/TahunNomor

K1aslfikasi

Lampiran

Perihal

KOP SURAT INSTANSI

Contoh 41

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGANPERSYARATANPERMOHONAN
PERSETUJUAN PEKERJAAN PENGERUKAN DAN REKLAMASI
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Tembusan:
I. Dlrektur Jenderal Perhubungan taut;

2. sekrerarts Direktornt Jenderal ""rhubungan taut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
'I. KepalaDistrik Navlgaslsetempat.

Nama Lengleap
NI P. •

Kepala Kantor Penyelenggara ""labuhan

apabila dalam janglea waktu yang ditentukan ndak menyampalkan

datajdokumen tersebut, maka berleas permohonan akan dlkembalikan kepada

pemohon. Selanjutnya apablla Saudara masih tetap berkelnglnan untuk

melaksanakan pekerjaan pengerukan dan reklamasl maka harus mengajukan

permohonan barn dengan melengkapl persyaratan sesuer dengan ""rnturan
Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun . tentang Pengerukan danjatau

ReklamasL
Demlklandlsampafkan, alas perhatlannya diucapkan terima kaslh
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5. dst,

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Penyelenggarn Pelabuhan Nomor ...

tanggal ... perihal Kekurangan KeJengkapan Persyaratan Persetujuan Pekerjaan
Pengerukan dan Reklamasi ...(Nama Perusahaan] ...• dengan ini e1isampaikan
pemenuhan kelengkapan persyarntan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan
Reklamasi sebagai berikut :
1. . .................•

2...................•

3...................•

4...................•

eli

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Lout

PerusahaanJ ...
...(NamaolehReklamasi

Persyaratan terhadap
Permohonan Persetujuan
Pekerjaan Pengerukan dan

KelengkapanPemenuhan

Lokast, Tanggal/BuJan/TahunNomor

K1aslfikasi

Lampiran

Perihal

KOPSURATPERUSAHAAN

Contoh 42

SURATPEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATANPERMOHONAN
PERSETUJUAN PEKERJAAN PENGERUKANDAN REKLAMASI
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Ctltntnn :
,. DUengknpl dengan tnndolangnn don stempel perusnhtlnn
,. Y"ng mennndtltnngnni yoltu pemohon yong tereanturn dninm nkt4 pendtrtan

perusahaan beserta perubohnnnyn.

Tembusan:

I. Sek re tnrts Dtrektornt Jenderal Perhubungnn Laut:
2. Dlrektur Kepelabuhnnnn;

3. Kepnln Dlotrtk Navlg"o' setemp"t;

NamA 1&npkoo
Jobatnn

Oemlldnn dtsampntkan, ,Uno perhauan dlucnpknn tertma knolh.

tNAMA PERUSAHAAN)
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Perhubungan Nomor PM .... Tahun •..... tentang Pengerukan

dan/atau Reklamasl, persetujunn pekerjaan pengerukan dan
reklamasl dt wtlayah peralran pelabuhan utarna dan
pelabuhan pengumpul serta dI wiJayah perairan terminal
khusus serta semua pekerjaan pengerukan dan reklamasi
yang sumber dananya dar! APBNdlberikan oleh Menteri;

b. bahwa dalam rangka ...(Nama Perusahaan] ...
berencana akan melakukan pekerjaan pengerukan dan

reklamasl yang berlokasl dI ...;
c. bahwa berdasarkan hastl penelitian terhadap aspek

keamanan dan keselamatan pelayarnn, teknisfkonstruksl
dan kelestarian lingkungan, permohonan ...(Nama
Perusahaanl... telah memenuhl persyaratan untuk
meJalcsanakan pekerjaan pengerukan dan reklamasl
dlmaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud

dalam huruf a, hum! b dan hum! c, perlu menetapkan
Kepurusan Olrekrur Jenderal Perhubungan Laut tentang
Perserujuan Kepada ...(Nama P"rusahaanl... Untuk

Peraruran "ienteriMenimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal

DlREKTUR JENOERAl PERHUBUNOAN!.AUT,

PERSETUJUANKEPADA ...(NAMAPERUSAHAANJ... UNTUK MElAKSANAKAN

PEKERJAANPENGERUKANDANREKlAMASI

YANGBERLOKASI 01 .

TENTANG

OIREKTURJENDERAL PERHUBUNGANlAUT NOMOR :

KOPOIREKTURJENDERAl PERHUBUNGAN!.AUT

PERSETUJUANPEKERJAANPENGERUKANDAN REKlAMASI

Contoh 43

2021, No.695 
-
155
- 

www.peraturan.go.id



Menglngnt: I. Undnne-Undnng Nomor 17 Tnhun 2008 lentnne Pelnynmn
[Lembarnn Negnm Republlk Indonesln Tnhun 2008 Nomor 04.
Tnmbnhnn Lembntnn Negnrn Republlk Indonesia Nomor
4849):

2. Undnne-Undnne Nomor 32 Tnhun 2009 tentnne Perllndungnn

dnn Pengelolnnn ungkungnn Hldup (Lembnmn Negnr"
Republlk lndonesln Tnhun 2009 Nomor 140. Tnmbahnn

Lembnrnn Negnrn Republlk Indonesia Nomor :50:191;
3. Undnng-Undnng Nomor I I Tnhun 2020 tentang Clpta KerJa

[Lembarnn Negnra RepubUk Indonesia Tnhun 2020 Nomor
24:1. Tnmbnhnn Lembaran Negnra Republlk IndonesIA Nomor
6:173);

4. Peratumn Pemerlntah Nomo. 61 Tahun 2009 ,en,nne
Ke""lnbuhnnnn [Lernbarnn Neann, RepubUk IndonesIA Tnhun

2009 Nomor 1:1I. Tnmbnhnn temberan Negnra RepubUk
Indonesln Nomot :5(70) sebngnlmann telnh dlubnh dengan
Peratumn Pemerlntnh Nomot 04 Tnhun 20 1:1 [Lembaran
Negnra Republlk Indonesln Tnhun 20 1:1 Nomot 193.

Tnmbnhan Lembnrnn Negnrn RepubUk Indoneslo Nomot
:1731);

:I. PemtUtnn Pemer1ntnh Nomot :I Tahun 2010 tentang
Kenovlgnslnn (Lembntnn Nesnra Republlk Indonesln Tnhun

2010 Nomot 8. Tombnhnn Lembnron Negnrn Republlk
Indonesia Nomor :50931;

6. Pemtumn Pemerlntah Nomor 20 Tnhun 2010 tent.nng
Angkutnn dl Peraltnn [Lernbaran Negntll Republlk Indonesln
Tnhun 20 I0 Nomot 26. Tnmbahnn tembaren Negata
RepubUk Indoneslll Nomor :I1081. sebngnlmnnn telah dJ ubnh
dengan Petlltuto.n Pemertntnh Nomor 22 Tahun 20 I I
(Lembnran Negnra Republlk Indonesia Tahun 20 II Nomot 43.

Tnmbnhon temberan Neanta Republlk tndcnesta Nomot
:1208);

7. Pemtumn Pemerlntah Nomot 21 Tnhun 2010 ,entang
Perlindungnn Llngkungnn Mar1llm (Lembnmn Negnra

Melak.sannknn PekerJnnn pengerukan dnn Reklnmasl Ynne
Berloknsl dl ... :
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tentang Organlsasi dan Tala Kerja Distrik Navigasi;
15. Pernturan Menler! Perhubungan Nornor PM 36 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tala Kerja Kantor Kesyabbandaran
dan Otor!tas Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan
Pemturnn Menler! Perhubungan NornorPM76 Tahun 2018;

16. Pernturan Menter! Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015

lentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraruran Menter! Perhubungan

NomorPM57 Tabun 2020;

17. Pernturan Menter! Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018

tentang Norma, Stanrlar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan

lentang
Republik

13.Peraturan Presiden Nomor 40 Tabun 2015
Kementerlan Perhubungan [Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2015 Nomor75);

14. Pernturan Menler! Perhubungao Nomor KM30 Tahun 2006

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor51091;

8. Peraturan Pemertntah Nomor 27 Tahun 2012 tenlang lzin
Llngkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor52851;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perirlnan Berusaha Berbasls Resiko
[Lembaran NegarnRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor

6617);

10. Pernturan Pemertntah Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembarnn Negara
RepubJik Indonesia Tahun 2021 Nomor 'II, Tambahan
Lembaran NegarnRepublik Indonesia Nomor66431;

II. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang
Pengesahan (nremational Con.....ntion for The Safety of Live at

Sea. 1974;
12. Peraturnn Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerlan Negara (Lembarnn Negarn RepubJik Indonesia
Tahun 2015 Nomor8);
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:51dst,

• LS/LU / ........ .' ..... BT;'II

a, Lokasl Pekerjaan Penserukan:
II LS/LU / ....•... .' BT;
21 ....•... .' LS/LU / .' BT;
31 LS/LU / .' BT;

Untuk meloksannkon pekerjaan pengeruknn dan reld""",.1 ...
dengnn desaJn kedalarnan ... m LWS, total volume pekeJjonn
pengerukan :t •.• m> serta total luas pekerjnnn reklamasl .

Ho, pada UUk koordlnat geogrnIl.
aebagll! bertkut:

(Jabamnl

1. Namn perusahaan

2. BldonS Uaoha
3. Alamot
'I. PennngungJnwnb

Member!kon pe rsetuJulln pekerjll8n pengerukon don
reldllmn.1 kepadn:

PERTAMA

MEMIlTUSKAN:

Menetapkon KEPIlTUSAN OIREKTVR JENOERAL PERHUBUNOAN V.UT

TENTANO PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMAPERUSAHMNI ...
UNTUK MEv.KSANAKAN PEKERJAAN PENOERUKAN DAN
REKv.MASI YANOBERLOKASIDI ...

Beru.nhn Ter!ntesmsl Secarn Elektronlk Sektor Perhubun&lln

01 Bldllng LnUI;

18. Perntumn Menler! Perhubungnn Nomor PM 122 Tnhun 2018

tentlln& 0r&llnl.n.1 dan Tatll Ketjll Kementer!nn Perhubunpn

(BerlIn Negarn Republlk Indonesln Tohun 2018 Nomor 17:50);

19. Perntumn Menter! Perhubu"&nn Nomor PM ... Tnhun ...

Tenmns Pengerukon dan Reld""",.1 (Berltn Negara Republlk

tndonesla Tnhun 2018 Nomor 1740).
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: Pemegang persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasl
sebagalmana dimaksud dalam Oiktum PERTAMAdiwajibkan:
a. menaan ketenruan pernturan perundang-undangan di

btdang pelayaran dan kelestartan lingkungan;
b... lama pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi

memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi
yang dapat dilihat dengan jelas baik slang maupun malarn
hart dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasj setempat;

c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang
ditimbuJkan dart pekerjaan pengerukan dan reklarnasi
yang dilakukan;

d. menyerahkan hak pengeJolaan laban hasil pekerjaan

reklamasi kepada PenyeJenggarn Pelabuhan;

: (Data Pelaksana Keglatan]

sebagatmana dlmaksud dalam Dlktum PERTAMA hanya
untuk kepentingan sendtrt dan dilarang untuk
dlperdagangkan, dtalihkanj'dlptndahtangankan kepada pihak

lain dalam bentuk apapun.

reklarnastpekerjaan pengetukan dan: Persetujuan

No. Nama Jenls I Kapasitas Unit Bendern

L

2. I I
3. I I
4. I I
5. dst. ! I

5) dst.

c. Peralatan pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang akan
digunakan :

• LS/LU I ..............•BT;4)

b. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Areal yang
digunakan untuk keglatan reklamast:

lJ • ·LS/LUJ • ' ·BT;

2) ....• ....• LS/LU I ....•....' ....•BT;
3) ....•... / ....• LS/LU I : aT;

KEEMPAT

KETlOA

KEOUA
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sebognlmann dlmakaud dalam Dlktum PERTAMAbetlaku
selama .... 1•..•• ) tahun sepanJang pemegang persetuJuan

reklamaslpengerukan danpekeljnnnKESEMBILAN: PersetuJuan

KEDELAPAN : Dlrektur Kepelabuh"nan melnkukan pemblnann dnn

pengawasan telenls rerhadep pekerjaan pengerukan dan
reklamasl yang berlokasl dl ...

: Pengawasan terhadap pelaksanann pekeJjnnn pengerukan dan
reklamasl seboinlmann dlmakaud dalam Dlktum PERTAMA
dllakukan oleh Kepala Kantor Penyelenagarn Pel"buhan ...

dan Dlsttlk No'llg"sl ...

: Per.etuJunn pekerjnnn pengerukan dan reklamasl dnpat
dlcabut apabUo pemegMi persetuJunn meinni&"T ketentunn
sebogalmann dlmnkaud dalam Dlktum KEDUA dan Udnk
melnksanakan kewaJlbnn seboialmann dlmnksud dalam
Dlktum KETlOA Keputusan Inl serta ketentunn pemturnn
perundanll-undanpn dl bldane pelnyaran.

: PersetuJunn pekerjoan pengerukan dan reklamnsl hanyn
dldasnrkan padn kepentinian keseinmatan dan keamnnnn
pelayaran, aehln. hal-hal dl luar tersebut agar dlselesalkan
oleh pemegang per.etuJunn pekerjnan pengerukan dan
reklnma.1 dengan In.tansl rerkan.

e. menyemhkan seluns :1% Olmn persen) dart total inhnn
haoU pekeljnnn reklrunasl kepeda Penyelenagarn

Peinbuhan yang dlgunakan untuk kegtatan Pemertntah dl
bldang kepelnbuhanan; dan

C. melnporkan pekeJjnnn pengerukan dan reklamnsl
setlnp bulan kepadn Dlrektur Kepelnbuhanan dengan
tembusan Penyelenggnrn Pelnbuhnn setempnt dan DI.trtk
No'lliinslSetempnt;

g. memulal pekeljnan pengerukan dan reklnmosl pnlinllinma

3 IlI&nlbuinn seJnk Per.etuJuan Pekerjoan pengerukan dan
reklamest dlterbltkan.

KE1'VJUH

KEENAM

KEUMA
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SALINANKeputusan Inl dlsarnpaikan kepada :
I. Menter! Koordtnator Bldang Perekonomtan;
2. ~ienteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan tnvestast;

3. Menter! Kelautan dan Pertkanan;
4. Menter! Badan Usaha Milik Negara;
5. Menter! Dalam Neger!;
6. Menter! Agrana dan Tara Ruang;

7. Panglima Tentara Nasionallndonesta;
8. Kepala Kepolistan Negara Republik Indonesia;
9. Sekretaris JenderaI Kernenterian Perhubungan;
10. Inspektur JenderaI Kernenter!an Perhubungan;

II. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
12. Sekretaris Direktorat JenderaI Perhubungan Laut;

13. Direktur Kepetabuhanan;
14. Gubemur ;
15. Bupati!Wa!ikota;
16. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan .... ;
17. Kepala Distrik Navigasi.. ... ;
18. Direksi ...(Nama Perusahaan) ...

NAMALENGKAP

KESEPULUH : Kepurusan Inl mulal berlaku seJak tanggai ditetapkan,

Ditetapkan dl Jakarta
Pada tanggal

MENTERIPERHUBUNGAN

REPUBLIKINDONESIA

pekerjaan pengerukan dan reklamasl tidak meJanggar

ketentuan dalam Kepurusan into
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Dengnn hormat dlsampntknn bahwa berdnsnrknn Perolurnn Menlerl
~rhubungnn Nornor PM ... Tnhun ... tentnng ~ngeruknn dan/aInu Reklnmosl
dan Kepulusan ... Nomor ... tonggnJ ... lenlnng ... yang leiGh bernkhlr masa
berlakunyn pada ID.nggnl ...• namun berdasarkan progres pekerjnnn
pengeruknn dan reldomasl belum setesat dllnksanaknn knrena ...

Sehubungnn dongnn hal dl nlD.', Kaml mengoJuknn pennohonnn
perpanJangan perserujuan pekerjnnn pengeruknn dan reklamnst dengan
melamplrknn persynmtnn seoognl bertkut :
I. persetuJuan pekerjaan peneeruknn dan reklomosl sebe!umnyo;
2. lopornn progros akhlr pekorjnan pengerukan dan reklnmasl Yllng dlketnhul

oleh ~nyelenggnra Pelabuhnn setempat:
3. kentrak kerja antarn pemlllk pekerjonn pengeruknn dan reklnmosl dengnn

pelak,nnn pekerjoan pengeruknn dan reklamasl;
4. alnsan koterlamootan pelakaanaan pekerjonn pengeruknn dan reklamnsl

yang dlketnhul oleh ~nyelenggara ~Inbuhnn setempat;
:I. pertJmbangnn terhadap n'pek keselamatan dan keamanan peloynmn dnrl

Synhbnndar dan DI'trlk NaVignslsetempat:
O. berne "earn penlnJounn lapangan oleh TIm Teknls terpadu Knntor Pusot

Dlrektorat JonderaJ dengan meltbatkan Sekretnrlat Jonderal;

, .
dl

yth. Dlrektur JenderaJ ~rhubungnn Lout

Pengeruknn dnn Reklnmn.1
oleh... (Namn Perusahaan] ...

~rpnnJnngnn
~kerjann

~nnohonnn

~rsetuJunn

Loknsl, Tnnggnl/Bulnn/TnhunNomor
Kln.lfikasl

Lamplrnn
~rlhaJ

KOP SURATPE.RUSAHMN

COntoh'14

SURATPERMOHONANPERPANJANOANPERSETWUAN
PEKERJMN PENOERUKANDANREKLAMASI
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Catatan :

;;.. DUengkapldengan tandatangan dan stempel perusahaan
;. Yangmenandatangani yaltu pemohon yang tercanrum dalarn akta pendirian

perusahaan beserta perubabannya

Tembus.an:
I. Menter!Perhubungan;
2. Sekretarls Direktomt Jenderal Perhubungan Laut;

3. Direkrur KepeJabuhanan
'I. KepalaKantor PenyelenggaraPelabuhan seternpar;
5. KepalaDistrtk Navigaslsetempat.

Nama Lenpkao
Jabatan

(NAMA PERUSAHAANJ

Demikiandisampaikan alas perhatlannya diucapkan tertrna kasih.

7. pertimbangan dar! penyelenggara pelabuhan setempat akan kesesualan

dengan Rencana Induk Pelabuhan bag! pekerjaan reklamasi yang berada di

daJam Daemh Lingkungan Kerja dan Daemh Lingkungan Kepentlngan
pelabuhan;

8. jadwal pelaksanaan keglatan (time schedulel.
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I. Dasar ""Inksnnnnn :
o. Undang-undnne Nomor 17 Tnhun 2008 ten tong Pelayaron [Lernbarnn

Neeam Republlk IndonesIa Tnhun 2008 Nomor 64. Tambahnn Lembaron
Neearo RepubUk IndonesIa Nomor 4849);

b. Pernturan ""merlntnh Nomor 0 I Tahun 2009 ten tang Kepelabuhonnn
[Lembarnn Neeam Republlk tndonesta Tnhun 2009 Nomor 1:II,
Tambnhan Lembnrnn Negam Republlk IndonesIa Nomor :1070)

sebn&almano telah dIu bah dengnn ""rnturan Pemertntah Nomor 64

Tnhun 20 1:1 tentong ""rubnhnn atas ""rnturan ""mertntnh Nomor 0 I
Tahun 2009 tentane Kepelabuhnnan (Lembaron Negam Republlk
Indon.slo Tnhun 201:1 Nomor 193, Tambahnn Lembnran Negam Republlk
Indonesia Nomor :1731);

C. Pernturan Pemertntnh Nomor :I Tohun 20 10 tentane Kenovlgnslan
(Lembornn Neenrn Republlk Indonesia Tahun 20 I0 Nomor 8, Tombahan
Lembaran Ntenm Republlk Indonesia Nomor :1093);

d. Pernturnn ""mertntah Nomor :I Tnhun 2021 ten tang ""nyelenggarnnn

""rtzlnon Berusona Berbasls Re.lko ILembnran Ntearn Republlk
IndonesIa Tnhun 202 I No.mor 1:1,Tambahnn Lembaran Nteam RepubUk
Indonesia Nomor 00 17);

e. ""rnturan ""merlntah Nomor 31 Tahun 2021 tentang ""nyelenllllarnan
Bldang ""Ioynran (Lemboron Nellar" Republlk Indonesia Tnhun 2021

Nomor 'II, Tombahan Lembornn Negam Republlk Indonesia Nomor 0(43);
r. ""rnturnn Men..,rt ""rhubungan Nomor PM 89 Tnhun 2018 tentang

Nonno, Stand..,., Prosedur, dan Krlterlo ""rlzlnan Berusaho Tertnteernsl
secara ElektrOnlk Sektor ""rhubungnn dl Bldong Lout [Berlta Negarn

Republlk Indonesia Tnhun 2018 Nomor 133:1);

II. Perarurnn Menter! Perhubungan Nomor PM...... Tahun ....... tentang
""ngerukan dan/atnu Reklomasl;

Pndo hart ..... tonggal ...... bulan ..... tnhun ..... 1.. -..-..) te"'" dUIlkuIam
kegtatan penlnJouan lapangan rencana pekelj""" pengerukan dan reklomosl
oleh ...INama ""rusonoon) ... yanll berlokasl dl ...

COntoh 4:1

BERITAACARA
PENINJAUANlJ\PANOANTIMTEKNIS TERPAOU PERPANJANOAN

PERSETVJUAN PEKERJMN PENOERUKANDANREKlJ\MASI OLEH ...INAMA
PERUSAHAAN)... YANOBERLOKASI01 ...
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b .
c ; dst

a..........•
V. Kesimpu!an dan Saran

(peta Iokasi pekerjaan pengerukan dan reklantasi terlamptr]

b ; dst
a......•

IV. HasUVerifikasiData
Setelah dilakukan peninJauan lapangan, maka didapatkan hasU sebagai
bertkut :

ill. Maksud dan TuJuan :
a, Maksud dar! peninjauan lapangan adalah dalam mngka ver!fikasi

koordinat geografis dan data telmis terkait Iokasi rencana pekerjaan
pengerukan dan reklamasl.

b. Tujuan dar! peninjauan lapangan adalah sehagai pemenuhan salah satu
kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan PersetuJuan Pekerjaan

Pengerukan dan Reklarnasi.

[I. Penlnjauan lapangan dihadiri oleh :

a. WaIcUdar! Penyelenggara Pelabuhan setempat ;
b. WaIcUdar! Distrlk Navigasi setempat;
c. WaIcUdar! ...(Nama Perusahaan] ...

h. Sural (Jahatan pemohon) (Nama Perusahaan] Nomor..... tanggal .....

perihal permtntaan peninjauan lapangan oleh tim teknls terpadu;

I. Surat Tugas ;
j. Sural Tugas ; dst.
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Nnma Lenakap
Pnngknl/Ool

NIP•••.....••....•..•..••...•••....••

Menaetnhul.
KEPALA KANTOR PENYELENOOARA PELABUHAN

( Lnndn Lnngnn)4 dSI.

( lnndn tnngnn)3 .

( lando tnngnn)2 .

( landn tnngnn)
Ynng Menandntangnnl :
1 •••••••••••.••••••••••••.•••••••••••.••••••

VI. Penutup
Oemlklan ~r1ln "earn PenlnJnuan L4pangnn Inl dlbuat dengan ~bennmya

~bngnl snlah sntu kelengknpnn perayanunn permohonnn PeraetuJu,,"
Pekerjnnn pengeruknn dan Reklrunnsl untuk dlpergunnknn sebngrumnnn
mesLlnyo.
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4. dst.
Sehubungan dengan hal di aras, kepada Saudam diberikan jangka

waktu paUng lama 5 (lima) hart kerja sejak ditandatangani sumt Inl untuk

MenindakJanjuti surat Saudara Nomor ... tanggaJ ... perihaJ Permohonan
Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukao dan RekJamasl oleh ...(Nama
Perusahaan) ...• dengan Inl disampaikao bahwa setelah dilakukan peneUtian
dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudam sampaikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM .... Tabun ..... tentang Pengerukan
danj'arau Reklamasl, temyata masth terdapat kekurangan dataj'dokumen yang

hams dipentthi sebagai berikut :
1. . ,
2. . ~

3. . ~

di

Yth. (Jabatan Pemohon)
(Nama Perusahaan)

Perserujuan Pekerjaan
Pengerukan dan Reklamasi
oleh ...(Nama Perusahaan]...

Kelengkapan
terhadap

Perpanjangan

Kekurongan
Persyaratan
Pennohonan

K1aslfikasl

Lamplran
PerlhaJ

Lokasi, Tanggal/Bulan/TahunNornor

KOPSURAT INSTANSI

Contoh 46

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGANKELENGKAPANPERSYARATAN
PERMOHONANPERPANJANGANPERSETUJUAN PEKERJAANPENGERUKAN

DAN REKlAMASI
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Tembusan:

1. Olrektur Jenderal Perhubungan Laut:
2. Sekretarts Otrektorat Jenderal Perhubunenn Laut;
3. Olrektur Kepelabuhannn;
'I. KepalD.Ol.lrtk Navlga.1 setempat,

Nama Len&kap
NIP .

Kepala Kantor Penyelenggara PelD.buhnn

melen&kapl kekurangan perayntnt.an dlmnksud gunn proses lebth IanJut dan
a""blla da1am Jangka waktu yang dltentukan lIdak menyampalkan
dala/dokumen rersebui, maka berkas permohonan akan dlkembaUkan kepada
pemohon. SelD.nJutnyn apnbUn S<ludarn mnslh tetap berkelnJllnan untuk
melaksanakan pekerJnM pengerukan dan reklarnas! maka horus mengaJukan

pennohonan baru denenn melenllkapl persynratan sesuat deniM Peraturan
Menten Perhubungan Nomor PM .... Tahun ..... tenlang Pengeruknn danl atau
Reklnmasl.

Demlldan dlsampalkan. alllS perhnllannyn dlucnpkan terlma ka.lh
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4 ,

5. dSL

3 ;

1. . ;

2 ;

MenindakJanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perthal Kekurangan
KeJengkapan Persyaratan Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan pengerukan
dan Reklamasl ...(Nama Perusahaan]..., dengan Ini disampalkan pemenuhan
kelengkapan persyaratan Perserujuan Pekerjaan pengerukan dan Reklamasl
sebagat berikut :

di

Yth. Dlrektur Jenderal Perhubungan Laut

Perserujuan Pekerjaan
Pengerukan dan Reklamasi
oleh ...(Nama Perusahaao) ...

Persyaratan
Pennohonan

Kelengkapan
terhadap

Perpanjangan

Pemenuhan

K1aslfikasl

Lamplran
Perlhal

Loleasl,Tanggal/Bulan/TahunNornor

KOPSURATPERUSAHAAN

Contoh 47

SURATPEMENUHAN KEKURANOAN PERSYARATANPERMOHONAN
PERPANJANOANPERSETUJUAN PEKERJAAN PENOERUKAN DAN

REKLAMASI
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Ctltntnn :
,. DUengknpl dengan tnndolangnn don stempel perusnhtlnn
,. Y"ng mennndtltnngnni yoltu pemohon yong tereanturn dninm nkt4 pendtrtan

perusahaan beserta perubohnnnyn.

Tembusan:

I. Sek re tnrts Dtrektornt Jenderal Perhubungnn Laut:
2. Dlrektur Kepelabuhnnnn;

3. Kepnln Dlotrtk Navlg"o' setemp"t;

NamA 1&npkoo
Jobatnn

Oemlldnn dtsampntkan, ,Uno perhauan dlucnpknn tertma knolh.

tNAMA PERUSAHAAN)
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Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal Peroturan Menterl

Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan
danj'atau Reklrunasl,persetujuan pekerjaan pengeruJcandan
rekJamasi dl wtlayah peraJran pelabuhan utama dan
pelabuban pengumpui serta dl wilayah peraJran terminal
khusus serta semua pekerjaan pengeruJcandan reklamasi
yang sumber dananya dar! APBNdlbertkan oleh Menterl;

b. bahwa dalam rangka ...(Nama Perusahaan]...
berencana akan melakuJcan pekerjaan pengerukan dan

rekJamasiyang berlokasidJ •.. ;
c. bahwa berdasarkan hasil peneUtian terhadap aspek

keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi
dan kelestarlan Ungkungan, permobonan ...(Nama
Perusahaan)... telah memenub! persyaratan untuk
melaksanakan pekerjaan pengeruJcan dan reklamasi
dJmaksud;

d. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaJmana dlmaksud

dalarn buruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Direktur JenderaJ Perhubungan taut tentang
Perpanjangan Perserujuan Kepada ...(Nama Perusahaanl...

D1REKTURJENDERAL PERHUBUNGANLAUT,

PERPANJANGANPERSETUJUANKEPADA ... (NAMA PERUSAHAAN)•.. UNTUK

MELAKSANAKANPEKERJAANPENGERUKANDAN REKLAMASI

YANGBERLOKASI 01 .

TENTANG

KEPUTUSANDIREKTURJENDERAL PERHUBUNGANLAUT

NOMOR: .....................•........................•.......

KOP DIREKTURJENDERAL PERHUBUNGANLAUT

PERPANJANGANPERSETWUAN PEKERJAAN
PENGERUKANDAN REKLAMASI

Contoh 48
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tonUlna
Negam

7. Peroluran Pemertntnh Nomor 21 Tnhun 2010
Perllndungnn Llngkungnn Mar1ILm (Lembnmn

Menglnaal: I. UndMa·Undang Nomor 17 Tnhun 2008 lentnne Pelnyarnn
[Lembarnn Negam Republlk Indonesto Tnhun 2008 Nomor 64.
Tnmbnhan Lembnrnn Negam Republlk Indonesia Nomor
4849):

2. Undnne-Undnng Nomor 32 Tnhun 2009 lenlnng Perllndungnn
dan Pengelolnnn Ungkungnn Hldup (Lembnran Negnrn
Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tnmbnhnn

Lembnmn Negnrn Republlk Indonesia Nomor :50~9);
3. Undnng-Undnng Nomor I I Tnhun 2020 lenlang ClpUl Kerja

[Lembarnn Negara RepubUk Indonesia Tnhun 2020 Nomor
24~_ Tnmbnhnn Lembnrnn Negara Republlk Indonesta Nomor
6~73);

4. Peraturnn Pemerlntnh Nomor 61 Tnhun 2009 tenlnng
Kepelabuhnnnn (Lembnmn Neaara Republlk Indonesln Tnhun

2009 Nomor I~ I. Tnmbnhan Lembnrnn Negam RepubUk
tndoneste Nomor :5(70) sebngrumana telah dlubnh dengan
Peraluran Pemertntah Nomor 64 Tnhun 20 I~ [Lembaran
Neanra Republlk Indonesla Tnhun 20 I~ Nomor 193.
Tambnhnn Lembnrnn Negam RepubUk Indonesia Nomor
~731);

~. Pemtumn Pernertntah Nomor ~ Tnhun 2010 tentang
Kenavlgnslan (Lembnrnn Nellam Republlk Indonesia Tnhun

2010 Nomor 8, Tambnhnn Lembaran Neaara Republlk
Indonesia Nomor :5(93);

6. Peroturan Pemertntnh Nomor 20 Tnhun 2010 tenUlng
Angkutnn dl Peralran (Lembnrnn Negara Republlk Indonesia
Tnhun 20 I0 Nomor 26. Tnmbnhnn Lembnrnn Negnra
RepubUk Indonesia Nomor ~108). sebngalmnnn telah dJ ubnh
dengnn Peraturnn Pemertntnh Nomor 22 Tahun 20 II
[Lembarnn Negam Republlk Indonesln Tnhun 20 II Nomor 43.

Tambnhon Lembnran Neaara Republlk Indonesta Nomor
~208);

untuk Mel4ksnnBknn Pekerjonn pengerukan dan RekJrunnsl
Yang Berloknsl dl ... ;
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tentang Organlsasi dan Tala Kerja Distrik Navigasi;
15. Pernturan Menter! Perhubungan Nornor PM 36 Tahun 2012

rentang Organisasi dan Tala Kerja Kantor Kesyabbandaran
dan Otorttas Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan
Pemturan Menter! Perhubungan NornorPM76 Tahun 2018;

16. Pernturan Menleri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Pelabuhan LaUI sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraruran Menler! Perhubungan

NomorPM57 Tahun 2020;

17. Pernturan Menler! Perhubungan Nomor 89 Tabun 2018

tentang Norma, stander, Prosedur, dan Krlterla Pertzinan

tentang

Republik
13.Peraturan Presiden Nomor 40 Tabun 2015

Kementertan Perhubungan [Lembaran Negara
Indonesia Tabun 2015 Nomor75);

14. Pernturan Menter! Perhubungao Nomor KM30 Tahun 2006

Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 27, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor51091;

8. Peraturan Pemertntah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin
Llngkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor52851;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pertzinan Berusaha Berbasls Reslko
[Lembaran NegarnRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negarn Republik IndonesIa Nomor

66171;

10. Pernturan Pernerintab Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembarnn Negarn
RepubJik Indonesia Tabun 2021 Nomor 'II, Tambahan
Lembaran NegnrnRepublik Indonesia Nomor66431;

11. Kepurusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang
Pengesahan (nremational Con.....ntion for The Safety of Live at

Sea. 1974;
12. Peraturnn Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementertan Negara (Lembarnn Negarn Republik Indonesia
Tabun 2015 Nomor81;
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b. Lokasl Pembuangan Hasll """lterukon (Dumping Areal yang
dlgunakan untuk keglotan reklamosl:

:51dst,

• LS/LU / .' BT;41

a. Lokasl Peketjaan pengerukan:
II LS/LU / ....•... .' BT;
21 ....•... .' LS/LU / .' BT;
31 LS/LU / .' BT;

Untuk melaksannkon pekerjaan pengerukM dan rekiamo.1 ...
dengan desaJn kedalarnan ... m LWS, total volume peketjaon
pengerukon :t •.• m> serta total luas peketjnM reklamasl .

Ho, pada UUk koordlnat geogroIl.
aebagll! bertkut:

(Jabomnl

1. Namn perusahaan
2. Bldnng Uanha
3. Alamot
'I. PennnggungJnwnb

Member!kon perpanJangan persetuJunn peketjann pengerukon
dan rekJamosl kepada:

PERTAMA

MEMIlTUSKAN:

Menetopkon KEPIlTUSAN OIREKTVR JENOERAL PERHUBUNOAN V>UT
TENTANO PERPANJANOANPERSETUJUAN KEPAOA .••(NAMA
PERUSAHMNI... UNTUK MEV>KSANAKAN PEKERJMN
PENOERUKANDANREKlAMASI YANOBERLOKASI01 ...

Beru.nhn Ter!ntesmsl Secarn Elektronlk Sektor Perhubun&an
01 Bldllng LnUI;

18. Perntumn Menler! Perhubungnn Nomor PM 122 Tnhun 2018
tentlln& Organl.n.1 dan Tnta Ketjn Kementer!nn Perhubunpn
(BerlIn Negarn Republlk Indonelto Tahun 2018 Nomor 17:501;

19. Perntumn Menter! Perhubu"ltnn Nomor PM ... Tnhun ...
Tenmnll Pengerukon dan Reklamo.1 (Berltn Negllra Republlk
Indonesia Tnhun 2018 Nomor 17401.
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: Pemegang Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan
dan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMAdiwajibkan:
a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dl

btdang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
b. selama pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi

memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi
yang dapat dilihat dengan jelas balk slang maupun Malam

han dan berkoordinasi dengan Distrik Navigaslsetempat;
c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh darnpak yang

ditimbuJkan dart pekerjaan pengerukan dan reklamasi
yang dilakukan;

d. melaporkan pekerjaan pengerukan dan reklamasl setiap

bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan

: (Data Pelaksana Keglatan)

: Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan
Reklamasl sebagalmana dirnaksud dalam Diktum PERTAMA
hanya untuk kepentingan sendirl dan dUarang untuk
diperdagangkan, dialthkanj'dlpindahtangankan kepada pihak
lain dalam bentuk apapun.

No. Nama Jenis Kapasitas Unit Bendera

L

2.

3. I I
4.

5. dst.

c. Peralatan pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang akan
digunakan :

2) · • LS/LU I . ,....• aT;.... .... .... .... ....
3) · • LS/LU I . ,....• aT;.... .... .... .... ....
4) · • LS/LU I .••.•.••.•••••• B1"';.... ....
5) dst,

1) ....•... .' ....• LS/LU I .' BT;

KEEMPAT

KETIQA

KEDUA
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KESEMBIiJ\N : PerpanJangan PersetuJuan Peketjann Pengerukan dan

Reldama.t sebagaJrnana dtmoksud dalam Olktum PERTAMA
berlaku .elama .... (..... ) tahun sepanJang pemepng
perserujuan peketjann pengerukan dan reldamasl Udak
melanggnr ketentuan dalam Keputusan tnt.

KEOELAPAN : Otrektur Kepelabuhontln melakukan pemblnaan dnn
pengawoson teknts terhadnp pekerjaan pengerukan dan

reklamast yan" berloknst dt ...

: Pengownsnn terhadap pelaksanann pekerjaan pengerukan dan
reldomast .ebngalmana dlmaksud dalam Otktum PERTAMA
dtlakuknn oleh Kepala Kantor Penyelenggnrn Pelabuhnn ...
dan Olstrlk Navlga.t ...

: PerpanJangan PersetuJuan Peketjaan Pengerukan dan
Reldamasl dapat dlcnbut opobUa pemegang persetuJuan
melnnggnr ketenruan .ebn"o.Imana dtmaksud dalam OIktum
KEOUA don Udok meloksnnakan kewnJlbnn sebagalmana

dtmoksud dalam Olktum KE110A Keputu.an Inl .. na
ketentunn pernturan perundang-undangan dJ btdan"
peloyaran.

: PerpanJanpn PersetuJunn Peketjaan Pengerukan dan
Reldama.t hanya dklasarknn pada kepenUngnn keselamatan
dan keamanan pelayaran, sehtnw hal-hal dt IUM tersebut

agar dJ.elesaJkan oleh pemegang persetuJuan pekerjaan
pengerukan dan reklama.t dengan 1n.l1mst terkalt.

Penyelenggnra Pelabuhan setempa; dan Olstrlk NaVlgast
Setempat;

e. memulal peketjaan pengeruknn dan reklama.t pallng lama

3 (Uga) bulan .eJak PerpanJangan PersetuJuan Peketjaan
Pengerukan dan Reklama.t dtrerbttkan.

KE7lJJUH

KEENAM

KEUMA

2021, No.695 -

176- 

www.peraturan.go.id



SAUNANKeputusan tnt dlsampaikan kepada:
1. ~tenteriKoordinator Bidang PerekonomIan;
2. ~ienteriKoordinator Bidang Kemaritiman dan Investasl;
3. Menter! Kelautan dan Pertkanan;
4. Menter! Badan Usaha MilikNegara;
5. Menter! Dalarn Neger!;

O. Menter!Agmria dan Tala Ruang;
7. Pangllma Tentara Naslonal Indonesia;
8. Kepaia Kepollslan Negara Republik Indonesia;
9. Sekretarts Jenderal Kementer!an Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementer!an Perbubungan;
II. Dtrektur Jenderai Perbubungan Laut;
12. Sekretarts Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Direktur Kepelabuhanan;

14. Oubemur ;
15. Bupati/Wallkota;
10. Kepaia Kantor Penyelenggara Pelabuhan .... ;
17. Kepaia Distrtk Navigasl..... ;
18. Dtreksl ...(Nama Perusahaan) ....

NAMALENOKAP

PERHUBUNOANLAUT
JENDERALDlREKTUR

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggai

KESEPULUH : Keputusan Inl mula! berlaku sejak tanggal dltetapkan.
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Oengnn hormnt dlsnmpnlknn bahwa berdn.arknn Pnsnl .... oyOt....
Pe....turnn Menten Perhubungnn Nomor PM...• Tnh,m ..... tentang Pengeruknn
dan/alou Reklamnsl, bersnmn Inl Knml... ... (Nomn Perusahaan] mengnJuknn
permohonon Itln U.nhn Pengeruknn dnn Reklamnsl;

Sehubungnn dengan hal-hal terse but dl ata., bersnmn tnt dlsnmpnlknn
kelengknpnn persynralan sebngnlmnnn ch«kIisl terlnmplr.

..................
dl

yth. Dlrektur ..Iendernl Perhubungan Lout

Permohonnn ltln Usnhn

Pen""ruknn dan Reklnma.1
oleh ...(Nomn Perusnhnnn) ...

Loknsl, Tnnggnl/Bulnn/TnhunNomor
Klo.lflknsl

Lnmpltnn
Perthnl

KOP SURAT PERUSAHMN

Contoh 49

SURAT PERMOHONAN lZlN USAHA PENOERUKAN DAN REKLAMASI
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Catatan :
, Dllengkapidengan tandatangan dan stempel perusahaan;
.,. Yangmenandatanganl yatru pemohon yang tercantum daJam akta pendirlan

perusabaan beserta perubabannya.

Tembusan :

1. Menter!Perhubungan;
2. Olrektur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Sekretaris Olrektornt JenderaJ Perhubungan Laut;
4. Olrektur KepeJabuhanan.

Nama Lengkap
.rabetan

(NAMA PERUSAHAAN)

Demlkian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
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I.Dasar ""laksanann :
a. Undang·undone Nomor 17 Tahun 2008 ten tong Pelaynran (Lembnrnn

Neearo Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahnn Lembnran
Neearo RepubUk Indonesia Nomor 48491;

b. Peraturan ""merlntah Nomor 0 I Tahun 2009 ten tang Kepelabuhanan
(Lembarnn Neearo Republlk tndonesta Tahun 2009 Nomor I :II,
Tambahnn Lembnran Negaro Republlk Indonesia Nomor :10701

aebaaolmano telah dlubah dengan ""rnturan ""mertntah Nomor 64
Tahun 20 1:1 tenUlng ""rubahon atas ""rnNran ""mertntah Nomor 0 I
Tnhun 2009 ten tang Kepelabuhnnan (Lembnran Negam RepubUk
Indonesia Tahun 20 1:1Nomor 193. Tambahon Lembaran N"earn Republlk

Indon"slo Nomor :17311;
C. Pernturan ""mertntah Nomor :I Tohun 20 10 tentane Kenovlgaslan

(Lembnrnn Negorn RepubUk tndenesta Tahun 20 I0 Nomor 8. Tombahan
Lembaron N"IIaro RepubUk Indonesia Nomor :10931;

d. Pernturnn ""mertntah Nomor :I Tahun 2021 t"ntang ""nyelenggaroan
""rtzlnan Berusnha Berbosls Re.lko (Lembornn N"IIarn Republlk

IndonesIa Tahun 2021 No.mor 1:1.Tambohan Lembaran N"IIaro RepubUk

Indon"sta Nomor 00 171;
e. ""rnturan ""mertntah Nomor 31 Tahun 2021 tentang ""nyelenillarnan

Bldnng ""Ioyoran (Lembaran Nellar" Republlk tndenesla Tahun 2021
Nomor 41, Tambohan Lembnrnn N"earo RepubUk Indonesia Nomor 00431;

r. ""rnturnn Men!;!rI ""rhubungnn Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang
Nonno. Stand..,., Prosedur, dan Krtter1a ""rtzlnnn Berusaho Tertnt"llfnSl

secara ElektrOnlk sektcr ""rhubungan dl Bldnne Laut (Bertt" Neearo
Republlk Indoneslo Tahun 2018 Nomor 133:11;

II. Pernturan Menter! Perhubungan Nomor PM...... Tahun ....... tentang
""ngerukan dan/atnu Reklamasl;

Pada hru1 ....• Ulnggal ...... bulan ..... tahun ..... (..•..•..1 telah dllakukan
keglatan penlnJaUM Iapangan I%lnusaha pengerukan dan ~kJamasl .
(Nama Perusahnan] .....

COntoh~

BERITAACARA
PENINJAUANLAPANOANTIMTEKNISTERPADU IZINUSAHAPENOERUKAN

DANREKlJ\MASI
........ (NAMAPERUSAHAANI .
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V. Penutup
Demiklan Berita Acara peninjauan lapangan ini dtbuar dengan sebenamya
sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan Izin usaha
pengerukan dan reklamasi unruk dipergunakan sebagatmana mestinya.

1. .........•

2 ,

3 ; dst

b...... ; dst
IV. Kesimpu!an dan Saran

a. .....;

m. Hasil VerifikasiData
Setelab diIakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasll sebagal
berikut:

D. Maksud dan Tujuan:
1. Maksud dan peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi

pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasl dilakukan oleh
perusahaan yang memillkl izin usaha pengerukan dan reklamast.

2. Tujuan dan peninjauan lapangan adalah sebagat pemenuhan salah satu
kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan izin usaha pengerukan

dan reklamasl.

I. Peninjauan lapangan dibadiri oleh :
I. \Vakil dan BiroHukum Sekretariat JenderaI;
2. \Vakil dan Direktoral Kepelabuhanan;
3. \Vakil dan Bagian Hukum dan KSLN;
4. \Vakil dan (Nama Perusahaan).

h. Sural (Jabalan pemohon) (Nama Perusahaan] Nomor..... tanggal.. ...

perihal pennintaan peninJauan lapangan oleh tim leknls terpadu;

I. SUrat Tugas ;
j. Sural Tugas ; dst,
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4 dat.

3 .

2 .

( lnndo tongnn)
Ynng MennndnlD.ngnnl :

1 .
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4. dst.
Sehubungan dengan hal di alas. kepada saudara dibertkan jangka

waktu paling lama 5 [lima] hart kerja sejak ditandatangani sural in! untuk
melengkapt kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan
apabila daJam jangka waktu yang ditentukan ttdak menyampaikan
dalajdokumen rersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada

2...................•

3...................•

1. . ~

MenindaJdanjuti sural Saudara Nomor langgal ... perihal Permohonan
lzin Usaha Pengerukan dan Reklamasi oleh (Nama Perusahaan] ...• dengan in!

disampaikan bahwa setelah dilakukan penelltian dan evaJuasi terhadap
dokumen yang Saudara sampalkan berdasarkan Peraruran Pemerintah Nomor
5 Tahun 2010 lentang Kenavignsian dan Peraturan Menleri Perhubungan
Nomor PM .... Tahun ..... tentang Pengerukan danIatau Reklrunasi. ternyata
maslh terdapat kekurangan dataj'dokumen yang hams dipenuhi sebagai
berikut:

di

Yih. (Jabalan Pemohon)

(Nama Perusahaan]

Permohonan lztn Usaha

Pengerukan dan Reklrunasi
...(Nama Perusahaanl.i.

Kelengkapan
terhadap

Kekurangan
Persyamtan

Lokasi, TanggaJjBulanjTahunNomor

K1aslfikasi

Lampiran

PerihaJ

KOPSURATDlREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGANLAUT

Contoh 51

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGANKELENGKAPANPERSYARATAN
PERMOHONANIZIN USAHA PENGERUKANDAN REKLAMASI
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Tembuson:
1. Sekntnrls OIreklorot Jendernl Perhubungan Laut:
2. Dlnktur Ktp<!labuhnnnn.

Nruno Lengknp
NIP.••.•..••....••..•••••...••..•.•••

pemohon, Selanjutnyn npobUn Saudnrn mnslh tetap berkelngl.nnn untuk
mengnjuknn permohonan lzIn usaha pengerukan dan reklamnst maka hnrus

mengojuknn permohonan bnru denann melengknpt p<!rsynrnlllnsesuni dengnn
Pernturnn Menten Perhubungnn Nomor PM .... Tnhun ..... tenlnng Pengeruknn
dan/alau Reklamnsl.

Demtldan dtsampolkan. OlliS perhotl4nnyn diucnpknn lerlma knsth
Dtr.ktur Jendernl Perhubungan Laut
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5. dst.
4...................•

MenindakJanjuti surat Direkrur Jenderal Perhubungan Laut Nornar ...
tanggaJ ... perihal Kekurangan KeJengkapan Persyaratan lzin Usaha
Pengerukan dan Reklamasi ...(Narna Perusahaan] ...• dengan in! disarnpaikan

pemenuhan kelengkapan persyaratan lzin Usaha Pengerukan dan Reklamasi
sebagai berikut :
1. . .................•

2 ,

3...................•

dl

Yth. Direktur JenderaJ Perhubungan Laut

Pengerukan dan Reklamasl oleh
...(Nama Perusahaanl.i.

Usaha(zin

Kelengkapan
terhadap

Pemenuhan
Persyaratan
Permohonan

Lokast, TanggaJ/Bulan/TahunNomor

K1aslfikas!

Lampiran

PerihaJ

KOPSURATPERUSAHAAN

Contoh 52

SURATPEMENUHAN KEKURANOANPERSYARATANPERMOHONAN
IZIN USAHA PENOERUKANDAN REKLAMASI
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CIltnl,,":
,. DUenllleapldeng,," tnndntnnpn dan stempel perusnhnnn
,. Yang meoondntonganl yaltu pemohon yang tereantum dnlrun akID.pendtrtan

perusahaan beserta perubllhannya.

Tembusa.n:

1. Sekretarls Oirektornt JendertlJ Pl!rhubunpn Lnut
2. Dlrektur Kepe!abuhnrum.

Nomo l&nqknp
JDbntan

Oemlklnn dlsampnikan. ntns perhouannya dlucapkan tertma leasth.

tNAMA PERUSAHAANJ
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PerhubunganNomor PM Tahun tentang Pengerukan

dan/atau Reklamasl, persetujuan inn usaha pengerukan

dan reklamasl diberikan oleh Menteri;

b. bahwa dalam rangka melakukan pekerjaan pengerukrut

dan/atau reklamasl. ...(Nama Perusahaan)... harus

mempunyal inn usaha pengerukrutdan rekJamasi;

c. bahwa berdasarkan hasil penelilian terhadap aspek

keamanan dan keselrunatan pelayaran, teknis/konstruksi

dan kelestartan Jingkungan, permohonan ...(Nama

Perusabaan)... telah memenuhi persyaratan unruk

pemberianinn usaha pengerukandan reklamasl;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkrut

Kepurusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian lzin

Usaha Sebagal Badan Usaha Pengerukrut dan RekJamasi

Kepada...(NamaPerusahaan)...;

Mengingat: I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(LembaranNegaraRepubJikIndonesiaTahun 2008 Nomor64,

Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor

4849);

Peraturan ~-1enteriMenimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal

MENTERI PERHUBUNOAN REPUBUK INDONESIA,

PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAOAl BADAN USAHA

PENOERUKAN DAN REKLAMASI KEPADA ...(NAMA PERUSAHAANJ...

TENTANO

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNOAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: .

KOP MENTERI PERHUBUNOAN REPUBUK INDONESIA

IZIN USAHA PENOERUKAN DAN REKLAMASI

Contoh 53
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2. Undang·Undang Nomor 32 Tnhun 2009 len tang ~rllndunl!lln

dan ~ngelolonn Ungkungan Hldup lLembntnn Negar"

RepubUk Indonesia Tnhun 2009 Nomor 1'10. Tnmbnhnn

Lembarnn Negnrn RepublLk Indonesln Nomor !!(59);

3. Undnng·Undang Nomor II Tnhun 2020 lcnlang ClpUl Kel:Jo

[Lernbarnn Negarn RepublLk Indonesia Tnhun 2020 Nomor

2'15. Tombnhnn Lernbaran Negarn RepubUk Indonesia Nomor

6573);

'I. Pernturnn ~mertnlnh Nomor 01 Tnhun 2009 lontang

Kepelabuhnnan lLembnrnn Nepen RepubUk Indoneslo Tnhun
2009 Nomor 151. TombnhM tembaran Negnrn Republlk
Indoneslo Nomor !!(70) .ebo&nJmano telah dJuboh dengan
~rnlurnn Pemertntnh Nomor 0<1 Tnhun 2015 lLembnrnn
Negnrn Republlk Indonesia Tohun 20 I~ Nomor 193.
Tombahnn Lembnrnn Negnrn Republlk Indoneslo Nomor
5731);

5. Pernturnn Pemertnlnh Nomor 5 Tuhun 2010 lenlnn"
Kenov!"aslan (Lembarnn Negara Republlk tndenesta Tnhun
2010 Nomor 8. Tnmbnhan tembaran Negota Republlk
Indonesia Nomor !!(93);

O. Pernturnn ~mertnlab Nomor 20 Tabun 2010 lenlang
Angkulnn dl Pemltnn (Lembotnn Ne"nrn Republlk Indonesln

Tahun 2010 Nomor 26. Tombahan Lembarnn Ne"nm
Republlk Indonesia Nomor 5108). sebognJma"" lelnh dl ubnh

dengan ~rnlU.rnn ~mertnlah Nomor 22 Tnhun 20 I I
lLembnrnn Negam Republlk IndonesIa Tnhun 20 II Nomor 43.
Tambnhon Lembnrnn Nepea Republlk Indonesia Nomor
5208);

7. Pernturnn ~mertntnh Nomor 21 Tnhun 2010 len lAng
Perllndungnn Ungkungnn Mortllm ~mbnrnn Negam
Republlk Indonesia Tabun 20 I0 Nomor 27. Tombnhan
Lernbaran Negnrn Republlk Indonesia Nomor 5109);

8. PerntutOn Pomertntah Nomor 27 Tahun 2012 len tang I%ln

Ungkungan ~mb"tan Negnrn Republlk Indonesia Tahun
2012 Nomor 48. Tombohon Lembamn Negam Republlk
Indonesia Nomor ~285);
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15. Pemturan Menteli Perhubungan Nomor PM 36 Tabun 2012

tentang Organlsasl dan Tata Kerja Kantor Kesyabbandaran
dan Otolitas Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menter!Perhubungan NomorPM76 Tabun 2018;

16. Pemturan Menter! Perhubungan Nomor PM 51 Tabun 2015

tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana
dlubah terakhir dengan Peraturan Menteli Perhubungan
NomorPM57 Tabun 2020;

17. Peraturan Menter! Perhubungan Nomor 89 Tabun 2018

tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kritelia Perizinan
Berusaha Terintegrasl Sec:ara Elektronlk Sektor Perhubungan
Oi Bidang Laut;

tentang
Republlk

13.Peratumn Presiden Nomor 40 Tahun '2015
Kementerian Perhubungan (Lembamn Negara

Indonesia Tabun 2015 Nomor751;
14. Pemturan Menteli Perhubungan Nomor KM30 Tabun 2006

teruang Organlsasl dan Tala Kerja Olstrik Navlgasl;

9. Peratumn Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perlzlnan Berusaha Berbasis Resiko

(Lembaran Negam RepublJkIndonesia Tahun 2021 Nomor IS,
Tambahan Lembaran Negam RepubUk Indonesia Nomor
6617);

10. Pemturan Pemerintah Nomor 3 I Tabun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembamn Negara
RepubUk Indonesia Tabun 202 I Nomor 4 I, Tambahan
Lembaran Negara RepubUkIndonesia Nomor66431;

II. Keputusan Preslden Nomor 65 Tabun 1980 tentang

Pengesahan International Convention Jor The Safety oJ Live at
Sea, 1974;

12. Pemturan Presiden Nomor 7 Tabun 2015 tentang Orgnnisasl
Kementerian Negara (Lembamn Negam RepublJk indonesia
Tabun 20 I5 Nomor81;
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: PT... aebasal Badan Usaha Peneerukon dan Reldamasl
sebagaJmano dlmnksud dalam Dtktum PERTAMAdlwnJlblcan:
a. mematuhl semun ketenruan Peroturan Perundong·

undangan serta ketentuan Peroturan Perundang·undongnn
Ialnnya;

b. melaksonnkan ketentuan yang telall dltetapkan dalam lztn

Usaha Pong.rulcan dan Reldamasl;

: Izln Usaha sebagnl Bodan Usnha Pengerukan dan Reklnmosl
.ebagrumano dlmnksud dalom Otktum PERTMtA untuk
kepenUngan sendlrt dan dUnran& untuk diperdagangkllJ1,
dlaJlhlcan/dlplndalltnn&ankllJ1 kepada plhnk Jain dalam

bentuk apopun.

(Jabo tan1

I. Nnma perusnhnnn

2. Bldnna Usnhn
3. NPWP
4. Alamat

:5. PenanggungJnwab

Memberllcan I%lnU.aIIa sebngru Bodan Usnhn Pengerulcnn dan
Reldamasl kepoda:

...(NMtA PERUSAHAANI...

TENTANO

USAHA

KEPADA

PERHUBUNOAN
SEBAOAI BADAN

REKl.AMASI

MENTER!
IZIN USAHA

DAN

KEPUTUSAN
PEMBERIAN

PENOERUKAN

MEMUTUSKAN:

18. Peraruran Menterl Perhubungnn Nomor PM 122 Tnhun 2018

tentang 0rannlsnsl dan 1'ota Kerja KementerlllJ1 Perhubungan

(Berlta Negara Republlk Indonesia Tahun 2018 Nomor 17:56);

19. Penltumn Menterl Perhubungnn Nomor PM ... Tallun ...
Tentruta Pengerulcan dan Reklrun4sl (Berltn Negar" RepubUk
Indonesia Tallun 2018 Nomor 17401.

KE110A

KEDUA

PERTMtA

Menelaplcnn
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: Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap Keputusan Inl.

: Persetujuan lzin Usaha Pengerukan dan Reklamasl
sebagalmana dlmaksud dalam Dlktum PERTAMAberlaku
selama sepanjang pemegang lzin usaha Pengerukan dan

Reklamasl tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan in!.

: lzin Usaha Pengerukan dan Reklamasl dapat dlcabut apabila

pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana

dlmaksud dalam Dlktum PERTAMAdan tidak melaksanakan

kewaJlban sebagalmana dlmaksud dalam Dlktum KETlOA

Keputusan Inl serta ketentuan peraturan perundang­

undangan dl bldang pelayaran.

c. melaporkan secara tertulls kepada Direktur Jenderal

Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan nama

Direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domlslll

perusahaan serta status kepemllikan paling lama I"

(empat belas] hart setelah terjadl perubahan;

KEENAM

KEUMA

KEEMPAT
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B=I KARYASUMADI

ud

MENTER!PERHUBUNOAN

REPUBLIKINDONESIA,

SALINANKeputusan Ini dlsampalkan kepada:

I. Menter! Koordinator Bidang Perekonomlan;

2. Menter! Koordinator Bidang Kemaritiman dan tnvestast:
3. Menter! Dalam Neger!;

'I. Menter! Energ!Sumber Daya Mineral;

5. Menter! Kelautan dan Per!kanan;

6. Kepala KepoUsianNegaraRepubUkIndonesia;

7. KepalaStal Aogkatan Laut;

8. Oubemur .....;

9. Sekretarls Jenderal Kementerlan Perhubungan;

10. Dlrektur Jendera! Perbubungan Laut;

11. Inspektur Jenderal Kementerlan Perhubungan;

12. Bupatl/Walikola ;

13. Direksi ...(NamaPerusahaan)...

NAMA LENOKAP

Dltetapkan dl Jakarta
Pada tanggal

MENTERIPERHUBUNOAN

REPUBLIKINDONESIA

: Keputusan Inl mula! berlaJcu sejak tanggaJ ditetapkan.KETUJUH
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